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PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memunyai peran yang
tidak kecil dalam penciptaan hubungan industrial yang harmonis
dan produktif—salah satu faktor penting bagi pemulihan dan
pembangunan perekonomian Indonesia. Melalui program
reformasi di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan sejak 1998,
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi ke-delapan Konvensi Pokok
ILO dan mengeluarkan tiga undang-undang (UU) yang mendasari
terbentuknya sistem hubungan industrial baru, yang menghormati
kebebasan berserikat dan berunding bersama, serta hak-hak
mendasar lainnya bagi para pekerja/buruh dan pengusaha di
tempat kerja.

Selama proses perubahan ini, tidak jarang terjadi pergesekan
kepentingan antara pekerja/buruh dan pengusaha yang berujung
pada perselisinan. Perselisinan yang tidak dapat diselesaikan melalui
mekanisme penyelesaian yang tersedia seringkali memaksa pekerja/
buruh serta pengusaha melakukan mogok kerja, unjuk rasa atau
penutupan perusahaan yang dapat mengancam keamanan dan
ketertiban masyarakat, serta membuka peluang bagi pelanggaran
hukum.

Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polri
berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta
menegakkan hukum saat mogok kerja, unjuk rasa ataupun
penutupan perusahaan, dan dalam perselisinan hubungan
industrial pada umumnya. Dalam menjalankan tugasnya ini,
anggota Polri wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut:

1. tidak terlibat dalam negosiasi/perundingan untuk menyelesaikan
perselisihnan hubungan industrial.

tidak berpihak pada salah satu pihak yang berselisin.

memusatkan perhatian pada penegakkan hukum dan
perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Prinsip-prinsip ini bertujuan agar perselisinan yang terjadi dapat
diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan UU, dan hal-
hal yang mengganggu ketenangan serta produktivitas industri dapat
dihindari.
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Buku Pedoman ini disusun untuk membantu Polri
meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggotanya dalam
menangani aspek hukum dan ketertiban saat terjadi perselisinan
hubungan industrial, sesuai dengan standar-standar Organisasi
Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO)
serta perundang-undangan nasional Indonesia yang relevan.

Penyusunan Buku Pedoman ini dibuat sedemikian rupa agar
dapat digunakan dalam paling sedikitnya tiga jenis pelatihan, yaitu:
pelatinan untuk pelatih, pelatihan sosialisasi, dan seminar atau
pengarahan singkat yang dapat dilakukan para pelatin atau tenaga
pendidik Polri maupun pimpinan Polri dari tingkat Polsek hingga
Mabes.



STRUKTUR BUKU
PEDOMAN

Buku pedoman ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: () Panduan

Penggunaan; (ll) Pembukaan Pelatihan, Perkenalan Peserta,
Penetapan Tujuan dan Aturan Dasar Pelatihan; dan (Ill) Modul
Pelatinan, yang teridiri dari 7 Modul, yaitu:

Modul 1: Mempersiapkan dan Melaksanakan Pelatihan

Modul ini membahas teori dan teknik-teknik yang dapat
digunakan seorang pelatih untuk mempersiapkan dan
melaksanakan program pelatihan tentang prinsip-prinsip dan
hak-hak mendasar di tempat kerja dan peran Polri dalam
menangani perselisinan industrial. Bagian ini dapat digunakan
dalam program pelatihan untuk pelatih Polri.

Modul 2: Indonesia dan ILO dalam Masyarakat Dunia

Pada bagian ini dijelaskan posisi dan peran serta Indonesia, serta
interaksinya dengan ILO sebagai anggota masyarakat
internasional. Mandat, struktur organisasi, dan sarana kerja ILO
juga dijelaskan untuk memberikan pemahaman mengenai ILO
sebagai salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB).

Modul 3: Hak Asasi Manusia (HAM) serta Prinsip-prinsip dan
Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja

Ketentuan-ketentuan dalam delapan Konvensi Pokok ILO
dibahas dalam modul ini. Kedelapan Konvensi tersebut
mengatur bagaimana empat prinsip dan hak mendasar di
tempat kerja—Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama,
Penghapusan Kerja Paksa, Penghapusan Pekerja Anak dan
Penghapusan Diskriminasi di Tempat Kerja—dapat dilaksanakan
oleh negara-negara anggota ILO. Prinsip-prinsip HAM yang
berkaitan dengan keempat prinsip di atas juga dijelaskan pada
bagian ini untuk memperlinhatkan keterkaitannya.

Modul 4: Prinsip-prinsip tentang Kebebasan Berserikat dan
Berunding Bersama




Dalam modul ini, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ILO No.
87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak
untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk
Berorganisasi dan Berunding Bersama dibahas secara rinci untuk
menjelaskan prinsip-prinsip utama yang mengatur pelaksanaan
hak atas kebebasan berserikat dan berunding bersama. Prinsip-
prinsip tentang pelaksanaan hak melakukan mogok kerja dan
penutupan perusahaan juga dijelaskan disini.

Modul 5: Hubungan Industrial di Indonesia

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang dan dasar-dasar hukum
nasional yang membentuk sistem dan mengatur pelaksanaan
hubungan industrial di Indonesia.

Modul 6: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Prosedur dan mekanisme pencegahan dan penyelesaian
perselisinan hubungan industrial dijelaskan dalam modul ini.
Pembahasan didasarkan pada UU nasional yang masih berlaku
saat ini, yaitu UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisinan Perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, serta UU No.
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yang rencananya akan diberlakukan awal tahun 2006.

Modul 7: Peran Polisi dalam Perselisihan Industrial

Pembahasan dalam modul ini mencakup prinsip-prinsip dan
dasar hukum internasional dan nasional yang mengatur peran
Polri dalam perselisinan industrial serta pelaksanaan tugas Polri
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta
menegakkan hukum dalam situasi tersebut.



STRUKTUR MODUL

Masing-masing modul dalam Buku Pedoman ini terdiri dari
beberapa bagian untuk membantu pelatih dalam merencanakan
dan melaksanakan sesi pelatihan.

= Daftar Isi
= Tujuan Umum dan Khusus
= Usulan Strategi Pelatihan
= Materi Pelatihan
= Bahan-bahan Pelatihan
- Dokumen Presentasi
- Dokumen Studi Kasus
- Dokumen Permainan/Simulasi
- Dokumen Kuis
= Daftar Referensi
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USULAN PROGRAM
PELATIHAN

Berikut ini disampaikan usulan program untuk tiga jenis

pelatinan yang disebutkan di atas.

1.

Pelatihan untuk Pelatin Polri tentang Prinsip-prinsip dan Hak-
hak Mendasar di Tempat Kerja serta Peran Polisi dalam
Perselisihan Hubungan Industrial. Untuk ini, diusulkan program
pelatinan tujuh (7) hari.

Kelompok Sasaran:

Para calon pelatih, pelatin atau tenaga pendidik di lingkungan
Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pada lembaga-
lembaga pendidikan polri.

Tujuan Pelatihan:

Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta mampu
mempersiapkan dan melaksanakan pelatinan tentang Prinsip-
prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja serta Peran Polisi
dalam Perselisihan Hubungan Industrial.

Usulan Program:

Program yang diusulkan di bawah ini menerapkan beberapa
metode pelatihan yang melibatkan kegiatan di dalam dan luar
kelas yang merupakan penerapan metode pembelajaran
melalui pengalaman. Beberapa kegiatan luar kelas yang
diusulkan menuntut kesehatan fisik dan mental yang baik dari
para peserta.




HARI/JAM KEGIATAN

Hari H-1
17:00
18:00
19:30

21:30

Hari 1
05:30
06:00
08:00
08:20

10:00

12:00
13:30

16:00
16:30
18:00

Hari 2
05:30
06:00
08:00

08:30

10:30
11:00

15:30
17:30
19:30
21:30

Hari 3
05:30
06:00
08:00

Pembukaan
Ramah Tamah dan Makan Malam

Perkenalan, Penetapan Sasaran dan Aturan Dasar
Pelatihan

Selesai

Olah raga
Istirahat dan Makan Pagi
Kuis Pra-Pelatinhan

Simulasi: Eksplorasi dan Penemuan (di luar kelas,
termasuk pembulatan selama 30 menit)

Kuliah I: Indonesia dan ILO Dalam Masyarakat
Internasional

Istirahat dan Makan Siang

Simulasi: Peningkatan Kesadaran Diri (di luar kelas,
temasuk pembulatan selama 30 menit)

Rehat kopi
Studi Kasus: Kuliah |
Selesai

Olah raga
Istirahat dan Makan Pagi

Kuis Penyegaran: Indonesia dan ILO dalam
Masyarakat Internasional

Kuliah II: Hak Asasi Manusia dan Prinsip-prinsip
Mendasar dan Hak-hak di Tempat Kerja

Rehat kopi

Simulasi: Simulasi simultan (di luar kelas, termasuk
pembulatan selama 60 menit)

Kuliah II: (lanjutan)
Istirahat dan Makan Malam
Studi Kasus: Kuliah Il

Selesai

Olah raga
Istirahat dan Makan Pagi

Kuis Penyegaran: Prinsip-prinsip Mendasar dan
Hak-hak di Tempat Kerja



08:30

10:30
11:00
13:00
14:30

17:30

Hari 4
06:00
07:00
08:30

09:00
10:30
11:00

13:00
14:00

17:30
19:30
21:30

Hari 5
05:30
06:00
07:30
08:00

10:00
10:30
11:30
13:30
14:30
15:00

17:30
19:30

21:00

Kuliah Ill: Kebebasan Berserikat dan Berunding
Bersama

Rehat kopi
Studi Kasus: Kuliah Il
Istirahat & Makan Siang

Simulasi: Serikat baru (di luar kelas; termasuk
pembulatan selama 60 menit)

Simulasi: Solo night

Berbagi: Solo night
Istirahat dan Makan Pagi

Kuis Penyegaran: Kebebasan Berserikat dan
Berunding Bersama

Kuliah IV: Hubungan Industrial di Indonesia
Rehat Kopi

Kuliah V: Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Istirahat & Makan Siang

Simulasi: Kano Peraga (di luar kelas, termasuk
pembulatan selama 60 menit)

Istirahat dan Makan Malam
Studi Kasus: Kuliah IV dan V

Selesai

Olah Raga
Istirahat dan Makan Pagi
Kuis Penyegaran: Kuliah IV dan V

Kuliah VI: Peran Polisi dalam Perselisihan
Hubungan Industrial

Rehat kopi

Studi Kasus: Kuliah VI
Istirahat dam Makan Siang
Studi Kasus: (lanjutan)
Rehat Kopi

Simulasi: Polri dalam Masyarakat Internasional
(termasuk pembulatan selama 60 menit)

Istirahat dan Makan Malam

Kuliah VII: Mempersiapkan dan Melaksanakan
Pelatihan

Selesai




Hari 6

05:30 Simulasi: Tantangan Lari (di luar kelas; termasuk
pembulatan selama 20 menit)

06:30 Istirahat dan Makan Pagi

08:00 Kuis Penyegaran: Peran Polri dalam Perselisinan
Hubungan Industrial

08:30 Kuliah VII: (lanjutan)

10:00 Kerja Kelompok: Mempersiapkan Program
Pelatihan

12:00 Istirahat dan Makan Siang

13:30 Kerja Kelompok: Presentasi Program Pelatihan

14:30 Rehat Kopi

15:00 Kerja Individu: Mempersiapkan Bahan Paparan

17:30 Istirahat dan Makan Malam

19:30 Kerja Individu: Presentasi Bahan Paparan

21:00 Selesai

Hari H+1

06:30 Makan Pagi

07:30 Pembulatan Akhir dan Evaluasi Pelatihan
09:00 Penutupan dan Penyerahan Sertifikat
10:00 Peserta meninggalkan tempat pelatihan

Pelatihan Sosialisasi tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak
Mendasar di Tempat Kerja serta Peran Polisi dalam Perselisihan
Hubungan Industrial. Pelatinan Sosialisasi ini diusulkan untuk
dilaksanakan selama tiga (3) hari.

Kelompok Sasaran:

Anggota Polri yang berwenang membuat keputusan dalam
menghadapi berbagai situasi perselisihnan hubungan industrial
di lapangan dari tingkat Polres dan Polsek. Para kepala kesatuan,
unit fungsi atau kepala bagian di tingkat Polres dan Polsek
merupakan kelompok sasaran jenis pelatinan ini.

Tujuan Pelatihan:

Setelah pelatihan para peserta dapat memahami prinsip-prinsip
dan dasar hukum internasional dan nasional yang mendasari
pelaksanaan hak-hak mendasar pekerja/burun dan pengusaha
di tempat kerja, serta pelaksanan peran dan tugas Polri dalam
situasi perselisinan hubungan industrial. Berdasarkan
pemahaman ini, pada akhirnya para peserta diharapkan dapat
melaksanakan tugasnya tersebut secara efektif sesuai dengan
prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut.



Usulan Program Pelatihan:

HARI/ZJAM  KEGIATAN

Hari H-1:
16:00

Hari 1 :
08:00
08:30
09:00
09:20
09:50
10:30
10:45
12:00
13:00

14 :30

15:30
16 :00
17 :30

Hari 2 :

08:30
08:45
09:30

10:30

Kedatangan Peserta
Peserta tiba di tempat pelatihan, menerima lembar

informasi dan mengisi biodata peserta

Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja
Pengantar dan Penetapan Tata Tertib Pelatihan
Pembukaan Pelatihan

Kuis Pra-Pelatinan

Perkenalan Peserta dan Pelatih

Penjaringan Harapan Peserta

Rehat kopi

Presentasi dan Diskusi Mengenai ILO

Makan siang

Presentasi dan Diskusi Mengenai Prinsip-prinsip
dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (termasuk
Prinsip-prinsip Pelaksanaan Hak Mogok dan
Penutupan Perusahaan)

Kerja kelompok (Studi kasus mengenai karakteristik

utama dari prinsip-prinsip yang terkait):

- Kelompok 1: Kebebasan Berserikat dan
Berunding Bersama

- Kelompok 2: Kerja Paksa

- Kelompok 3: Pekerja Anak

- Kelompok 4: Diskriminasi di Tempat Kerja

Rehat kopi

Presentasi dan diskusi hasil kerja kelompok

Selesai

Penerapan Prinsip-prinsip Kebebasan Berserikat

dan Berunding Bersama

Kuis penyegaran (Kuis 1)

Permainan

Presentasi Sistem Hubungan Industrial di Indonesia

berdasarkan:

- UU No.21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh

- UU No.13/72003 tentang Ketenagakerjaan

- UU No. 272004 tentang Penyelesaian
Perselisihnan Hubungan Industrial

Rehat kopi




10:45

12:00
13:00

14:00
15:30
16 :00

17:30

Presentasi dan diskusi tentang penerapan prinsip
kebebasan berserikat dan berunding bersama
secara nasional (termasuk pelaksanaan hak mogok
dan penutupan perusahaan)

Makan siang

Kerja kelompok (studi kasus tentang pelaksanaan
prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan berunding
persamay:

- Kelompok 1: Pelanggaran prinsip kebebasan
berserikat

- Kelompok 2: Pelanggaran prinsip berunding
bersama

- Kelompok 3: Hak pekerja untuk mogok dan
penutupan perusahaan

- Kelompok 4: Sistem penyelesaian perselisinan
industrial

Presentasi dan diskusi tentang kerja kelompok

Rehat kopi

Simulasi : Indonesia dalam komunitas internasional
(termasuk pembulatan selama 30 menit)

Selesai

Hari 3: Peran Polisi dalam Perselisinan Industrial

08:30
08:45

09:45

10:45
11:00

12:00
13:00
14:30

Kuis penyegaran (Kuis 2)
Presentasi tentang peran polisi dalam perselisinan
industrial

Diskusi tentang peran polisi dalam perselisinan
industrial (termasuk tukar pengalaman dalam
penanganan perselisinan industrial yang
mencakup pengalaman sulit, tindakan yang
diambil dan pertanyaan-pertanyaan yang
pelum terjawab.)

Rehat kopi

Kerja kelompok (ttudi kasus tentang peran polisi
dalam perselisihan hubungan industrial):

- Kelompok 1: Intervensi polisi dalam perselisinan
hubunganindustrial

- Kelompok 2: Penggunaan kekuatan polisi dalam
mogok kerja

- Kelompok 3: Penangkapan dan penahanan
pekerja yang mogok

- Kelompok 4: Keterlibatan intel dan reserse dalam
situasi perselisihan

Makan siang

Presentasi dan diskusi hasil kerja kelompok

Kuis penyegaran (Kuis 3)



14:45 Permaian

15:30 Rehat kopi

16:00 Pembulatan terakhir dan evaluasi penyelenggaran
pelatihan (Mengisi formulir evaluasi.)

16:30 Presentasi rangkuman hasil kuis pra-pelatihan dan
kuis penyegaran

16:45 Penutupan

17:30 Selesai

Hari + 1 : Keberangkatan Peserta
10:00 Peserta meninggalkan tempat pelatihan

Seminar tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di
Tempat Kerja serta Peran Polisi dalam Perselisihan Hubungan
Industrial

Kelompok Sasaran:

Pimpinan Polri dari tingkat Mabes hingga Polres yang
berwenang membuat kebijakan dan mengambil keputusan.
Kelompok sasaran pelatinan jenis ini dapat mencakup Kapolri,
Wakapolri dan para Deputi Kapolri, para Kapolda dan Direktur
di tingkat Polda, serta para Kapolres. Kegiatan ini dapat
dilaksanakan selama 2-3 jam saja.

Tujuan Pelatihan:

Setelah mengikuti seminar ini, para peserta dapat memahami
prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum internasional dan
nasional yang mengatur pelaksanaan hak-hak mendasar
pekerja/buruh dan pengusaha di tempat kerja. Juga memahami
peran Polri dalam perselisihan hubungan industrial.
Pemahaman ini diharapkan dapat digunakan para peserta
sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan
keputusan.

Usulan Program Pelatihan:

HARI/ZJAM KEGIATAN
08:30 Pembukaan

09:00 Pemaparan tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak
Mendasar di Tempat Kerja serta Peran Polisi dalam
Perselisinan Industrial.

10:00 Tanya jawab
11:45 Penutupan
12:00 Makan siang







PENUTUP

Buku Pedoman ini disusun untuk digunakan sebagai panduan
bagi pelatih atau anggota Polri yang akan memberikan berbagai
bentuk pelatinan tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di
tempat kerja, serta peran polisi dalam perselisihnan industrial.
Modifikasi atau penyempurnaan bagian-bagian dari Buku Pedoman
ini dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai
tujuan pelatihan sesuai dengan kondisi dan sarana yang tersedia.
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DAFTAR [SI

TUJUAN
USULAN STRATEGI PELATIHAN
BAHAN PELATIHAN

1. Contoh Soal Kuis Pra-Pelatinan
2. Panduan Permainan “Ball Name”

3. Panduan Permainan “Pohon Harapan”
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11







TUJUAN

Umum

Setelah mengikuti bagian ini, para peserta dapat saling
mengenal dan mencapai kesepakatan dengan pelatin mengenai
tujuan dan aturan dasar dari pelatinan ini, sehingga dapat terbentuk
suasana lingkungan belajar yang kondusif.

Khusus

Para peserta dapat:
=  Saling mengenal sesama peserta lain dan para pelatih;

= Menetapkan harapan-harapan mereka dengan mengikuti
pelatihan ini;

=  Mencapai kesepakatan dengan para pelatin mengenai tujuan
dan aturan dasar pelatihan;







USULAN STRATEGI
PELATIHAN

URUTAN KEGIATAN METODE BAHAN WAKTU
1. Pembukaan resmi pelatinan Sambutan 30 Mnt
2. Pengantar dan penetapan tata Kuliah dan Flip Chart 30 Mnt
tertib pelatihan Diskusi Umum
3. Kuis Pra-Pelatihan Kuis Kuis Pra- 30 Mnt
Pelatinan
4. Perkenalan peserta dan pelatin Permainan Ball Name 30 Mnt
5. Penjaringan harapan peserta Permainan Flip Chart & 40 Mnt

Potongan
kertas
berbentuk
buah







BAHAN PELATIHAN

1. Contoh Soal Kuis Pra-Pelatihan

KUIS PRA-PELATIHAN

INSTRUKSI:

2)

3)

4)

Berikan jawaban anda pada Lembar Jawaban yang telah
disediakan.

Mohon tidak menulis pada Lembar Soal ini, terima kasih.
Selamat Bekerjal

Polisi dapat menjadi mitra sosial ILO dalam penanganan
perselisinan perburuhan tersebut di bawah ini kecuali dalam
kasus perselisinan yang:

a. mengganggu ketertiban umum;

b. mengancam keselamatan orang lain;

C. mengandung pelanggaran hukum perburuhan;
d. mengandung pelanggaran pidana.

Dalam hal terjadi perselisinan hubungan industrial yang diikuti
dengan pemogokan buruh yang sah, Polisi berperan sebagai:

a. penjaga ketertiban pemogokan
b. mediator

C. jawaban a dan b

d. bukan jawaban a maupun b

Menurut UU No. 9 tahun 1998, untuk berunjuk rasa maka
diperlukan:

a. izin dari Polri

b. pemberitahuan secara tertulis kepada Polri

C. pemberitahuan secara lisan kepada Polri

d. Tidak diperlukan izin dari ataupun pemberitahuan
kepada siapapun

Interdependensi antar bangsa di dunia membuat pemerintah




suatu negara harus mendasari setiap kebijakan nasional pada :

a. praktek diplomatiknya

p. konfigurasi politik internasional;
C. politik bebas aktif

d. kebijakan global

Polisi adalah mitra sosial ILO dalam konteks :

a. pemerintah
b. buruh

C. pengusaha
d. independen

Perbedaan pendapat mengenai penafsiran atau pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,
merupakan:

.ﬂ’

Perselisinan kepentingan hubungan kerja
b. Peselisinan

c. Perselisinan hak

d. Perselisihan individual

Hal-hal di bawah ini merupakan Prinsip-prinsip Internasional
yang berkenaan dengan penggunaan kekerasan, kecuali:

a. Kekerasan digunakan hanya apabila benar-benar
diperlukan
Kekerasan hanya untuk tujuan penegakan hukum

c. Tidak ada pengecualian atau alasan yang dapat
dibenarkan bagi penggunaan kekerasan

d. Penggunaan kekerasan harus selalu proporsional dengan
tujuan-tujuan yang sah

Wakil-wakil pekerja/buruh berhak atas perlindungan yang
efektif atas fungsi dan kegiatan mereka selaku:

a. anggota maupun pengurus organisasi pekerja/buruh;
D. pekerja/buruh pada umumnya;

C. anggota organisasi pekerja/buruh;

d. warganegara pada umumnya

Dengan meratifikasi suatu Konvensi internasional, negara
tersebut wajib melakukan hal-hal berikut, kecuali:

a. menerapkannya dalam hukum nasional

D. menggunakannya untuk kepentingan politik

C. melaksanakannya dalam praktek

d. menyerahkan laporan sesuai ketentuan Konvensi
bersangkutan



10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

Hal-hal tersebut di bawah ini mengilhami lahirnya ILO kecuali :

a. kesejahteraan pekerja yang buruk

tidak adanya jaminan kesehatan bagi pekerja;
eksploitasi terhadap pekerja;

keterbatasan lapangan kerja.

ano

Mogok kerja yang dilakukan pekerja secara nyata terlinhat dalam
tindakan-tindakan berikut, kecuali:

o

tidak bekerja

b. duduk-duduk di perusahaan

C. memperlambat proses produksi
d. menutup perusahaan

Pihak-pihak dalam lembaga kerjasama bipartit adalah:

v

pekerja/buruh/serikat pekerja dan pengusaha;
b. pekerja/buruh dan mitra sosial;

C. pengusaha dan mitra sosial;

d. pemerintah dan pengusaha-pekerja/buruh.

Tujuan utama dari berunding bersama adalah:

a. menciptakan kondisi kerja yang stabil;
membuat perjanjian kerja bersama;
mengharmoniskan hubungan industrial;
menghindari perselisinan hubungan industrial.

an o

Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di
tempat kerja ditetapkan pada tahun :

a. 1996 b. 1997 c. 1998 d. 1999

Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar yang ditetapkan dalam
Deklarasi ILO diatur dalam:

a. 9 Konvensi Inti ILO b. 8 Konvensi Inti ILO
c. 7 Konvensi Inti ILO d. 6 Konvensi Inti ILO

Sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Deklarasi
ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat
Kerja, pekerja/buruh dan pengusaha tanpa terkecuali berhak
untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi pekerja/
buruh atau asosiasi pengusaha secara:

a. sukarela;

b. bebas, dengan pengecualian tertentu sesuai
rekomendasi ILO;

c. dibatasi dengan hukum nasional negara anggota yang
bersangkutan;

d. wajib.




17)

20)

2.

Selain penghapusan kerja paksa dan waijib kerja, hak-hak berikut
merupakan prinsip-prinsip dalam Deklarasi ILO, kecuali :

a. penghapusan diskriminasi di tempat kerja

b. penghapusan segala bentuk kekerasan di tempat kerja
C. penghapusan pekerja anak

d. kebebasan berserikat dan berunding bersama

Pengawas ketenagakerjaan berwenang mengawasi
perusahaan berkaitan dengan masalah:

a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan
p. polisi masuk ke perusahaan

C. unjuk rasa pekerja di jalan

d. perselisihan kepentingan.

Menurut UU No. 13 tahun 2003, yang berwenang untuk
menyidik tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan adalah:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia saja

b. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan saja

c. Pejabat Polisi Negara Rl dan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan

d. Bukan Pejabat Polisi Negara Rl maupun Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan

Konvensi ILO no. 87 mengatur tentang:

a. Hak berorganisasi dan berunding bersama

D. Penghapusan kerja paksa

c. Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

d. Kebebasan berserikat dan perlindungan hak
berorganisasi.

Panduan Permainan “Ball Name”
Permainan ini bertujuan untuk membuat para peserta dan

pelatih saling mengenal satu sama lain, serta merasakan bahwa
mereka semua sama-sama peserta, terlepas dari pangkat dan
jabatan masing-masing. Permainan ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Perkenalan umum, dan
2. Perkenalan kelompok.

Perkenalan Umum.

Dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan kelas. Seluruh
peserta dan pelatih berdiri membentuk lingkaran besar.
Perkenalan dimulai dari salah seorang pelatih dengan
menyebutkan nama dan kalimat wajib sambil menyerahkan bola
ke orang di sebelah kanannya secara estafet sampai bola kembali
ke pelatin tersebut.



Contoh:

Orang 1: Sambil mengangkat bola, berkata: “Saya (sebutkan
nama), silahkan (sebutkan nama orang disebelahnya)” sambil
menyerahkan bola.

Orang 2: Setelah menerima bola dari orang 1, mengangkat
bola dan berkata: “Terima kasih (sebutkan nama orang 1), saya
(sebutkan nama), silahkan (sebutkan nama orang
disebelahnya) “sambil menyerahkan bola.

Orang 3 dan seterusnya: Ulangi prosedur yang dilakukan oleh
Orang 2.

2. Perkenalan Kelompok.

Dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan kelas. Para
peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-
masing beranggotakan tidak lebih dari 14 orang. Masing-
masing kelompok dipimpin oleh seorang pelatih, berdiri
membentuk lingkaran. Perkenalan kelompok ini terdiri dari dua
kegiatan: perkenalan formal dan perkenalan informal.

Dalam perkenalan formal, para peserta menggunakan nama
lengkap mereka. Prosedur permainannya sama dengan
perkenalan umum. Apabila para peserta sudah mulai
mengetahui nama peserta di sebelahnya, pelatin dapat
merubah permainan dengan meminta para peserta untuk
tidak melemparkan bola kepada dua orang yang berdiri di
samping kanan dan dua orang di samping kirinya.

Sebelum perkenalan informal dimulai, pelatih menghentikan
bola dan meminta masing-masing peserta untuk menyebutkan
nama hewan yang paling disukai atau paling tidak disukai.
Nama-nama hewan tersebut harus berbeda dari satu peserta
ke peserta yang lain. Pelatin kemudian meminta para peserta
untuk mengganti nama keluarga atau nama belakang mereka
dengan nama hewan yang mereka pilin. Permainan dapat
dilaksanakan dengan mengikuti prosedur perkenalan formal.

Setelah permainan pelatih menjelaskan tujuan permainan itu,
dan meminta masing-masing kelompok menentukan nama
dan slogan kelompok mereka.

3. Panduan Permainan “Pohon Harapan”

Dalam permainan ini, peserta dibagi menjadi beberapa
kelompok yang masing-masing beranggotakan tidak lebih dari 14
orang dan dipimpin oleh seorang pelatin. Permainan ini dapat
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dilakukan di dalam maupun di luar ruangan kelas asalkan peserta
dapat menulis dengan baik.

Masing-masing peserta diminta menyampaikan apa yang
mereka harap dapat diperolen melalui pelatinan ini. Caranya adalah
dengan menuliskannya pada salah satu sisi dari potongan kertas
berbentuk buah yang telah disediakan oleh pelatih. Setelah semua
selesai menulis, satu-persatu peserta diminta untuk membacakan
harapannya dan menempelkan buah harapan tersebut pada flip
chart yang bergambar pohon.

Di akhir pelatihan, masing-masing peserta diminta untuk
“memetik” buah harapannya dan menyampaikan kepada peserta
lain apakah harapannya tersebut tercapai atau tidak sambil
menjelaskan alasan-alasannya serta rencana mereka selanjutnya.
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TUJUAN

Umum

Setelah mempelajari bagian ini, para peserta memahami teori
dan teknik-teknik mempersiapkan serta melaksanakan pelatihan
yang efektif.

Khusus

Para peserta dapat:

= Memahami teori yang mendasari persiapan dan pelaksanaan
program pelatihan;

= Memahami teknik-teknik persiapan program pelatihan yang
meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan sasaran, dan
perancangan program pelatinan; dan

= Memahami teknik-teknik penyampaian materi pelatinan.







USULAN STRATEGI

PELATIHAN

URUTAN KEGIATAN METODE BAHAN WAKTU
1. Paparan tentang tujuan umum Kuliah Flip Chart 10 Mnt
dan khusus Modul 1
2. Paparan tentang Kuliah Presentasi/ 90 Mnt
“Mempersiapkan Pelatihan”: Interaktif Transparansi
- Fungsi Pelatihan tentang
- Faktor-faktor Proses Belajar “Mempersi-
- Identifikasi Kebutuhan apkan
- ldentifikasi Kelompok Sasaran Pelatihan
- Menetapkan Sasaran & Tujuan
- Menetapkan Materi
- Menetapkan Metode
- Menyusun Kerangka dan
Jadwal
3. Kerja Kelompok: Kerja Panduan 90 Mnt
Mempersiapkan Program Kelompok Kerja Kelom-
Pelatihan pok; Trans-
paransi; atau
Komputer
4. Paparan Hasil Kerja Kelompok Kuliah Interaktif | Presentasi/ 60 Mnt
Transparasi (total)
masing-
masing
Kelompok
5. Pembulatan Diskusi Umum 10 Mnt







MEMPERSIAPKAN DAN
MELAKSANAKAN
PELATIHAN

PENDAHULUAN

Mengapa Perlu Pelatihan?

Peningkatan, pengembangan dan pembentukan sumber daya
manusia selalu dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan
dan pelatinan. Ketiga upaya ini saling terkait, meskipun pelatinan
pada hakekatnya mengandung unsur-unsur pembinaan dan
pendidikan. Pelatihan merupakan suatu fungsi manajemen yang
perlu dilaksanakan secara terus-menerus dalam rangka pembinaan
sumber daya manusia dalam suatu organisasi.

Organisasi yang tumbuh dan berkembang biasanya sudah
merancang program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
Sinkronisasi pertumbuhan organisasi dengan perkembangan
sumber manusia dilakukan melalui pengisian senjang
pengetahuan, keterampilan dan sikap sumber daya manusia
tersebut dalam memenuhi tuntutan organisasi. Inilah yang disebut
pelatihan.

Fungsi Pelatihan

Pelatihan memunyai fungsi-fungsi edukatif, administratif dan
personal. Fungsi edukatif mengarah pada peningkatan
kemampuan profesional, kepribadian, kemasyarakatan, dedikasi
dan loyalitas kepada organisasi. Fungsi administratif mengarah pada
pemenuhan syarat-syarat administratif yang dituntut dari setiap
personil, misalnya untuk promosi, pembinaan karir, memenuhi
angka kredit, dan sebagainya. Sedangkan, fungsi personal, lebih
menekankan pada pembinaan kepribadian dan personal untuk
mengatasi kesulitan dan permasalahan dalam menjalankan tugas.
Ketiga fungsi tersebut saling terkait, karena setiap pekerja dituntut
untuk memiliki kemampuan profesional, memenuhi persyaratan
administratif, dan memunyai kepribadian yang baik.




Proses Belajar

Tujuan pokok dari pembelajaran orang dewasa tidak hanya
untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu,
melainkan menimbulkan perubahan sikap yang mengarah pada
perubahan tingkah laku.

Pembelajaran adalah suatu proses aktif dari orang yang belajar.
Pelatin berperan memberikan masukan sedemikian rupa sehingga
proses belajar seseorang menjadi efektif. Seseorang dikatakan belajar
apabila pada dirinya terjadi “perubahan tingkah laku yang bersifat
permanen sebagai hasil pemantapan yang berulang-ulang”.(J.P de
Cecco).

Beberapa jenis proses belajar yang perlu diketahui adalah:

= Asosiasi, yaitu menghubungkan situasi dengan kejadian
tertentu;

= Pengkondisian, yaitu pemberian stimuli secara berulang hingga
menghasilkan reaksi spontan yang diinginkan;

= Instrumental, yaitu proses pengkondisian dengan bantuan
perangkat atau metode tertentu seperti permainan dan simulasi;
serta

= Persepsi, yaitu mengenali, membedakan dan melihat hubungan
antarstimuli atas dasar pemaknaan individual.

Kurva belajar memperlihatkan tingkat penambahan
pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam proses belajar.
Bentuk kurva ini biasanya menggambarkan peningkatan tingkat
pengetahuan sejalan dengan waktu pelatihan hingga pada titik
tertentu membentuk garis datar yang menandakan tidak terjadinya
lagi penambahan pengetahuan kendati waktu pelatinan terus
bertambah.

Hal ini disebut gejala plateau yang sering terdapat pada kurva
belajar tertentu. Ini dapat terjadi karena proses belajar telah selesai
tahap tertentu dan harus menginjak ke tahap berikutnya. Apabila
proses belajar dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau
memberikan pengetahuan yang baru, akan terbentuk kurva yang
mirip dengan kurva sebelumnya hingga kembali terjadi plateau yang
tersusun seperti anak tangga.

Faktor-faktor Internal dalam Proses Belajar

Kebutuhan dan Motivasi Belajar

Setiap tingkah laku orang pada dasarnya ditujukan untuk
memuaskan suatu kebutuhan. Demikian pula dengan proses belajar,
seseorang berniat belajar jika merasakan adanya kebutuhan untuk



belajar. Kebutuhan belajar akan timbul apabila pada tingkat
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimilikinya sekarang,
seseorang tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Agar efektif,
kebutuhan ini harus muncul dari kesadaran sendiri.

Disamping karena faktor kebutuhan, motivasi belajar juga
dipengaruhi cara-cara pemberian pelajaran, yang dapat
menimbulkan kepuasan ataupun sebaliknya. Kepuasan dapat
dicapai jika proses belajar diatur sedemikian rupa sehingga peserta
merasa:

1. Mencapai suatu hasil yang memuaskan.
Mendapat pengakuan hasil yang memuaskan.
Memunyai tanggung jawab

Mendapat kemajuan

vk wWN

Berkembang.

Asosiasi dalam belajar biasanya terbentuk apabila orang
tersebut memiliki kebutuhan dan motivasi. Selain mempercepat
proses belajar, motivasi pun meningkatkan keragaman perilaku.

Kemampuan Belajar

Dalam proses belajar, terjadi perbedaan kesanggupan
seseorang untuk memahami, menguasai dan menerapkan apa
yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Hal ini banyak ditentukan
oleh tingkat pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial dan
budaya, serta umur seseorang.

Faktor-faktor Eksternal dalam Proses Belajar

Pelatih

Masukan-masukan yang diberikan oleh seorang pelatih, pola
pengajaran dan teknik-teknik penyampaiannya merupakan faktor
yang berpengaruh secara dominan terhadap proses belajar
seseorang dalam sebuah pelatihan.

Lingkungan

Kondisi-kondisi dalam lingkungan pelatihan yang juga
mempengaruhi proses belajar, antara lain, adalah kondisi tempat
yang digunakan, hubungan antarpeserta, serta ketentuan yang
diberlakukan selama proses belajar.
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MERANCANG PELATIHAN

Pada dasarnya, proses penyusunan dan pelaksanaan pelatinan
merupakan suatu siklus yang diawali dari identifikasi kebutuhan
kelompok target tertentu yang dijadikan dasar bagi penetapan
sasaran pelatihan. Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai merupakan
faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam merancang
pelatinan yang efektif. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui
efektivitas pelatinan yang telah dilaksanakan. Lebih jauh lagi, hasil
evaluasi tersebut merupakan salah satu sumber informasi yang dapat
digunakan untuk mengenali kebutuhan atas pelatihan lain atau
kelanjutannya.

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
Kebutuhan Pelatihan

Pelatihan hanya akan berhasil jika prosesnya mampu mengisi
kebutuhan pelatihan yang tepat. Pada dasarnya, kebutuhan itu
adalah kesenjangan pengetahuan, keterampilan ataupun sikap
dengan kadar yang berbeda-beda.

Kebutuhan ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan jabatan sekarang

Kebutuhan ini biasanya dikenali dari prestasi pejabat yang tidak
sesuai dengan tuntutan standar kinerja jabatan itu. Meski
demikian, permasalahan ini tidak selalu dapat dipecahkan
dengan pelatinhan.

2. Untuk memenuhi tuntutan jabatan lain

Kebutuhan ini muncul saat seseorang akan menempati jabatan
baru yang berbeda dengan jabatan sebelumnya.

3. Untuk memenuhi tuntutan perubahan

Perubahan-perubahan, baik bersifat internal (perubahan sistem,
visi atau misi organisasi ataupun struktur organisasi) maupun
eksternal (perubahan teknologi atau lingkungan masyarakat)
seringkali memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru.

Identifikasi

Penelitian kebutuhan akan pelatihan adalah usaha
mengumpulkan dan menganalisis gejala-gejala dan informasi-
informasi yang dapat mengidentifikasikan kekurangan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja orang-orang yang, atau akan,
menempati jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Penelitian ini
dapat dilakukan melalui beberapa cara di bawah ini.

1. Analisis Deskripsi Pekerjaan dan Resume

Membandingkan deskripsi pekerjaan dengan pengetahuan dan



keterampilan yang dimiliki pajabat atau calon pejabat
berdasarkan resumenya.

2. Analisis Penilaian Prestasi

Beberapa prestasi di bawah standar dianalisis dan ditentukan
apakah kekurangan itu dikarenakan rendahnya pengetahuan
dan keterampilan. Jika demikian, langkah berikutnya adalah
menentukan pengetahuan dan keterampilan apa yang
dianggap masih kurang.

3. Analisis Catatan Karyawan/Anggota

Catatan karyawan/anggota memuat data latar belakang
pendidikan, hasil seleksi penerimaan, pelatihan yang pernah
diikuti, promosi, demosi, pemindahan (rotasi), penilaian prestasi
kerja secara periodik, dan lain-lain. Dari catatan ini bisa
ditentukan kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki
melalui pelatihan maupun potensi untuk dikembangkan.

4. Analisis Laporan Organisasi/Kesatuan Lain

Laporan organisasi/kesatuan lain tentang keluhan masyarakat
dan karyawan/anggota, tingkat absensi, kecelakaan kerja,
pelanggaran yang dilakukan karyawan/anggota, kerusakan
peralatan dan lain-lain dapat dipelajari. Selanjutnya,
berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulan kekurangan-
kekurangan yang bisa diperbaiki dengan pelatihan.

5. Analisis Masalah

Secara umum, masalah yang dihadapi organisasi/kesatuan
dapat dipisahkan ke dalam dua masalah pokok, yaitu masalah
yang menyangkut sistem dan manusia. Masalah yang
menyangkut manusia seringkali ada implikasinya dengan
pelatihan.

6. Rencana Jangka Panjang Organisasi

Penyusunan rencana jangka panjang organisasi, mau tidak
mau, harus melibatkan bidang sumber daya manusia. Jika
dalam proses penyusunan, banyak sekali diantisipasi adanya
perubahan, potensi akan kesenjangan pengetahuan dan
keterampilan dapat dideteksi sejak dini. Lebih lanjut, dapat
dirumuskan sasaran dan rancangan programnya.

Sumber Informasi

Catatan, laporan dan rencana yang sudah terorganisir dengan
paik akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan
pelatinan. Tidak sedikit informasi untuk analisis kebutuhan pelatihan
tersimpan di dalam benak, bukan dalam bentuk tertulis. Untuk itu,
informasi tersebut perlu digali dengan cara:

1. Pengamatan lapangan.
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2. Mengumpulkan permintaan pelatinan dari anggota di tingkat
manajer.

3. Wawancara langsung kepada:

= kelompok sasaran pelatihan;
= atasan; atau
=  bawahan.

4. Diskusi kelompok.

Kuesionetr.

6. Tes tertulis.

Tidak jarang suatu penelitian tentang kebutuhan akan pelatinan
justru mengandalkan cara-cara ini, karena kurangnya catatan dan
laporan tertulis.

Identifikasi Kelompok Sasaran Pelatihan

Setelah mengetahui kebutuhan akan pelatinan, perlu dilakukan
identifikasi kelompok sasaran yang paling tepat untuk mendapatkan
pelatinan. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan
identifikasi kelompok sasaran adalah:

= Jabatan.

=  Pangkat.

=  Pengalaman bekerja.

= latar belakang pendidikan.

=  Pengalaman di bidang yang akan dilatinkan.
= Komposisi umur.

= Komposisi jenis kelamin.

Perlu diingat bahwa kelompok sasaran yang berbeda sangat
mungkin memerlukan bentuk pelatinan yang berbeda untuk bidang
pelatihan yang sama. Misalnya, bentuk pelatinan mengenai
pengendalian unjuk rasa yang diberikan kepada perwira berbeda
dengan bintara. Pelatihan kepada perwira lebih menekankan
pemahaman konsep, teori, prinsip serta peraturan yang dapat
membantu pengambilan keputusan yang tepat di lapangan.
Sedangkan kepada bintara, lebih mengacu pada pengaturan posisi
kesatuan yang ditempatkan di lokasi unjuk rasa, serta penggunaan
peralatan pengendali massa—meskipun prinsip-prinsip utama
mengenai peran dan tugas mereka dalam menghadapi unjuk rasa
juga diajarkan.

Menetapkan Sasaran Pelatihan

Setiap kegiatan yang terarah harus memunyai sasaran, yaitu
hasil yang ingin dicapai dengan melaksanakan kegiatan tersebut.
Demikian pula dengan program pelatinan. Hasil yang ingin diperoleh
harus dirumuskan dengan jelas agar langkah-langkah persiapan dan



pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan untuk mencapai sasaran
yang ditentukan.

Sasaran pelatihan yang dirumuskan dengan jelas akan menjadi
acuan yang sangat penting dalam menentukan materi pelatinan
yang akan diberikan, metode yang akan digunakan, serta pelatin
dan sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.
Sebaliknya, sasaran yang tidak spesifik atau terlalu umum akan
menyulitkan persiapan dan pelaksanaan pelatinan serta berdampak
pada tidak terpenuhinya tujuan pelatinan.

Manfaat Sasaran Pelatihan

Sasaran pelatihan yang dirumuskan dengan jelas akan
memberikan manfaat seperti di bawah ini:

1. Menjamin konsistensi dalam menyusun suatu program
pelatinan yang mencakup materi, metode, cara penyampaian,
sarana dan lain sebagainya.

2. Memudahkan komunikasi antara penyusun program pelatinan
dengan bagian atau orang yang memerlukan pelatihan
tersebut.

3. Memberi kejelasan bagi peserta tentang apa yang harus
dilakukan dalam upaya mencapai sasaran pelatinan.

4. Memudahkan penilaian atau evaluasi kemajuan peserta dalam
mengikuti pelatinan.

5. Memudahkan penilaian atau evaluasi hasil pelaksanaan
pelatihan.

6.  Menghindarkan kemungkinan konflik antara penyelenggara
dengan orang yang meminta pelatihan mengenai efektivitas
pelatinan yang diselenggarakan.

Sasaran Pelatihan

Semua kegiatan pelatinan pada dasarnya dilakukan untuk
menghasilkan perubahan tingkah laku dari peserta pelatihan.
Perubahan tersebut dapat berupa bertambahnya pengetahuan dan
keterampilan, serta berubahnya sikap. Oleh karena itu, sasaran
pelatinan dapat dikategorikan ke dalam tipe-tipe tingkah laku berikut:

A. Kategori psikomotorik, yaitu mencakup pengontrolan otot-otot
sehingga seseorang dapat melakukan gerakan-gerakan yang
tepat. Kategori ini ditujukan untuk membuat seseorang
memunyai keterampilan fisik tertentu.

B. Kategori afektif, yaitu mencakup perasaan, nilai dan sikap.
Kategori ini ditujukan untuk membuat seseorang memunyai
sikap tertentu.
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Kategori kognitif, yaitu mencakup proses intelektual seperti
mengingat, memahami, menganalisis, dan sebagainya. Kategori

ini

ditujukan untuk membuat seseorang memunyai

pengetahuan dan keterampilan intelektual.

Pada umumnya, sasaran pelatihan mencakup beberapa aspek
dari ketiga kategori di atas. Sebagai contoh, untuk mencapai tingkat
psikomotorik tertentu, perlu juga mempelajari hal-hal yang tercakup
di dalam kategori afektif dan kognitif. Demikian pula apabila aspek
kognitif menjadi perhatian utama, pembelajaran kategori
psikomotorik dan afektif ikut berperan.

Jenis Sasaran Pelatihan

1.

Berdasarkan Tingkatannya

a.

Sasaran primer merupakan inti dari program pelatihan atau
merupakan unit utama dari program tersebut. Sasaran
primer sangat penting karena akan memberikan arti,
kejelasan, dan kesatuan atas segala kegiatan selama
pelatihan.

. Sasaran sekunder merupakan inti dari masing-masing

pelajaran dalam suatu program pelatinan. Sasaran sekunder
adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan bagian in-
tegral dari sasaran primer.

Berdasarkan Isinya

d.

Terpusat pada Kegiatan Instruktur (/Instructor Activity Centered
Objective), pelatinan ini menggambarkan apa yang akan
dilakukan instruktur selama pelatinan. Misalnya: demonstrasi
mengenai cara menanggulangi unjuk rasa.

Terpusat pada Bahan Pelajaran (Subject Matter Centered
Objective), pelatinan ini menggambarkan bahan yang akan
disampaikan dalam pelatihan. Misalnya: bahan pelatihan
dengan tema prosedur penanggulangan unjuk rasa.
Terpusat pada Kegiatan Peserta (Trainee Activity Centered
Objective), pelatihan ini menggambarkan kegiatan yang
akan dilakukan peserta selama pelatihan. Misalnya: kegiatan
tentang pengendalian unjuk rasa.

. Terpusat pada Hasil yang Dicapai Peserta (Trainee Perfor-

mance Centered Objective), pelatinan ini menggambarkan
apa yang diketahui, dapat dilakukan atau sikap yang dimiliki
peserta setelah mengikuti latihan. Misalnya: peserta memiliki
kemampuan untuk mengendalikan unjuk rasa selepas
pelatihan.



Sasaran Pelatihan yang Efektif

“Satu pelatihan di lakukan agar setelah magikutinya peserta caeat
melakukan sesuatu, mancapal tingkat pagetahuan atau mamryal
sikap tertatis”.

Berdasarkan batasan tersebut di atas, sasaran pelatihan yang
efektif harus terpusat pada hasil yang akan dicapai oleh peserta
setelah mengikuti pelatinan. Kriteria yang perlu dipenuhi sasaran
pelatihan mencakup aspek-aspek di bawah ini:

1. Apa yang harus dapat dicapai peserta setelah mengikuti
pelatihan.

2. Dalam kondisi bagaimana peserta dapat mencapainya dengan
baik.

3. Standar atau kriteria yang menunjukkan hasil yang baik atau
dapat diterima.

Contoh:

Apa - Peserta dapat mengendalikan unjuk rasa pekerja.
Kondisi - Di dalam dan luar lingkungan perusahaan.
Standar - Tanpa terlibat dalam perundingan penyelesaian

perselisinan dan tanpa terjadi bentrokan antara
peserta dan pengunjuk rasa.

Bentuk sasaran semacam ini mengungkapkan perubahan
tingkah laku yang diinginkan. Peserta harus dapat mencapai suatu
tingkat tingkah laku tertentu sebelum dinyatakan berhasil dalam
mengikuti pelatinan.

Sasaran yang terpusat pada hasil yang akan dicapai peserta
sangat penting karena merupakan sarana yang tepat untuk
melakukan penilaian secara obyektif terhadap program pelatihan.

Menetapkan Materi Pelatihan

Setelah mengetahui kebutuhan, sasaran dan peserta yang
menjadi target pelatinan, langkah selanjutnya adalah menetapkan
materi pelatinan. Penetapan materi pelatihan pun harus
memperhatikan waktu dan sumber daya yang tersedia, metode
serta media yang dapat dan akan digunakan untuk menyampaikan
materi tersebut secara efektif, serta tahapan-tahapan proses
pembelajaran yang secara umum terdiri dari tahap orientasi,
pembahasan materi, aplikasi, konfirmasi dan konsolidasi.

Materi atau isi pelatinan ini dapat dimasukkan ke dalam bahan-
pbahan pelatinan, seperti paparan, bacaan pegangan, bahan-bahan
referensi, serta bahan-bahan lain yang sesuai.
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Memilih dan Menetapkan Metode Pelatihan

Dewasa ini kita mengenal beragam metode yang digunakan

dalam pelatinan. Satu hal yang perlu diingat adalah setiap metode
memunyai ciri-Ciri tersendiri yang membatasi efektivitasnya dalam
mencapai sasaran pelatinan yang berbeda. Oleh karena itu, kita
perlu memilin metode atau gabungan sejumlah metode agar
sasaran pelatihan dapat tercapai. Berikut ini beberapa metode
pelatihan yang dapat digunakan:

1. Kuliah/ceramah.

2. Diskusi (seluruh peserta, kelompok, atau diskusi panel).
3. Studi Kasus.

4. Permainan Peran.

5. Permainan Simulasi.

6. Demonstrasi/Peragaan.
7. Praktik.

8. Kotak Masuk (In Tray).

9. Pembelajaran Kolaboratif (Collaborative Learning).

10. Pembelajaran melalui Pengalaman (Experiential Learning).

Karena pelatihan adalah suatu sistem, maka pemilihan dan

penetapan metode perlu memperhatikan variabel-variabel pelatihan
dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu:

1.

Pelatin/pengajar

Pengetahuan, pengalaman dan kemampuan pelatih
merupakan suatu faktor yang menentukan keberhasilan
penggunaan metode. Misalnya, pengalaman menghadapi
pberbagai macam persoalan manusia, pengetahuan tentang
tingkah laku orang serta kemampuan untuk bereaksi dengan
cepat dalam diskusi akan membantu pelatih dalam
menggunakan metode permainan peran (role play). Contoh
lainnya, yakni untuk dapat menggunakan metode kuliah secara
efektif diperlukan kemampuan yang tinggi dalam berkomunikasi
secara lisan.

Peserta dan Lingkungan
Dalam memilih metode melatih, harus juga diperhatikan:

= Tingkat kecerdasan dan latar belakang pendidikan peserta.
=  Umur peserta dan pengalamannya dalam praktik.
= Lingkungan sosial dan budaya.

Peserta yang senior dan memunyai banyak pengalaman akan
lebih mudah dihadapi jika mereka diberi kesempatan berdiskusi,
memecahkan kasus atau latihan simulasi/permainan. Cara-cara
ini biasanya cukup membantu mereka menyadari kekurangan
pengetahuan dan keterampilan yang ada.

Untuk peserta yang lebih junior atau memiliki tingkat pendidikan
yang relatif lebih rendah dianjurkan untuk lebih banyak



menggunakan bahan-bahan sederhana dan praktis.
Demonstrasi atau latihan instruksi kerja kemungkinan lebih
cocok diterapkan di sini. Metode-metode yang menuntut
partisipasi aktif, misalnya diskusi, akan mengalami hambatan
jika diterapkan pada orang-orang yang tidak terbiasa
mengemukakan pendapat.

Sasaran Pelatihan

Sasaran pelatihan yang bersifat memberikan keterampilan
memerlukan lebih banyak praktik/penerapan dibandingkan
pelatihan untuk menambah pengetahuan. Untuk pelatihan
yang disebut terakhir, metode ceramah/kuliah disertai dengan
sedikit peragaan/demonstrasi dapat memberi pengetahuan
pada tingkat tertentu. Jika sasaran pelatihan adalah untuk
meningkatkan kemampuan menganalisis dan memecahkan
persoalan, akan lebih baik jika digunakan kasus-kasus.
Kemungkinan lain adalah menggunakan gabungan sejumlah
metode karena tiap-tiap metode hanya dapat memberikan
tambahan pengetahuan atau keterampilan pada tingkat
tertentu saja.

Bidang Pelatihan

Berbagai jenis bidang pelatinan memiliki ciri tersendiri.
Contohnya bidang-bidang yang bersifat teknis, seperti intelejen
dan penyidikan, memerlukan banyak peragaan dan praktik
disamping pemberian kuliah tentang konsep-konsep dasar.
Bidang non-teknis, seperti pengembangan personel, dapat
menggunakan metode kuliah, diskusi dan studi kasus. Pada
umumnya, metode kuliah, diskusi dan studi kasus dapat
diterapkan untuk semua bidang.

Waktu, Sarana dan Biaya

Keputusan mengenai penggunaan suatu metode pelatian
tertentu pada akhirnya tidak terlepas dari kendala waktu, sarana
dan biaya. Dalam soal waktu, misalnya, lamanya pelatihan
menentukan jenis metode yang akan dipakai. Semakin lama
pelatihan, semakin banyak kesempatan bagi pelatih untuk
menggunakan metode-metode yang bersifat partisipatif.

Demikian pula dengan jam pelatihan, ada jam-jam tertentu
(misalnya siang hari) di mana penggunaan metode yang
melibatkan peserta secara aktif akan berjalan lebih efektif.

Besarnya ruangan, ketersediaan alat bantu dan sebagainya
harus diketahui sebelumnya karena metode tertentu
memerlukan sarana yang tidak sederhana atau tidak mudah
disediakan. Karenanya, metode pelatinan harus disesuaikan
dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Semua ini, pada gilirannya, akan menyangkut masalah biaya.
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Motivasi

Orang akan bersemangat mempelajari banyak hal jika ia
permotivasi tinggi. Karenanya, dalam memilih metode pelatihan,
kita harus juga memperhatikan apakah metode yang dipakai
akan mampu memberikan dan mendorong motivasi belajar
atau tidak.

Keterlibatan Secara Aktif

Biasanya semakin tinggi keterlibatan seseorang dalam proses
pelajar, semakin kuat motivasi belajarnya. Orang yang terlibat
aktif akan mengingat lebih banyak dan lebih mampu
menerapkannya. Dengan demikian, metode yang digunakan
sebaiknya dapat mendorong seseorang untuk secara aktif
terlibat dalam pelatihan.

Pendekatan Perorangan

Harus diperhatikan pula bahwa tiap-tiap orang memunyai
kemampuan dan cara belajar sendiri-sendiri. Oleh karena itu,
pbahan maupun metode yang digunakan harus memberikan
kesempatan bagi orang-perorang untuk berpikir, berlatin dan
menerapkan pengetahuannya.

9. Sistematika

Beberapa bahan pelatinan/pengajaran memerlukan penerapan
yang sistematis agar mudah dimengerti. Ini terutama
diperuntukkan bagi bahan pelatihan/pengajaran yang bersifat
luas dan rumit. Tidak semua metode pelatihan bersifat sistemasis
dan memudahkan orang untuk belajar (misalnya kasus).

Umpan Balik

Orang akan lebih termotivasi untuk belajar apabila ia mendapat
umpan balik yang membangun mengenai prestasi belajarnya,
paik mengenai konsep ataupun kegunaan praktisnya.
Disamping itu, pelatin pun perlu mendapat masukan mengenai
hasil pelatinannya. Faktor ini lebih mudah diperoleh melalui
metode tertentu (misalnya latinan) dan lebih sulit untuk metode
lainnya (misalnya diskusi).

Pemindahan (Transfer)

Pada umumnya semakin mudah bagi seseorang untuk
memindahkan apa yang telah dipelajarinya ke situasi nyata,
semakin mudah baginya untuk belajar. Metode mengajar seperti
kuliah atau diskusi agak kurang memperhatikan pemindahan
ini. Sebaliknya, metode simulasi dan praktik dianggap sebagai
metode yang cukup baik dalam hal ini sehingga sering
dianggap sebagai metode yang paling efektif.



Tabel di bawah ini memberikan pertimbangan-pertimbangan
yang harus dilakukan dalam memilih masing-masing metode
pelatihan:

METODE

DAPAT DIGUNAKAN APABILA

HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN

1. Kuliah/Ceramah

Materi disampaikan
oleh satu orang secara
lisan tanpa ada atau
sedikit sekali orang lain
yang terlibat.

= Jumlah peserta cukup
besar, bahan yang
disampaikan banyak dan
waktu yang tersedia
terbatas.

- Memberikan konsep/teori
yang diperlukan sebelum
peserta berlatin atau
mencoba suatu
keterampilan.

= Memberikan pengetahuan
pada tingkat tertentu.

Karena kurangnya
keterlibatan peserta, peserta
dapat menjadi bosan.

Kuliah dapat hilang artinya
apabila dari awal hingga
akhir isinya tidak
sepenuhnya dimengerti dan
diasimilasi.

Pengajar perlu memberikan
contoh yang relevan dan
memberikan kesempatan
bagi peserta untuk
menanyakan hal-hal yang
tidak dimengerti.

2. Diskusi

Pertukaran gagasan,
pengalaman,
pengetahuan dan
pendapat mengenai
suatu pokok bahasan
tertentu dengan bebas
di antara peserta dan
pelatih.

- Ingin memperkaya ide
atau wawasan.

- Ingin memanfaatkan
pengalaman dan
pengetahuan dari banyak
orang.

= Pengajar ingin mendapat
umpan balik mengenai
bagaimana para peserta
menerapkan pengetahuan
mereka.

- Jumlah peserta tidak
terlalu banyak.

Pembicaraan bisa menjadi
tidak terarah/menyimpang.

Memungkinkan terjadinya
perdebatan antarpeserta
atau dengan pelatih.

Ada peserta yang terlalu
pasif atau terlalu dominan.

Pelatih harus dapat
bertindak sebagai
penengah, mampu
mengarahkan pembicaraan
dan menarik partisipasi.

3. StudiKasus

Peserta melakukan
analisis dari informasi
yang disediakan untuk
menetapkan sebab dari
masalah tertentu, dan/
atau mengambil
keputusan tentang

= Ingin melatih keterampilan
menganalisis masalah/
situasi.

= Ingin menerapkan
pengetahuan yang
diperoleh dalam situasi
yang mendekati
kenyataan.

Peserta terkadang tidak
dapat melihat hubungan
antara informasi-informasi
yang ada.

Pengajar perlu memberi
petunjuk yang cukup
mengenai kerangka analisis.




METODE

DAPAT DIGUNAKAN APABILA

HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN

suatu masalah.

Dapat dilakukan
secara perseorangan
ataupun berkelompok.

4. Permainan Peran

Peserta memainkan
suatu peran dalam
situasi tertentu.

Ingin memberikan
gambaran tentang tingkah
laku manusia.

Ingin melatih kemampuan
yang berhubungan dengan
tingkah laku manusia.

Peserta dapat menjadi malu.

Peserta menghadapinya
dengan tidak serius.

Peserta sebaiknya
memainkan peran yang
berbeda dengan perannya
sehari-hari.

5. Permainan Simulasi

Peserta mengerjakan
suatu permainan,
biasanya dilakukan
secara berkelompok.

Ingin menunjukkan atau
menggambarkan konsep
secara tidak langsung.

Peserta mengerjakannya
tidak dengan sungguh-
sungguh.

Permainan harus relevan
dengan situasi yang
dibicarakan.

Lebih tepat bila dilakukan
mendahului konsep.

Mengulas dan pengulasan
kembali memegang peran
penting dalam mengaitkan
permainan dengan konsep
yang diajarkan.

6. Demonstrasi/
Peragaan

Pelatih memperagakan
cara kerja suatu alat
atau cara melakukan
suatu tugas. Peragaan
dari pelatih biasanya
diikuti dengan praktik
oleh peserta.

Peserta sulit untuk
memahami suatu teori atau
konsep tanpa melihat
sendiri.

Peserta dituntut untuk
dapat menggunakan alat
atau melakukan tugas
tertentu dengan cara yang
benar.

Pengajar perlu memberikan
penjelasan dan melakukan
pengulangan yang
diperlukan hingga peserta
betul-betul memahami.
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METODE

DAPAT DIGUNAKAN APABILA

HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN

7. Latihan/Praktik

Peserta mempraktikkan
penggunaan alat atau
pelaksanaan tugas
tertentu sesuai dengan
yang diperagakan oleh
pelatih. Dapat
dilakukan secara
perseorangan ataupun
kelompok.

= Ingin mempraktikkan atau
memeriksa pengetahuan
yang diberikan
sebelumnya.

- Ingin melatih suatu
keterampilan.

Peserta menjadi frustrasi
kalau bentuknya terlalu
sulit.

Latihan harus realistis dan
hasilnya dapat dicapai
secara wajar oleh semua
peserta.

pelatih harus memberikan
petunjuk dan bimbingan
yang memadai.

Peserta dan/atau pelatih
harus dapat menyediakan
sarana yang diperlukan.

8. Kotak Masuk (In-Tray)

Peserta diberi sejumlah
berkas, kertas kerja dan
surat seperti terdapat di
pekerjaannya.

Berdasarkan informasi
tersebut peserta diminta
untuk mengambil
sejumlah keputusan.

= Cocok bagi peserta yang
biasa/akan bekerja di
belakang meja.

Bahan-bahan yang
diberikan harus realistis dan
sesuai dengan yang
sesungguhnya terjadi

9. Pembelajaran
Kolaboratif

Metode belajar
kelompok di mana
setiap anggota
menyumbangkan
informasi, pengalaman,
ide, sikap, pendapat,
kemampuan dan
keterampilan yang
dimilikinya, untuk
secara bersama-sama
saling meningkatkan
pemahaman seluruh
anggota.

= Situasi yang membutuhkan
kesepakatan, pemecahan
masalah melalui
pertukaran pendapat
dalam kelompok.

Peserta melakukan tugas
kelompok, tanpa berusaha
ikut serta memberikan
kontribusi dalam proses
kolaborasi.

Peserta enggan
memberikan kontribusinya
atau enggan membagi
pengetahuan yang
dimilikinya.

Peserta menguasai jalannya
proses penyelesaian tugas,
sehingga kontribusi
anggota kelompok yang
lain tidak optimal.
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METODE

DAPAT DIGUNAKAN APABILA

HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN

Peserta cenderung
menghindari tugas dan
hanya menunjukkan sedikit
usaha untuk
menyelesaikannya.

10. Pembelajaran Melalui
Pengalaman

Metode belajar dalam
kelompok di mana
setiap anggota
mendapat kesempatan
mengalami sesuatu
sebagai hasil
hubungan rangsang-
balas yang disajikan
melalui simulasi suatu
peristiva dan tindakan
dengan fasilitasi alam
bebas atau kombinasi
dengan belajar di
kelas.

= Dengan isu yang cukup
kompleks,
membutuhkan
penghayatan, kreasi
dan inovasi,
perancangan dan
pengambilan
keputusan secara jelas.

Peserta berada dalam situasi
berisiko namun
mengejutkan.

Peserta tidak tertarik pada
kegiatan di alam bebas.

Peserta yang rendah
ketahanan fisiknya.
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Menyusun Kerangka Pelatihan Dan Jadwal Kegiatan

Tahap berikutnya dari persiapan pelatihnan adalah membuat
kerangka pelatinan yang menetapkan tujuan dan materi yang akan
diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dari kelompok
sasaran. Kerangka pelatihan ini kemudian disusun ke dalam jadwal
kegiatan.

Penyusunan kerangka pelatihan dapat dilakukan dengan
mengacu pada urutan proses belajar yang dapat digunakan untuk
menyusun suatu program pelatihan, modul atau sesi dalam
program tersebut. Tahap-tahap dalam proses belajar tersebut
adalah:

1. Orientasi

Pada tahap orientasi, diberikan penjelasan secara umum
mengenai sasaran dan tujuan pelatihan atau sesi yang akan
dilaksanakan, materi yang akan dibahas, serta kegiatan yang
akan dilakukan guna menarik minat dan menyiapkan peserta
untuk belajar, sekaligus mengembangkan suasana yang
mendukung proses belajar.

2. Pembahasan Materi

Materi pelajaran seperti konsep, teori, metode dan
pengetahuan lainnya disampaikan pada tahap pembahasan
materi. Untuk melibatkan peserta secara aktif dalam tahap ini,
perlu disiapkan contoh-contoh atau pertanyaan-pertanyaan
yang sesuai dengan pengalaman peserta dalam kehidupannya
sehari-hari.

3. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap pemantapan yang pertama.
Pada tahap ini, peserta didorong untuk menerapkan
pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh guna
memantapkan pemahaman mereka tentang materi yang telah
diberikan. Metode-metode yang dapat digunakan antara lain
latinan, studi kasus, permainan peran atau simulasi. Agar efektif,
metode yang akan digunakan harus dipilih secara tepat.

4. Konfirmasi

Pada tahap ini, peserta diuji kemampuannya berdasarkan
ukuran sasaran pelatinan yang telah ditetapkan. Tujuan
pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana para peserta
dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya tanpa
bantuan dan bimbingan dari pelatin. Metode yang dapat
digunakan, antara lain, adalah memberikan kuis atau
mengajukan pertanyaan.

5. Konsolidasi

Tahap ini merupakan penutup dan pembulatan akhir dari
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pelatinan, modul atau sesi yang telah dilaksanakan. Dalam
pelaksanaan modul atau sesi pelatihan, tahap ini digunakan
juga untuk menghubungkan modul atau sesi yang baru
diselesaikan dengan modul atau sesi selanjutnya.

Jadwal kegiatan pelatihan biasanya terdiri dari beberapa sesi
yang melibatkan kegiatan pemaparan, diskusi, permainan/
simulasi, dan diselingi waktu untuk istirahat. Jadwal kegiatan
pelatihan yang efektif memerlukan:

= Kerangka logis agar satu sesi dapat mengalir ke sesi yang
lain secara berkesinambungan;

= Urutan proses belajar yang sesuai agar peserta dapat
mengikuti secara lebih efektif; dan

= Tingkat integrasi yang tinggi agar setiap sesi atau kegiatan
saling mendukung dalam mencapai tujuan pelatinan.

Dalam menyusun jadwal kegiatan, perlu diperhatikan untuk:

= Menyediakan waktu yang cukup di awal pelatihan guna
menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi peserta;

= Tidak mengalokasikan waktu yang terlalu lama untuk
pemaparan. Berikan waktu yang cukup bagi peserta untuk
bertanya, berbagi informasi, berdiskusi, ataupun
menyampaikan pendapat;

= Menyediakan waktu yang cukup untuk menyampaikan
rangkuman materi yang telah dipelajari dalam setiap sesi;

= Menyediakan waktu yang cukup untuk istirahat dan
melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat;

= Mengurutkan kegiatan pemaparan dengan diskusi
kelompok atau permainan secara bergantian; dan

= Tidak meletakkan sesi-sesi utama yang memerlukan
perhatian dan konsentrasi sepenuhnya dari peserta pada
jam-jam “mengantuk”, seperti satu jam sebelum atau setelah
makan siang.

Mempersiapkan Sesi Pelatihan

Suatu program pelatinan biasanya terdiri dari beberapa sesi yang

melibatkan satu atau beberapa kegiatan, seperti pemaparan, tanya
jawab, diskusi kelompok, atau permainan dan simulasi.

Setiap sesi harus dipersiapkan secara teliti dan memiliki:

Sasaran, yaitu pengetahuan atau informasi apa yang akan
disampaikan kepada peserta;

Tujuan, yaitu hasil-hasil yang dicapai oleh peserta (misalnya,
peserta dapat mengetahui empat prinsip dan hak mendasar
ILO di tempat kerja);

Materi, yaitu informasi yang ingin disampaikan;

Struktur, yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup dengan
memperhatikan urutan proses belajar;



. Alokasi waktu;

= Metode, dengan memperhatikan tujuan sesi, jumlah peserta,
dan waktu yang tersedia, dan

= Media pelatihan, yaitu media audio dan visual seperti
transparansi, presentasi powerpoint, papan tulis atau white
board, flip chart, film singkat, serta alat-alat permainan, yang
dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan indera
pendengaran dan penglinatan, serta meningkatkan perhatian
dan konsentrasi peserta.

MELAKSANAKAN PELATIHAN

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana seorang pelatih dapat
melaksanakan peran dan tugasnya memberikan materi pelatihan
secara efektif, baik dengan melakukan pemaparan, memimpin
diskusi, atau memberikan pengarahan sebelum dan sesudah
permainan/simulasi agar sasaran dan tujuan pelatinan yang telah
ditetapkan dapat tercapai. Hal-hal menyangkut persiapan dan
pengaturan administratif dan logistik dari pelaksanaan pelatihan
tidak akan dibahas disini.

Dalam pelatihan, seorang pelatih berperan sebagai fasilitator
yang menciptakan suasana kondusif agar proses pembelajaran
dapat belangsung secara efektif dan para peserta dapat mencapai
tujuan pelatinannya. Pelaksanaan peran pelatinh ini sudah dimulai
sejak tahap persiapan suatu program pelatinan.

Untuk melaksanakan peran tersebut pada tahap pelaksanaan
pelatinan, seorang pelatin harus memiliki:

=  Penguasaan teknis yang baik dari materi yang akan
disampaikan;

= Ketrampilan dalam hubungan antarpribadi; dan

= Ketrampilan dalam bekerja sama.

Untuk dapat memberikan pelatihan mengenai prinsip-prinsip
dan hak-hak mendasar di tempat kerja serta peran polisi dalam
perselisinan hubungan industrial, seorang pelatin tentunya harus
menguasai:

= Peran Polri dalam perselisihan hubungan industrial secara
umum dalam konteks Indonesia sebagai anggota
masyarakat internasional;

=  Mandat, struktur dan sarana kerja Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO);

= Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang mendasari prinsip-
prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja;

=  Konvensi-konvensi ILO yang mengatur tentang prinsip-
prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja tersebut;

POLICE

Trial iy Prigeat’

25



26

=  Prinsip-prinsip ILO dan internasional lainnya tentang
pelaksanaan hak mogok kerja dan penutupan perusahaan;

= Undang-undang dan ketentuan-ketentuan nasional yang
mengatur tentang ketenagakerjaan dan hubungan indus-
trial, termasuk pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa pekerja
dan penutupan perusahaan;

=  Prinsip-prinsip ILO dan internasional lainnya tentang
pelaksanaan peran dan tugas kepolisian dalam menghadapi
mogok kerja, unjuk rasa pekerja dan penutupan
perusahaan; dan

* Undang-undang dan ketentuan-ketentuan nasional yang
menetapkan fungsi dan tugas Polri.

Dari sepuluh ketrampilan yang dikategorikan sebagai

ketrampilan kunci dalam hubungan antarpribadi, ketrampilan
berkomunikasi, mendengarkan, serta memberikan umpan balik
dianggap sebagai ketrampilan yang paling sering menentukan
(Robbins, 1989).

Komunikasi yang efektif memerlukan perancangan dan struktur

dari apa yang ingin dikatakan sebelum mengatakannya, serta
penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil kemungkinan
gagalnya komunikasi.

Dalam menyampaikan presentasi misalnya, upayakan untuk:

Berbicara dengan hati-hati dan jelas kepada semua peserta;

Berbicara dengan cukup keras hingga peserta yang terjauh
dapat mendengar dengan jelas;

Berbicara secepat yang dapat diikuti oleh seluruh peserta,
tanyakan kepada peserta apakah Anda terlalu cepat atau lambat;

Menggunakan intonasi yang bervariasi, jangan monoton;

Menghindari penggunaan istilah-istilah teknis, kecuali Anda
betul-betul yakin para peserta memahaminya;

Menghindari membuat suara-suara yang dapat mengganggu
komunikasi, seperti mengatakan “eh” atau “mmm”, atau
mengetuk-ngetukkan jari atau pena;

Melakukan kontak-mata dengan para peserta. Jangan berbicara
sambil terus melihat kepada layar paparan, papan tulis, atau
flip chart,

Memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah anda agar
tidak mengganggu komunikasi; dan

Mengenakan pakaian yang pantas.

Keterampilan mendengarkan orang lain secara efektif sering

dianggap terjadi begitu saja, padahal sebenarnya kita sering
mencampuradukkan antara mendengar dengan mendengarkan.



Waktu mendengar, seseorang hanya menangkap secara alami
suara atau bunyi yang masuk melalui telinganya. Sedangkan pada
waktu mendengarkan, orang tersebut secara aktif melakukan
upaya-upaya untuk menangkap dan memahami makna dari suara
atau bunyi yang didengarnya.

Mendengarkan secara efektif adalah mendengar dengan aktif
untuk memahami informasi dari sudut pandang dan perasaan si
pembicara. Sedangkan dalam mendengar secara pasif, individu
bertindak seperti sebuah alat, yang merekam begitu saja informasi
yang didengar.

Mendengar aktif dan efektif membutuhkan upaya dan
keterampilan yang perlu dipelajari dan dilatih. Terdapat empat
persyaratan penting dalam mendengar aktif yaitu: (i) intensitas, (i)
empati, (iii)j penerimaan, dan (iv)] kemauan untuk secara
bertanggungjawab melengkapi makna yang didengar (Rogers &
Farson, 1976 dalam Robbins, 1989).

Ada 14 teknik mendengarkan secara aktif yang dapat digunakan
pelatin untuk meningkatkan keterampilannya mendengarkan
secara efektif:

1. Memotivasi diri untuk mendengarkan secara aktif ;

2. Melakukan tatap mata untuk memusatkan perhatian,
menghargai dan memberanikan pembicara;

Perlihatkan minat dengan mendengarkan isi pembicaraan;

Hindarkan tindakan pengalihan perhatian karena akan
membuat si pembicara tersinggung dan kemungkinan Anda
akan kehilangan bagian penting dari informasi yang
disampaikan;

5. Berempati dengan mencoba memahami apa yang dilihat dan
dirasakan pembicara dengan cara “menempatkan diri dalam
posisinya” sehingga dapat menangkap kebutuhan dan intensi
pembicara,

6. Buat gambaran menyeluruh dari yang dikatakan oleh
pembicara. Pendengar aktif memaknai perasaan dan emosi
sebagaimana isi faktual, tidak ketinggalan tanda-tanda non-
verbal, suara, dan gerak tubuh;

7. Buat pertanyaan. Pendengar efektif mengajukan pertanyaan
untuk melakukan klarifikasi, meyakini pengertiannya, dan
meyakinkan pembicara bahwa seseorang mendengarkan
informasi yang disampaikan;

8. Buat rangkuman dari topik yang dibicarakan dengan
menggunakan kata-kata sendiri untuk mengontrol apa yang
didengar serta ketepatan maknanya;,

9. Jangan memotong pembicaraan. Biarkan pembicara
mengemukakan seluruh isi pikirannya sebelum memberikan
tanggapan, dan jangan memberi dugaan lain sementara
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proses pikir pembicara sedang berlangsung;

10. Integrasikan apa yang telah pembicara sampaikan dengan
menggunakan waktu khusus untuk memahami lebih baik ide
pembicara, serta menyusun informasi yang disampaikan
menjadi sebuah gambaran yang utuh;

11. Jangan bicara terlalu banyak seakan ingin menuntut “harga”
dari tindakan Anda mendengarkan. Manusia tidak bisa berbicara
sekaligus mendengarkan pada waktu yang sama.

12. Konfrontasikan bias-bias yang Anda miliki terhadap isu
pembicaraan untuk menghilangkan ganjalan dan rasa
terganggu yang tidak perlu.

13. Lakukan perpindahan peran antara pembicara dan pendengar
secara mulus. Pada umumnya, dalam situasi kerja, perpindahan
intensi dan peran serupa ini sangat sering terjadi. Lakukan
dengan cara berkonsentrasi pada apa yang telah disampaikan
oleh pembicara dan latinlah untuk tidak berpikir tentang apa
yang hendak Anda sampaikan begitu ada kesempatan;

14. Bersikap wajar. Jangan mencoba menjadi pendengar yang
menggebu-gebu (misalnya dalam kontak mata, ekspresi wajah,
bertanya, atau memperlihatkan minat), sebab pendengar akan
dapat kehilangan kredibilitas di mata pembicaranya. Gunakan saja
gaya pribadi Anda yang asli, alamiah dan wajar.

Seperti telah disampaikan pada bagian terdahulu, motivasi
seseorang untuk belajar akan lebih tinggi jika ia mendapat umpan
balik tentang prestasi belajarnya, baik mengenai konsep maupun
kegunaan praktisnya. Disamping itu, pelatin juga perlu mendapat
masukan mengenai hasil pelatinan yang diberikan.

Umpan balik, baik yang diminta dari atau diberikan kepada
peserta, berguna untuk menyamakan persepsi, menghindari
kesalahan interpretasi dan menghindari asumsi dalam komunikasi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan dan meminta
umpan balik adalah:

= Mulai dengan hal positif.
= Bersifat spesifik, deskriptif, tentatif dan informatif.
= Berbentuk saran dan alternatif.

Karena dalam pelatihan, pelatih dan peserta harus bekerja sama
untuk mencapai tujuan bersama, keberhasilan program pelatinan
juga tergantung pada sikap para peserta terhadap kegiatan pelatinan
tersebut.

Hal-hal yang diharapkan dari peserta adalah:

= Dapat menerima situasi belajar.

=  Dapat menerima kelompok.

= Dapat memelihara pandangan yang terbuka.
=  Mau belajar dari pelatih dan peserta lain.

= Tetap bersikap obyektif.



= Tetap bersikap positif.

= Tetap siap secara mental.

= Mau bekerja sama (kooperatif).
= Dapat memelihara konsentrasi.

Dalam hal ini pelatin harus mampu bekerja sama dengan para

peserta agar suasana belajar yang kondusif tetap terjaga. Berikut
adalah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menghadapi
berbagai karakter peserta:

1.

Suka bertengkar. Ciri-ciri peserta ini adalah tinggal diam dan
tidak berusaha masuk ke dalam kelompok, serta suka
menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Untuk
menghadapinya perlu dijaga agar orang tersebut tidak
memberikan kontribusi yang terlalu besar.

Positif-kooperatif. Usahakan agar peserta dengan karakter
seperti ini diikutsertakan dalam kelompok karena ia merupakan
sumber daya yang sangat berguna.

Tahu semuanya. Usahakan kelompok yang menyelesaikan
teori-teorinya.

Suka bicara. Usahakan menginterupsi dengan taktis atau
biarkan orang lain memberikan komentar dan jika perlu batasi
kontribusinya.

Pemalu. Berikan perhatian khusus yang tidak menyolok, ajukan
pertanyaan yang pasti dapat dijawab untuk membina rasa
percaya diri, tanggapi kontribusinya dengan komentar positif.

Penolak. Berikan petunjuk-petunjuk yang berhubungan
dengan pengetahuan dan keterampilan, dan usahakan untuk
menggunakan kontribusinya.

Kurang perhatian. Tanyakan bahan-bahan yang menarik
perhatiannya dan berikan contoh-contoh yang relevan
baginya, serta gunakan contoh-contoh yang diberikan.

Cendekiawan. Jangan sekali-kali dikritik, tapi ditanggapi secara
taktis dengan menggunakan pendekatan “ya, tetapi”.

Penanya yang gigih. Sampaikan pertanyaannya kepada
kelompok.

Satu cara penting dalam melibatkan peserta adalah dengan

mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat merupakan
rangsangan kepada peserta untuk berpikir dan memberikan
tanggapan. Pertanyaan kepada peserta berfungsi:

= Menetapkan tingkat pengetahuan/pemahaman peserta.
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= Membuka diskusi.

=  Mengembangkan diskusi.
= Merangsang pemikiran.
=  Membatasi diskusi.

= Mengubah pembahasan.
=  Merumuskan kesimpulan.
= Mendapatkan perhatian.
= Mengaktifkan peserta.

Dalam setiap tahap proses mengajar diperlukan pertanyaan-
pertanyaan tertentu. Pertanyaan dapat diajukan kepada umum/
kelompok ataupun perorangan. Pertanyaan yang efektif bersifat:

= Dapat dijawab.

= Sederhana.

= lLangsung ke permasalahan.

= Berkaitan dengan materi/subyek.

= Jelas.

= Ringkas.

=  Memunyai tujuan yang jelas dan positif.

Dalam mengajukan pertanyaan:

=  Hindari pertanyaan tertutup.

= Hindari pertanyaan yang mengarahkan atau menuntun.
= Ajukan dalam kalimat positif.

= Persiapkan pertanyaan sebelum diajukan.

EVALUASI PELATIHAN

Evaluasi merupakan hal yang wajar karena kita mengharapkan
adanya hasil nyata dari suatu program pelatinan. Kendati demikian,
perlu disadari bahwa hasil nyata di lapangan merupakan interaksi
dari berbagai faktor, bukan semata-mata dari program pelatihan.
Dengan demikian, harus jelas betul apa yang ingin dievaluasi. Tujuan
evaluasi pelatihan adalah:

1. Menentukan seberapa jauh sasaran program pelatinan dapat
dicapai.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan

dan memperbaiki program yang akan datang serta
menghindarkan diri dari bentuk yang tidak efektif.

Evaluasi akan dapat digunakan secara lebih efektif jika kita
melakukan penilaian terhadap:
1. Pelaksanaan program pelatihannya (reaksi);
2. Hasil belajar peserta yang mengikuti pelatihan (hasil belajar);
3. Perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari program pelatinan



(tingkah laku); dan

4. Hasil-hasil nyata di lapangan yang diperoleh dari program
pelatihan (dampak).

Evaluasi atas Reaksi

Hal yang dilihat dalam evaluasi jenis ini adalah tanggapan
peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Evaluasi
mengarah pada perasaan atau pendapat peserta, tetapi tidak
termasuk ukuran belajar yang terjadi. Evaluasi jenis ini dapat
dilakukan dengan mengedarkan kuesioner untuk diisi oleh peserta
dengan memperhatikan hal-hal berikut:

= Tentukan apa yang ingin diketahui;

= Buat pertanyaan yang dapat menjawab apa yang ingin
diketahui tersebut;

= Susun formulir kuesioner sedemikian rupa sehingga
diperoleh jawaban yang mudah diolah;

= Formulir kuesioner sebaiknya dibuat tanpa nama (anonim)
agar peserta dapat lebih jujur dalam mengemukakan
pendapatnya;

= Formulir kuesioner sebaiknya juga memberi ruang untuk
menulis pendapat tambahan;

=  Dalam mengevaluasi reaksi peserta, sering kali pengisian
kuesioner dilakukan dengan kurang jujur karena berbagai
alasan. Oleh karena itu dapat dibuat formulir penilaian lain
yang diisi oleh koordinator para pelatih; dan

= Dengan melengkapi kedua formulir tersebut, maka evaluasi
atas pelaksanaan program pelatinan diharapkan dapat
lebin obyektif.

Evaluasi atas Hasil Belajar

Hal yang ingin dilihat dari evaluasi jenis ini adalah seberapa
jauh peserta mengenal/memahami/menguasai prinsip, fakta atau
teknik yang diajarkan namun tidak termasuk bagaimana aplikasi/
penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Prinsip dalam mengevaluasi hasil belajar adalah:

1. Hasil belajar peserta harus diukur, sedapat mungkin secara
kuantitatif.

2. Harus dapat dibedakan antara hasil sebelum dan sesudah
mengikuti pelatihan (Pengukuran dilakukan sebelum dan
sesudah pelatihan).

Penilaian/pengukuran didasarkan pada sasaran pelatihan.

Kalau dapat gunakan “kelompok kontrol” (yang tidak mengikuti
pelatihan) sebagai pembanding.

5. Diusahakan dapat dianalisis secara statistik.
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Cara untuk mengevaluasi hasil belajar dapat melalui:
A. Hasil Kerja dalam Ruangan Pelatihan

Pengukuran hasil belajar dengan mengacu pada hasil kerja
dapat dilakukan untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat
memberikan keterampilan. Kemajuan/hasil belajar pada
pelatinan keterampilan biasanya dapat dilihat langsung selama
kegiatan pelatinan.

B. Tes Tertulis

Tes tertulis umumnya dilakukan untuk melihat seberapa jauh
peserta telah memahami konsep/teori atau prinsip tertentu.
Dalam pelatihan keterampilan psikomotorik, tes tertulis hanya
memberikan indikasi mengenai pemahaman konsep/teori/
prinsip dasar dan bukan kecakapannya. Sebaliknya pada
pelatinan yang meningkatkan kemampuan berpikir/analisis, tes
secara tertulis merupakan satu-satunya cara untuk mengevaluasi
hasil belajar.

Evaluasi atas Tingkah Laku

Evaluasi jenis ini berkaitan dengan masalah penerapan dari
bahan pelajaran dalam kegiatan sehari-hari. Evaluasi ini perlu
dilakukan karena dalam praktiknya orang sering menguasai dan
memahami prinsip atau pengetahuannya, tetapi tidak
menerapkannya.

Harus diakui bahwa evaluasi tingkah laku ini bukan sesuatu
yang mudah karena perubahan tingkah laku dapat terjadi karena
beragam pengaruh, bukan hanya dari bertambahnya pengetahuan
atau keterampilan peserta.

Perubahan tingkah laku dapat terjadi apabila peserta:
1. Mengetahui kelemahannya;
Mau memperbaikinya;

Bekerja dalam iklim yang memungkinkan untuk itu;

> W N

Mendapat bantuan dari orang lain yang bersemangat dan
terampil; dan

5. Memunyai kesempatan untuk mencoba ide baru.

Prinsip evaluasi atas tingkah laku:

1. Penilaian dilakukan terhadap hasil kerja sebelum dan sesudah
mengikuti pelatinan.

2. Penilaian dapat dilaksanakan oleh salah satu atau lebih dari
orang-orang berikut:

= mendapat pelatihan;

= atasannya, serta

=  bawahannya;

= yang mengenal dengan baik hasil kerja peserta tersebut.



3. Dapat digunakan analisis statistik dan hubungan perubahan
yang terjadi dengan program pelatihan.

4. Penilaian dilakukan paling cepat tiga bulan setelah pelatihan
sehingga peserta memunyai kesempatan untuk menerapkan.

5. Dapat digunakan kelompok kontrol (yang tidak ikut pelatinan)
sebagai pembanding.

Evaluasi atas Hasil

Evaluasi ini mengukur dampak yang dihasilkan dari
pelaksanaan sebuah program pelatinan. Hal ini dapat dilihat dari
perubahan-perubahan sikap dan tindakan yang terjadi di lapangan
beberapa tahun sesudah pelatihan.

Evaluasi atas hasil termasuk sulit dilakukan karena banyak faktor
di luar pelatihan yang mempengaruhi munculnya dampak yang
diharapkan. Kesulitan terutama terletak pada penentuan seberapa
jauh hasil pelatihan memberikan kontribusi terhadap pemecahan
masalah. Namun, evaluasi atas hasil ini tetap perlu dilakukan.

Evaluasi atas hasil dilakukan dengan membandingkan keadaan
yang mendasari diadakannya pelatihan, sebelum dan beberapa
lama sesudah pelatihan diadakan, seperti:

1. Pemahaman anggota Polri di lapangan mengenai perannya
dalam perselisihan hubungan industrial;

2. Jumlah insiden bentrokan antara Polri dengan pekerja/buruh
yang melakukan mogok kerja atau unjuk rasa;

3. Jumlah kasus perselisinan industrial yang melibatkan anggota
Polri dalam negosiasi penyelesaiannya, dan

4. Jumlah aksi mogok kerja dan unjuk rasa pekerja yang berhasil
ditangani Polri tanpa menggunakan kekerasan.

SEPULUH PETUNJUK BELAJAR

Berikut ini adalah petunjuk-petunjuk mengenai pembelajaran
yang dapat digunakan oleh pelatih sebagai acuan dalam
mempersiapkan dan melaksanakan pelatinan:

1. KEMAMPUAN ORANG MENENTUKAN APA YANG DAPAT IA
PELAJARI DAN KECEPATANNYA.
Berdasarkan prinsip ini, seorang pembina harus mengenali
siswanya. Orang yang lebih cerdas dapat menangkap teori
yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat
dibandingkan dengan orang yang relatif kurang cerdas.

2. URUTAN PENYAJIAN MENENTUKAN EFEKTIVITAS BELAJAR.
Bahan-bahan yang diberikan pada saat awal dan akhir
biasanya lebih diingat dibandingkan pada pertengahan
penyajian. Berdasarkan asumsi ini, jika ada dua hal penting
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yang ingin disampaikan, satu disajikan pada urutan awal
dan satu lagi di akhir.

MENUNJUKKAN KEKELIRUAN DALAM MENGERJAKAN
SESUATU DAPAT MENINGKATKAN  EFEKTIVITAS BELAJAR.
Efektivitas suatu peragaan dapat meningkat tidak hanya
dengan menunjukkan “apa yang harus dilakukan”, tetapi
juga dengan memperlihatkan “apa yang tidak boleh
dilakukan”. Karenaya, akan sangat berguna sekali peragaan
cara-cara yang salah dan akibat dari kesalahan itu, kemudian
juga diperagakan cara-cara yang benar.

PROSES LUPA CENDERUNG BERLANGSUNG CEPAT SEGERA
SETELAH PROSES BELAJAR

Berdasarkan asumsi ini, pengulangan bahan pelatinan perlu
dilakukan secara terus-menerus. Biasanya, untuk mengatasi
terjadinya proses lupa yang cepat itu dilakukan
pengulangan yang lebih intensif pada minggu-minggu
pertama.

DALAM PROSES MENGINGAT, MENGULANG BAHAN YANG
IDENTIK SAMA EFEKTIFNYA DENGAN MENGULANG BAHAN
YANG SAMA DENGAN VARIASI YANG BERBEDA

Agar siswa dapat mengingat bahan yang diajarkan,
pembina dapat memilih salah satu dari dua cara, yaitu cara
identik atau variasi.

MENGETAHUI HASIL BELAJAR DAPAT MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS  BELAJAR

Orang yang belajar seringkali kurang mengetahui
perkembangan kemajuan belajarnya. Jika kita sebagai
pembina dapat memberitahu perkembangan belajar ini,
proses belajar seseorang dapat terjadi lebih cepat.

PROSES BELAJAR AKAN LEBIH EFEKTIF MELALUI PRAKTIK AKTIF
KETIMBANG PENERIMAAN PASIF

Penyajian yang dapat menimbulkan partisipasi aktif para
pendengarnya akan menimbulkan daya mengingat yang
cukup lama. Pengertian aktif di sini adalah penggunaan
semua panca indera secara optimal, terutama
pengorganisasian proses berpikirnya.

BAHAN PENGAJARAN AKAN LEBIH MUDAH DIPELAJARI

APABILA BAHAN ITU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN

KEBIASAAN LAMPAU.

Berdasarkan asumsi ini, proses pelatihan yang mengacu
pada pengalaman-pengalaman sebelumnya dari peserta
pelatihan akan sangat membantu proses belajarnya.



9.

PENGULANGAN SEMATA TIDAK SELALU MEMPERCEPAT
PROSES BELAJAR.

Ada dua hal penting di sini, yaitu kesatuan dan kepuasan.
Kesatuan mengandung arti bahwa unsur-unsur yang
dipelajari dan saling berkaitan satu sama lain harus
menunjukkan suatu bentuk hubungan logis dan berurutan.
Kepuasan harus benar-benar nyata, atau penghargaan
secara simbolik, sehingga dapat dibedakan dari
konsekuensi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul
dari proses belajar.

. BELAJAR SESUATU YANG BARU DAPAT MENGGANGGU

PROSES MENGINGAT SESUATU YANG TERDAHULU.
Kesulitan peserta yang sering terjadi apabila diminta untuk
mengubah cara kerja yang biasanya dilakukan. Peserta didik
yang baru belajar bahasa Prancis di pagi hari kemudian
dilanjutkan dengan bahasa lItalia di siang hari akan
mengingat pelajaran bahasa Prancis relatif lebih sedikit
dibandingkan ia hanya mempelajari bahasa Prancis dan
kemudian istirahat.
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PAPARAN 1.1:
MEMPERSIAPKAN
PELATIHAN

37



38

POLICE

MEMPERSIAPKAN PELATIHAN

FUNGSI PELATIHAN

= |[Edukatif
] Administratif

= Personal

FAKTOR PROSES BELAJAR

= |Proses Belajar
= Faktor Internal

Kebutuhan dan Motivasi Belajar
Kemampuan Belajar
=  Faktor Eksternal
Pelatih
Lingkungan Pelatihan




IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN

= Kebutuhan Pelatinan

- Untuk memenuhi tuntutan jabatan sekarang
- Untuk memenuhi tuntutan jabatan lain
- Untuk memenuhi tuntutan perubahan

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN

] Teknik Identifikasi

- Analisis Deskripsi Pekerjaan dan Resume
- Analisis Penilaian Prestasi
- Analisis Catatan Karyawan
- Analisis Laporan Organisasi
- Analisis Masalah
- Rencana Jangka Panjang Organisasi
= Sumber Informasi

IDENTIFIKASI KELOMPOK SASARAN

=  Hal yang Perlu Diperhatikan:

- Jabatan

- Pangkat

- Pengalaman Bekerja

- Latar Belakang Pendidikan

- Pengalaman di Bidang yang Akan Dilatihkan
- Komposisi Umur

- Komposisi Jenis Kelamin
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MENETAPKAN SASARAN PELATIHAN

Sasaran Pelatihan

- Meningkatkan Pengetahuan

- Meningkatkan Ketrampilan

- Merubah Sikap / Tingkah Laku
Kategori Sasaran Pelatihan:

- Psikomotorik » ketrampilan fisik
- Afektif » perubahan sikap
- Kognitif » ketrampilan intelektual

Manfaat Sasaran Pelatihan

- Menjamin konsistensi dalam penyusunan program

- Memudahkan Komunikasi antara penyusun dengan
calon penerima pelatihan

- Memberi kejelasan tentang apa yang harus
dilakukan peserta

- Memudahkan evaluasi kemajuan peserta

- Memudahkan evaluasi pelaksanaan pelatihan secara
keseluruhan

- Menghindarkan konflik antara pelaksana dengan
penerima pelatinan tentang efektivitas pelatihan

MENETAPKAN SASARAN PELATIHAN

Jenis Sasaran Pelatihan

- Sasaran Primer

- Sasaran Sekunder

- Terpusat Pada Kegiatan Instruktur

- Terpusat Pada Bahan Pelajaran

- Terpusat Pada Kegiatan Peserta

- Terpusat Pada Hasil yang Dicapai Peserta




MENETAPKAN SASARAN PELATIHAN

= Sasaran Yang Efektif

- Menetapkan apa yang ingin dicapai

- Menjelaskan kondisi pencapaian tersebut

- Menetapkan standar dari pencapaian yang
diinginkan

MENETAPKAN MATERI PELATIHAN

=  Hal-hal yang perlu diperhatikan

- Waktu dan Sumber Daya
- Metode dan Media yang Dapat Digunakan
- Tapahan-tahapan Dalam Proses Belajar

MENETAPKAN METODE PELATIHAN

= Metode Pelatihan

- Kuliah/Ceramah

- Diskusi (seluruh peserta, kelompok, panel)
- Studi Kasus

- Permainan Peran

- Permainan Simulasi

- Peragaan

- Praktik

- Kotak Masuk (In Tray)

- Pembelajaran Kolaboratif

- Pembelajaran Melalui Pengalaman
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MENETAPKAN METODE PELATIHAN

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Pelatin

Peserta dan Lingkungan
Sasaran Pelatihan
Bidang Pelatihan
Waktu, Sarana dan Biaya
Motivasi

Keterlibatan Secara Aktif
Pendekatan Perorangan
Sistematika

Umpan Balik
Pemindahan

MENYUSUN KERANGKA DAN
JADWAL PELATIHAN

Kerangka Pelatinan Yang Efektif Memerlukan:

Kerangka Logis
Urutan Proses Belajar yang Sesuai
Tingkat Integrasi yang Tinggi

MENYUSUN KERANGKA DAN
JADWAL PELATIHAN

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun
Jadwal Pelatihan

Waktu yang cukup untuk menciptakan suasana
belajar yang kondusif

Waktu pemaparan tidak terlalu lama

Waktu yang cukup untuk merangkum setiap sesi
Waktu yang cukup untuk istirahat dan sholat
Mengurutkan pemaparan dengan diskusi secara
bergantian

Tidak menjadwalkan sesi-sesi utama pada jam-jam
“mengantuk”




MEMPERSIAPKAN SESI PELATIHAN

Harus Memiliki:

Sasaran
Tujuan

Materi
Struktur
Metode
Alokasi Waktu
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PAPARAN 1.2:
MELAKSANAKAN
PELATIHAN

45



46

PELATIH DAN PESERTA

Pelatin berperan sebagai Fasilitator untuk membantu
peserta mencapai tujuannya

Pelatin harus memiliki:

- Penguasaan Materi
- Ketrampilan Hubungan Antarpribadi
- Ketrampilan Bekerjasama

PELATIH DAN PESERTA
Peserta turut menentukan keberhasilan pencapaian
Tujuan Pelatihan
Peserta diharapkan dapat:

- Memiliki pandangan terbuka
- Bersikap positif, obyektif dan kooperatif
- Menjaga konsentrasi

“Relatih dan Peserta Harus Bekerjasama agar Tujuan
Ralatihan cgoat Tercgoal”

MEMBERIKAN PEMAPARAN

Siapkan apa yang ingin disampaikan/dikatakan
Berbicara dengan hati-hati dan jelas

Lakukan kontak mata dengan para peserta

Berbicara dengan cukup keras hingga peserta terjauh
dapat mendengar dengan jelas

Perhatikan kecepatan berbicara, pastikan para peserta
dapat mengikuti

Sedapat mungkin, hindarkan penggunaan istilah-istilah
teknis

Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah anda
Kenakan pakaian yang pantas




MENDENGARKAN DENGAN EFEKTIF

=  Mendengar vs. Mendengarkan

= Mendengar:
Menangkap suara/bunyi lewat telinga secara alami
(pasif)

=  Mendengarkan:
Menangkap dan memahami makna dari bunyi yang
didengarnya (aktif)

* Mendengarkan dengan efektif:
Menangkap dan memahami informasi dari sudut
pandang pembicara

UMPAN BALIK

= Kegunaannya:

- Menyamakan persepsi para peserta dan pelatih
- Menghindarkan kesalahan interpretasi
- Menghindarkan asumsi
= Yang perlu diperhatikan dalam memberikan dan
meminta umpan balik:
- Mulai dengan hal positif
- Bersifat spesifik, deskriptif, dan informatif
- Berbentuk saran dan alternatif

MENGAJUKAN PERTANYAAN

=  Fungsi Pertanyaan :

- Merangsang peserta untuk secara aktif berpikir dan
memberi tanggapan

- Membuka, mengembangkan atau membatasi
diskusi

- Merumuskan kesimpulan

- Mendapatkan perhatian
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MENGAJUKAN PERTANYAAN

=  Pertanyaan Efektif:

Sederhana

Langsung ke permasalahan
Berkaitan dengan materi
Bertujuan positif

Dapat dijawab

MENGAJUKAN PERTANYAAN

= Yang perlu diperhatikan:

Hindari pertanyaan tertutup
Hindari pertanyaan yang mengarahkan

Ajukan dalam kalimat positif

Persiapkan pertanyaan sebelum diajukan




PAPARAN 1.3 : EVALUASI
PELATIHAN
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TUJUAN EVALUASI PELATIHAN

= Menilai pencapaian sasaran pelatinan

= Mendapat informasi untuk meningkatkan efektivitas
pelatinan berikutnya

EVALUASI EFEKTIF

= Harus Mencakup

- Evaluasi atas Reaksi

- Evaluasi atas Hasil Belajar
- Evaluasi atas Tingkah Laku
- Evaluasi atas Dampak

EVALUASI ATAS REAKSI

= Menilai tanggapan peserta dari pelaksanaan pelatihan

= Dilakukan dengan mengedarkan kuesioner untuk diisi
oleh peserta




EVALUASI ATAS HASIL BELAJAR

Menilai seberapa jauh peserta mengetahui, memahami
atau menguasai prinsip, fakta atau teknik yang diajarkan

Penilaian secara kuantitatif
Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan

Dapat dilakukan melalui tes tertulis (konsep), atau praktik
(ketrampilan)

EVALUASI TINGKAH LAKU

Menilai sejauh mana pengetahuan dan/atau
keterampilan yang diberikan dalam pelatinan diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi
perubahan tingkah laku peserta

Dapat dipengaruhi faktor-faktor lain diluar pelatinan

Penilaian harus dilakukan sebelum dan sesudah
pelatihan (paling cepat 3 bulan)
Penilaian dapat dilakukan melalui peserta sendiri, atasan

atau bawahannya, atau orang yang sangat mengetahui
hasil kerja peserta

EVALUASI DAMPAK

Menilai pelatihan merubah sikap, praktik dan tindakan
di lapangan

Banyak faktor di luar pelatihan yang turut menentukan
Dilakukan paling cepat 2-3 tahun sesudah pelatihan

Penilaian dilakukan dengan membandingkan keadaan
sebelum dan sesudah pelatihan
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TUJUAN

Umum

Melalui modul ini, peserta diharapkan dapat memahami posisi
dan peran serta Indonesia, serta interaksinya dengan Organisasi
Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/ILO)
sebagai anggota masyarakat internasional.

Khusus

Peserta diharapkan:

=  Memahami pentingnya peran serta Indonesia dalam
masyarakat internasional;

=  Mengetahui dan memahami posisi ILO sebagai bagian
masyarakat internasional, keterkaitannya dengan Indonesia
serta asas dan karakteristik ILO sebagai lembaga internasional
di bawah naungan PBB;

=  Mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari fungsi
ILO dan implementasinya; serta

=  Memahami peran mitra sosial dalam menunjang aktivitas ILO.







USULAN STRATEGI
PELATIHAN

URUTAN KEGIATAN METODE BAHAN WAKTU

1. Paparan tentang tujuan umum Kuliah Flip Chart 5 Mnt
dan khusus Modul 2

2. Paparan tentang Kuliah Presentasi/ 40 Mnt
“indonesia dan ILO dalam Transparansi
Masyarakat Dunia” tentang
“Indonesia
dan ILO
dalam
Masyarakat
Dunia

3. Tanya Jawab tentang Diskusi Bahan 60 Mnt

Materi Pemaparan Umum Presentasi

dan Flip
Chart

4. Pembulatan Kuliah 10 Mnt







LATAR BELAKANG

Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam pola
kehidupan masyarakat internasional. Perkembangan teknologi pun
telah menghapuskan batas teritorial antarnegara. Selanjutnya,
pertumbuhan pasar global meningkatkan saling ketergantungan
di antara anggota masyarakat dunia. Semakin tingginya tingkat
ketergantungan antarnegara di bidang ekonomi (perdagangan,
investasi dan keuangan), sosial dan politik mendorong perubahan
pola hubungan dalam menyusun kebijakan-kebijakan nasional
maupun global di berbagai bidang tersebut di atas.

Tindakan unilateral makin sulit diandalkan untuk dapat
memenuhi kebutuhan negara-negara di dunia. Dengan bertindak
sendiri, banyak sasaran kebijakan yang penting tidak lagi dapat
dicapai suatu pemerintahan. Dalam menghadapi kesenjangan
ekonomi, pengrusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia
(HAM), kejahatan internasional dan perdagangan narkotika,
misalnya, diperlukan upaya bersama di antara negara-negara di
dunia melalui penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan
peraturan dan standar internasional di bidang ekonomi, keamanan,
politik dan sosial. Pelanggaran terhadap standar-standar
internasional ini di suatu negara, baik secara individu maupun
kelembagaan, pada akhirnya akan merugikan negara tersebut.

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, UUD 1945
melalui Bab Pembukaan sudah mengamanatkan pentingnya
hubungan internasional dalam penyelenggaraan kehidupan
pberbangsa dan bernegara. UU Republik Indonesia No. 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri menentukan pokok-pokok
pikiran yang melandasi hubungan politik luar negeri Indonesia
sebagai berikut: "Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri
dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat ketentuan-
ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan
dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara”.

Keikutsertaan secara aktif dalam organisasi internasional
menjadi salah satu pilihan bagi pemerintahan suatu negara dalam
upaya memenuhi kepentingan nasional dan internasional.
Disamping menjadi ajang untuk mendapatkan informasi bagi
penyusunan kebijakan dalam negeri, hal tersebut pun dapat

POLICE

Trial iy Prigeat’



menjadi wahana dalam menentukan arah kebijakan global yang
menguntungkan kepentingan politik, sosial, maupun ekonomi
negara tersebut.

Indonesia, Isu Perburuhan dan ILO

Di bidang perburuhan dan ketenagakerjaan, ILO merupakan
salah satu mitra penting bagi Indonesia. Pada 12 Juni 1950, Indonesia
menjadi anggota ILO ke-74. Hingga akhir Juli 2004, Indonesia telah
meratifikasi 17 Konvensi ILO, termasuk ke-delapan Konvensi pokok
ILO yang termaktub di dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip
dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja yang diadopsi seluruh negara
anggota ILO tahun 1998. Dengan diratifikasinya Konvensi No. 182
pada 28 Maret 2000, Indonesia pun menjadi negara pertama di Asia
yang telah meratifikasi ke-delapan konvensi pokok ILO.

Tabel I: Ronvensi Pokok IIO yang Telah Diratifikasi Indonesia

No. Nama Tangepl
o il
87 Korvensi. tentang Kebetasan Berserikat 09-06-1998

dan Perlindungan atas Hak Untuk
Berorganisasi, 1948

98 Konvensi. tentang Hak untuk Berorganisasi 15-07-1957
dan Berunding Bersama, 1949

29 Konvensi. tentang Kerja Paksa, 1930 12-06-1950

105 Konvensi tentang Penghapusan 07-06-1999
Kerja Paksa, 1957

138 Konvensi tentang Usia Mininum, 1973 07-06-1999

182 Kawensi tentang Bentuk—bentuk 28-03-2000

Pekerjaan Terlouruk Untuk Anak, 1999

111 Kawensi tentang Diskriminasi 07-06-1999
(Pekerjaan dan Jakatan) , 1958

100 Konvensi tentang Upah yang Sama, 1951 11-08-1958

Indonesia

No. Nama Tangerl
o il
19 Konvensi tentang Perlakuan yang Sama 12-06-1950

(Ganti Rugi Kecelakaan Kerja) , 1925

27 Koawensi tentang Paroerian Tenda Berat (Barang- — 12-06-1950
Tarang yang Diangkut oleh Kapal Laut), 1929

45 Konvensi tentang Pekerjaan Baweh Tenah 12-06-1950
(Perampuan) , 1935

69 Koawensi tentang Sertifikasi Juru Masak Kapal, 1946 30-03-1992



8l Kowensi tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, 29-01-2004
1947

88 Konvensi tentang Lambaga Pelayanan Penampatan  08-08-2002
Tenaga Kerja, 1948

106 Kawensi tentang Isitirahat Mingoguan (di Tampat 23-08-1972
Dagang dan Kantor) , 1957

120 Kovensi tentang Kebersihan (di Tempat Degang 13-06-1969
dan Kantor) , 1964

144 Kowensi tentang Konsultasi Tripertit 17-10-1990
(Standar Perlouruhen Intermasianal), 1976

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia pada 1997
memperlinatkan saling ketergantungan antarnegara seperti
dipaparkan sebelumnya. Krisis yang berawal pada pertengahan
tahun 1997 di Thailand itu secara cepat melanda hampir semua
negara di Asia, termasuk di antaranya Cina, Korea Selatan,
Hongkong, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Krisis tersebut tidak
saja membawa perubahan besar di bidang ekonomi, tetapi juga di
bidang sosial dan politik.

Di Indonesia, krisis ini mengakibatkan runtuhnya perekonomian
serta bergolaknya konflik sosial yang berujung pada mundurnya
Presiden Soeharto di bulan Mei 1998. Hal ini didorong gerakan
reformasi yang menuntut penghapusan korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), serta penegakkan demokratisasi dan
penghargaan terhadap HAM. Gerakan reformasi ini diikuti dengan
meningkatnya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan badan
internasional, seperti PBB.

Di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia pun
mencanangkan program reformasi UU Ketenagakerjaan yang
meliputi ratifikasi konvensi-konvensi pokok ILO dan penyusunan tiga
UU Ketenagakerjaan baru melalui proses konsultasi tripartit yang
panjang, yaitu UU No.21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, UU
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2/2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sejalan dengan hal
ini, kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ILO turut meningkat
dalam bentuk berbagai kerjasama teknis di bidang hubungan
industrial.

Ketiga UU ini menjadi landasan dari sistem hubungan industrial
baru yang memberi kebebasan kepada pekerja/buruh dan
pengusaha untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi
pekerja/buruh atau pengusaha, memberi perlindungan atas
pelaksanaan hak-hak mendasar di tempat kerja, serta mendorong
kerjasama antara seluruh pelaku hubungan industrial. UU baru ini
Jjuga merupakan penerapan dari ketentuan-ketentuan di dalam
konvensi-konvensi mendasar ILO tersebut.
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ORGANISAS|
PERBURUHAN
INTERNASIONAL (ILO)

Selintas Sejarah ILO

ILO terbentuk pada akhir perang dunia pertama sejalan dengan
disahkannya Konstitusi ILO oleh Konferensi Perdamaian di Versailles
bulan April 1919. Merujuk pada pasal-pasal di dalam Konstitusi
tersebut, berikut tiga alasan utama di balik pembentukan ILO.

Alasan pertama berakar pada pertimbangan kemanusiaan. ILO
didirikan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja/
buruh yang ketika itu sangat tereksploitasi tanpa memperhatikan
kesehatan, kehidupan keluarga dan masa depan mereka.
Pandangan ini jelas tertuang di dalam Pembukaan Konstitusi, yang
menyatakan: “...di mana kondisi kerja yang ada melibatkan
ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan bagi banyak orang”. Hal-
hal penting yang diperjuangkan ILO meliputi pembatasan waktu
kerja menjadi delapan jam sehari, penanggulangan pengangguran,
pemberian jaminan kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak
biologis perempuan, serta perlindungan terhadap lingkungan kerja
bagi perempuan dan orang muda.

Alasan kedua berkenaan dengan politis. Ketidakadilan yang
dialami para pekerja/buruh yang jumlahnya kian bertambah akibat
industrialisasi menimbulkan konflik yang mengancam perdamaian
dunia, seperti disebutkan dalam Pembukaan Konstitusi:
‘ketidakadilan begitu besar sehingga perdamaian dan keamanan
dunia terancam’”. Karenanya, keadilan sosial, khususnya bagi
pekerja/buruh, menjadi syarat utama bagi perdamaian dunia.

Alasan ketiga adalah alasan ekonomis. Disadari sepenuhnya
bahwa tuntutan yang tinggi atas kesejahteraan pekerja/buruh
bukanlah suatu hal yang menarik bagi para pengusaha karena
dianggap meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya
saing. Hal ini menuntut adanya komitmen dari semua negara di
dunia untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Sebab, seperti ditegaskan di dalam Pembukaan Konstitusi,
keengganan suatu negara merupakan hambatan bagi negara-
negara lain yang berkeinginan meningkatkan kondisi kerja di
negara mereka.




Deklarasi Philadelphia tahun 1944 yang diintegrasikan ke dalam
Konstitusi ILO menetapkan empat prinsip pokok yang mendasari
keberadaan ILO, yaitu:

=  Buruh atau pekerja bukanlah barang komoditas;

=  Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sangat
diperlukan bagi kemajuan yang berkesinambungan,

= Kemiskinan di satu tempat merupakan ancaman bagi
kemakmuran dimana-mana, dan

= Setiap manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan atau jenis
kelamin berhak mengejar kesejahteraan material dan kemajuan
spiritual dalam kondisi yang menghargai kebebasan, harkat dan
martabat manusia untuk memperoleh keamanan ekonomi dan
kesempatan yang sama.

Inti dari perjuangan ILO tertuang di dalam asas-asas mendasar
yang harus diterapkan di tempat kerja. Deklarasi ini menjadi dasar
bagi aksi ILO yang berlandaskan pada hubungan kerja,
pembangunan ekonomi dan sosial. Hal inilah yang
menginspirasikan pendirian PBB di masa berikutnya.

Bidang Tujuan Strategis

Standar, prinsip Memasyarakatkan dan

dan hak-hak melaksanakan standar,

mendasar di prinsip dan hak-hak

tarpat kerja. mendasar di tenpat kerja.

Lapangen Menciptakan kesempatan

pekerjaan vag leoih lvestegi laki-laki
dan perempuan untuk
mendapatkan pekerjaan dan
paghesilan varg layak.

Jaminen sosial Meningkatkan cakupan dan
efektivitas jarinen sosial el
samua orarg.

Dialog sosial Memperkuat tripartisme dan

Mandat dan Sarana Kerja ILO

Sejak awal pendiriannya, mandat utama ILO adalah mendorong
terciptanya keadilan sosial serta kondisi kerja dan kehidupan yang
lebih baik di seluruh dunia agar perdamaian universal yang langgeng
dapat terwujud. Secara umum, hal ini dilaksanakan dengan
melindungi hak-hak mendasar para pekerja, menciptakan
masyarakat yang berkeadilan, serta menghindari bentuk-bentuk
persaingan internasional yang negatif. Secara spesifik, pelaksanaan



mandat ini dilakukan dengan menetapkan strategi dan agenda kerja
yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing era.

Di abad ke-21 ini, ILO menerapkan pendekatan “Pekerjaan yang
Layak™ atau "Decent Work” sebagai strategi dan agenda kerja untuk
mewujudkan keadilan sosial. Direktur Jendral ILO, Juan Somavia,
menegaskan bahwa pendekatan ini membuka kesempatan bagi
laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
dan produktif dalam kondisi yang bebas, adil, aman dan
pbermartabat. Untuk itu, ILO menetapkan empat tujuan strategis yang
terbagi ke dalam empat bidang:

Langkah-langkah yang dilakukan ILO untuk mencapai ke-
empat tujuan strategis tersebut adalah:

= Penetapan standar perburuhan internasional' dalam bentuk
konvensi atau rekomendasi yang didukung suatu sistem
pengawasan pelaksanaan yang unik sebagai panduan bagi
pemerintah nasional menindaklanjuti kebijakan tersebut dalam
berbagai tindakan nyata;

= Program kerjasama teknis internasional yang luas yang disusun
dan dilaksanakan berdasarkan kemitraan yang aktif dengan
mitra-mitra sosialnya sebagai sarana untuk membantu negara-
negara anggotanya agar kebijakan tersebut dapat berjalan
secara efektif, dan

= Pelatinan, pendidikan, penelitian dan publikasi kegiatan untuk
membantu upaya-upaya tersebut.

Dari hal-hal di atas, jelas terlihat bahwa karakteristik utama ILO
adalah sebagai organisasi pemberi bantuan teknis, bukan pemberi
dana.

Badan-badan Utama ILO

Organisasi ILO memiliki struktur yang unik dibandingkan
dengan organisasi internasional lainnya yang berada di bawah
naungan PBB. Walaupun Organisasi ini merupakan organisasi
antarbangsa, setiap keputusan selalu diputuskan bersama antara
perwakilan dari ketiga unsur tripartit: pekerja, pengusaha dan
pemerintah.? Struktur tripartit ini dapat ditemukan di hampir seluruh
badan atau unit di ILO, termasuk di ketiga badan utamanya.

Beberapa pengecualian terlinat di dalam badan-badan khusus,
seperti: Komite Anli tentang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi
(Committee of Experts on the Application of Conventions and

1 Standar perburuhan internasional menetapkan standar minimum mengenai berbagai
isu dalam dunia kerja yang harus diimplementasikan oleh semua negara anggota.

2 Kondisi ini dapat kita amati pada komposisi kepengurusan di tiap-tiap lembaga yang
ada di dalam tubuh ILO. Lihat situs: http:/www.un.org/ILO
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Recommendations) yang terdiri dari para ahli yang berkompetensi
dan berintegritas sangat tinggi di bidangnya, Komisi Bersama Maritim
Joint Maritime Commission) yang mempunyai struktur bipartit dan
beranggotakan para pengusaha dan pekerja/buruh di bidang
pelayaran dan kelautan; serta Komite Bersama Pelayanan Publik [Joint
Committee on Public Services) yang merupakan badan bipartit antara
wakil pemerintah negara anggota dan perusahaan layanan publik.

ILO pun memunyai badan yang khusus menangani pelatinan,
yaitu Pusat Pelatihan Internasional ILO (International Training Center)
yang terletak di Kota Turin, Italia. Pusat pelatihan ini bertugas
menyusun dan melaksanakan program-program pelatinan, serta
penelitian mengenai masalah-masalah perburuhan dan
ketenagakerjaan.

Dalam struktur organisasinya, ILO memiliki tiga badan utama, yakni:

1. Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour
Conference)

Konferensi Perburuhan Internasional merupakan badan
pengambil keputusan tertinggi di ILO. Badan ini pun berstruktur
tripartit dengan tiga fungsi utama, yaitu: (i) Menyusun standar
perburuhan internasional dalam bentuk konvensi atau
rekomendasi, (ii) Berperan sebagai forum pembahasan
pberbagai permasalahan dunia berkaitan dengan perburuhan
dan ketenagakerjaan yang berwenang mengeluarkan resolusi
sebagai bahan panduan dalam menanggulangi masalah-
masalah tersebut, serta (i) Menyusun dan menetapkan program
dan anggaran dua-tahunan ILO.

2. Badan Pimpinan (Governing Body)

Badan ini beranggotakan 56 orang yang terdiri dari 28 wakil
pemerintah negara anggota, 14 wakil pekerja dan 14 wakil
pengusaha. Tugas utamanya adalah menetapkan kebijakan dan
prioritas bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ILO secara
keseluruhan. Dengan kata lain, Badan Pimpinan menetapkan
dan memandu kegiatan-kegiatan konkrit ILO.

3. Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office)

Kantor ini merupakan sekretariat ILO yang bertugas
melaksanakan program-program nyata di tingkat pusat,
regional, sub-regional maupun nasional di negara-negara
anggota. Kantor pusat di Jenewa bertugas mengurusi pekerjaan
yang bersifat administratif dan kesekretariatan bagi Badan
Pimpinan dan Konferensi Perburuhan Internasional, serta
memberi dukungan teknis dan administratif kepada kegiatan
kantor di tingkat wilayah. Kantor-kantor regional, sub-regional
dan nasional bertugas merancang dan melaksanakan program-
program bantuan teknis bagi negara-negara anggota.



Kantor ILO di Jakarta, misalnya, bertugas melaksanakan
program-program kerjasama teknis dengan pemerintah dan
mitra sosial lainnya, seperti serikat pekerja dan asosiasi
pengusaha. ILO pun bekerja sama dengan lembaga-lembaga
non-pemerintah  yang berkecimpung di bidang
ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor ILO
Jakarta mendapat dukungan teknis dari Kantor Sub-regional
di Manila dan dukungan administratif dari Kantor Regional
untuk wilayah Asia Pasifik di Bangkok.

Mekanisme Pengawasan ILO

Guna memastikan pelaksanaan standar-standar perburuhan
internasional, seperti konvensi dan rekomendasi, oleh negara-
negara anggotanya, ILO memiliki sistem pengawasan unik yang
melibatkan sejumlah ahli. Dalam proses pengawasan ini,
pemerintah memainkan peranan besar dengan melaporkan
pelaksanaan standar-standar perburuhan internasional di
negaranya. Namun, serikat pekerja/buruh dan organisasi
pengusaha dapat turut memberikan masukan.

1. Pengawasan Reguler

Pengawasan ini dilakukan melalui pelaporan yang
disampaikan negara anggota kepada ILO untuk kemudian diperiksa
para ahli. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi ILO,
ada dua jenis laporan yang harus disampaikan, yaitu:

= laporan mengenai Konvensi yang telah diratifikasi

Prosedur ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 22 Konstitusi
ILO yang mewajibkan negara anggota menyampaikan laporan
tahunan kepada ILO mengenai upaya-upaya yang telah
dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari
konvensi ILO yang telah diratifikasi negara tersebut. Dalam
laporan ini juga disampaikan hasil-hasil yang telah dicapai, serta
kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Dalam menyusun laporan, pemerintah negara anggota waijib
melakukan konsultasi dengan serikat pekerja/buruh dan
organisasi pengusaha. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Ayat (1)
(d) dari Konvensi No. 144 dan Paragraf 5(e) dari Rekomendasi
No. 152. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 (2) Konstitusi ILO,
negara anggota wajib mengirimkan salinan laporan kepada
serikat pekerja/burun dan organisasi pengusaha yang ada di
negaranya. Serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha
berhak mengomentari laporan tersebut, di mana komentar
tersebut nantinya akan dijadikan sebagai lampiran.

POLICE

Trial iy Prigeat’



Laporan tersebut, lengkap dengan komentar yang
melampirinya, kemudian ditelaah oleh Komite Ahli tentang
Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi (Committee of Experts
on the Application of Convention and Recommendation), yang
peranggotakan 20 pakar yang bekerja secara independen dan
berasal dari berbagai keahlian di bidang sosial dan ekonomi.
Hasilnya dilaporkan kepada Badan Pimpinan untuk kemudian
dipublikasikan dan disampaikan kepada pemerintah negara
anggota yang bersangkutan serta serikat pekerja/buruh dan
organisasi pengusaha di negara tersebut.

Laporan Komite Ahli ini selanjutnya diserahkan kepada
Konferensi Perburuhan Internasional untuk dibahas secara
tripartit dalam Komite Konferensi tentang Pelaksanaan Standar-
standar (Conference Committee on the Application of Standards).
Hasilnya lalu disampaikan dalam Konferensi Perburuhan
Internasional.

Laporan mengenai Konvensi yang belum diratifikasi atau
Rekomendasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dari Konstitusi ILO, atas
permintaan Badan Pimpinan ILO, negara anggota wajib
menyampaikan laporan mengenai permasalahan yang
pberkaitan dengan konvensi tertentu, meski negara tersebut
belum meratifikasinya. Hal yang sama juga dapat diterapkan
atas posisi negara anggota terhadap rekomendasi tertentu.
Laporan-laporan ini ditelaah oleh Komite Ahli tentang
Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi. Hasilnya kemudian
dipublikasikan dalam bentuk Tinjauan Umum.?

2. Pengawasan Khusus

Secara keseluruhan terdapat tiga prosedur pengawasan khusus

bagi pelaksanaan konvensi dan rekomendasi ILO. Dua prosedur
khusus disusun berdasarkan Konstitusi ILO, yaitu: Keterwakilan dan
Pengaduan. Sementara berdasarkan kesepakatan antara ILO dan
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social
Council/ECOSOC) pada 1950, dibentuklah prosedur khusus ketiga
tentang pelanggaran prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

Prosedur Pengaduan

Ketentuan Pasal 24 dari Konstitusi ILO memungkinkan serikat
pekerja/buruh dan organisasi pengusaha nasional maupun
internasional untuk menyampaikan pengaduan, melalui kantor
ILO, kepada Badan Pimpinan mengenai negara anggota yang
ditengarai tidak melaksanakan ketentuan konvensi yang telah

3

International Labour Standards: A Trade Union Training Guide, ILO/ITC, Turin, 1998, Hal.
397.



diratifikasi negara tersebut. Apabila pengaduan tersebut
dianggap memenuhi persyaratan, Badan Pimpinan akan
melakukan pemeriksaan serta mengeluarkan rekomendasi dan
meminta tanggapan negara bersangkutan. Apabila tanggapan
tidak diberikan dalam jangka waktu tertentu atau apabila
tanggapan tersebut dinilai tidak memuaskan, Badan Pimpinan
dapat mempublikasikan pengaduan tersebut.

Prosedur Penyampaian Keluhan

Menurut Pasal 26 Konstitusi ILO, negara anggota dapat
mengajukan keluhan atas negara anggota lain atau delegasinya
di Konferensi Perburuhan Internasional yang dianggap tidak
melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi yang sudah
diratifikasi oleh kedua negara bersangkutan. Apabila dianggap
memenuhi syarat, Badan Pimpinan akan menindaklanjutinya
dengan melakukan penyelidikan serta memberikan
rekomendasi.

Prosedur Khusus untuk Kebebasan Berserikat

Melalui prosedur ini, pengaduan mengenai pelanggaran
prinsip-prinsip kebebasan berserikat dapat disampaikan oleh
pemerintah, serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha
terhadap negara anggota ILO. Prosedur ini dapat diterapkan
bagi negara anggota yang sudah maupun belum meratifikasi
konvensi yang terkait. Hal ini dimungkinkan karena kebebasan
berserikat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan harus
dilaksanakan seluruh negara anggota.

Untuk menindaklanjuti pengaduan ini, dua badan khusus telah
dibentuk, yaitu Komite tentang Kebebasan Berserikat dari
Badan Pimpinan dan Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi tentang
Kebebasan Berserikat (Fact-finding and Conciliation
Commission on Freedom of Association).

Komite Kebebasan Berserikat beranggotakan sembilan orang
yang mewakili ketiga unsur tripartit yang bertugas memeriksa
pengaduan. Sementara Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi
beranggotakan orang-orang berkualifikasi sangat tinggi serta
mandiri yang ditunjuk oleh Badan Pimpinan. Komisi ini
bertugas menyelidiki kasus pelanggaran dan mencari solusi
bersama-sama dengan pemerintah dari negara yang
diadukan.

Untuk kasus pelanggaran berat dan mendesak terhadap hak
atas kebebasan berserikat, Direktur Jenderal ILO, dengan
persetujuan dari Komite Kebebasan Berserikat, dapat meminta
pemerintah negara yang diadukan untuk mengizinkan
perwakilannya melakukan misi "kontak langsung” (direct contact
mission) dan penyelidikan lapangan. Misi kontak langsung ini
bertugas menyusun laporan yang akan dijadikan sebagai
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pbahan pertimbangan Komite Kebebasan Berserikat dalam
membuat keputusan dan rekomendasi.

Konstituen Tripartit dan Mitra Sosial ILO

Secara umum, mitra utama ILO adalah pemerintah, pengusaha
dan pekerja/buruh. Secara formal, istilah “mitra sosial” merujuk pada
organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh, yang juga dikenal
sebagai “mitra sosial” dalam perekonomian. Keduanya memunyai
kekuatan “suara” yang sama dengan pemerintah negara anggota
dalam menentukan kebijakan dan program ILO.* Dalam hal ini, mitra
sosial ILO dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Pertama
adalah serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha dengan
status konsultatif (consultative status) dalam badan-badan utama ILO,
seperti Konferensi Perburuhan Internasional dan Badan Pimpinan.
Sementara kelompok kedua adalah serikat pekerja/buruh serta
organisasi pengusaha atau institusi lain yang terkait erat dengan
pelaksanaan program kerja ILO atau memiliki kompetensi dalam
menyelesaikan masalah-masalah perburuhan dan ketenagakerjaan.

Mitra Sosial ILO di Indonesia

Mitra sosial ILO di Indonesia adalah serikat pekerja/buruh dan
asosiasi pengusaha. Keduanya memainkan peranan penting dalam
pelaksanaan mandat ILO seperti dipaparkan sebelumnya. Dalam
penetapan standar-standar perburuhan internasional, misalnya, para
wakil serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha, bersama-
sama dengan pemerintah, dapat saling menginformasikan dan
berdiskusi mengenai situasi, pandangan, kepentingan dan program
masing-masing. Pembahasan-pembahasan tersebut pada gilirannya
dapat menghasilkan penetapan standar ketenagakerjaan
internasional baru yang mengacu pada kebutuhan semua pihak
dan dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan standar-standar tersebut, serikat pekerja/
buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berperan
memberi masukan kepada pemerintah dalam penyusunan laporan
seperti diwajibkan oleh konvensi-konvensi terkait. Serikat pekerja/
buruh dan APINDO turut berperan dalam penyusunan peraturan
perundangan nasional yang sesuai dengan standar internasional,
serta dalam pengembangan program-program bantuan teknis yang
diperlukan Indonesia. Kegiatan-kegiatan ILO pada prinsipnya harus
memperhatikan kepentingan-kepentingan para mitra sosialnya,
sekaligus menghormati peran dan tanggung jawab mereka.

4 ILO Information Leaflet, Hal. 4, www.ilo.org/public/english/bureau/inf/download/
leaflet/pdf/leaflet 2001.pdf



Sebaliknya, para mitra pun diharapkan dapat berperan aktif dalam
kegiatan-kegiatan ILO tersebut.

Polisi Sebagai Mitra Kerja ILO

Dalam proses pembangunan dan pengembangan industri,
terjadinya perselisinan industrial tak terhindari. Pasal 1 UU No. 2/
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
menetapkan bahwa perselisinan industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau sekelompok pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh akibat perselisinan hak, kepentingan, pemutusan
hubungan kerja serta perselisinan antarserikat pekerja/buruh dalam
satu perusahaan.

Seperti ditetapkan dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, secara umum polisi bertanggungjawab
menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat. Karenanya, penanganan aspek-aspek hukum dan
ketertiban dalam perselisihan hubungan industrial adalah sejalan
dengan tugas-tugas kepolisian. Untuk itu, Polri dapat dikatakan
sebagai salah satu mitra ILO—meski secara formal diwakilkan oleh
departemen yang membawahi bidang ketenagakerjaan. Lebih
lanjut mengenai peran kepolisian dalam penanganan aspek hukum
dan ketertiban dalam perselisinan hubungan industrial akan dibahas
di Modul 7.
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PAPARAN 3.1: INDONESIA
DAN ORGANISAS|
PERBURUHAN
NTERNASIONAL (ILO)
DALAM MASYARAKAT
DUNIA
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International Labour Organization
Jakarta

Organisasi Perburuhan Internasional
Jakarta

Menara Thamrin, Level 22

JI. MLH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
PO. Box 1075, Jakarta 10010
INDONESIA

Phone: (62 21) 391 3112

Fax: (62 21) 310 0766

E-mail: jakarta@ilo.org

Website: www.ilo.org/jakarta
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KEBEBASAN DARI KERJA PAKSA K. 29
DAN K. 105
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KONVENSI KERJA PAKSA, 1930 (NO. 29)

= DIRATIFIKASI: 163 DARI 177 NEGARA
= DIRATIFIKASI INDONESIA PADA TANGGAL 12 JUNI 1950




KERJA PAKSA

“Semua Pekerjaan Atau PelayananYang Sulit Dari
Siapapun Dibawah Ancaman Hukuman Dimana Orang
Tersebut Tidak Menawarkan Diri Secara Suka Rela”

Hukuman Yang Mamadai Penegakan Hukum Yang Tegas

PENGECUALIAN (1)

= Pelayanan Wajib Militer untuk Pekerjaan yang Khusus
Berkarakter Militer

=  Tidak dapat Dipakai untuk Personil Suka Rela atau Karir
Militer

= Pekerjaan Harus Murni Berkarakter Militer, tidak untuk
Tujuan Pembangunan

PENGECUALIAN (2)

Kewajiban-kewajiban Sipil yang Normal

Contoh: Tugas Juri
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PENGECUALIAN (3)

Semua Pekerjaan Sebagai Konsekuensi Dari Keputusan
Pengadilan

=  Di bawah Pengawasan dan Kontrol Penguasa Umum

= Tidak diupah atau ditempatkan di bawah Perusahaan
Pribadi
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PENGECUALIAN (4)

Keadaan Darurat

Keadaan Apapun yang dapat Membahayakan Kehidupan
atau Makhluk Hidup dari Seluruh atau Sebagian

Populasi

Contoh: Kebekaran, Banjir, Ganpa Buni, Paakit Bpidanis yarg
Gamat, Invasi oleh Binatarg, Serargoa atau Hama Turbuhan

PENGECUALIAN (5)

Pelayanan Masyarakat
= Kepentingan Langsung Masyarakat
oleh Anggota Masyarakat
= Anggota Masyarakat sudah diberitahu
Mengenai Pekerjaan yang akan Dilakukan
Contch: Pagairan Sirngal untuk Masyarakat, Pamel iharaah

Jalan untuk Masyarakat, Panbangurnan Bangunan Kecil
(Sekolah) untuk Masyarakat




KONVENSI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA,
1957 (NO. 105)

= DIRATIFIKASIE: 161 DARI 177 NEGARA
= DIRATIFKASI INDONESIA PADA TANGGAL 7 JULI 1999

TUJUAN (1)

Kerja Paksa Untuk Kepentingan Politik

=  Sebagai Cara Penekanan atau Pendidikan Politik atau
sebagai Hukuman atas Pemahaman atau Pernyataan
Pandangan Politik atau Ideologi yang Bertentangan
dengan Sistem Politik, Sosial dan Ekonomi yang Berlaku

= nteraksi dengan Hak-hak seperti Kebebasan
Berpendapat dan Hak untuk Berkumpul

TUJUAN (1)

=  Tidak Melindungi Kekerasan Politik atau Teroris

= Tidak Berlaku untuk Pembatasan Hak Kebebasan
Mengungkapkan Pendapat yang Penting untuk
Menjaga Nilai-nilai Masyarakat yang Demokratis,
Misalnya Fitnah, Kebencian Rasial, Demonstrasi di Muka
Umum
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TUJUAN (2)

Sebagai Cara Untuk Mengerahkan Dan Menggunakan
Tenaga Kerja Untuk Maksud Pembangunan Ekonomi

Jumlah yang Berarti

Seringkali ditetapkan sebagai Pelayanan Sipil Dengan
Periode yang tetap untuk Kalangan Masyarakat yang
ditentukan Berdasar Umur dan Pendidikan (Myanmar)

bahan presentasi

TUJUAN (3)
Sebagai Cara Untuk Membina Disiplin Tenaga Kerja

Untuk Memastikan Pelaksanaan Tindakan (Pembatasan
Fisik dalam Kapal Laut)

Sanksi untuk Pelanggaran Disiplin (Jasa Pelayanan
Utama)

TUJUAN (4)

Sebagai Hukuman karena Keikutsertaan dalam
Pemogokan

Mogok yang llegal (Jasa Pelayanan Utama, Periode
Konsiliasi)

26




TUJUAN (5)

Sebagai Pelaksanaan Diskriminasi Rasial, Sosial,
Bangsa dan Agama

Jarang Terjadi, Tidak Ada Kasus Baru Mengenai Hal Ini

27
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TUJUAN

Umum

Melalui bab ini, peserta diharapkan dapat mengetahui latar
belakang yang mendasari penetapan Deklarasi ILO tentang Prinsip-
prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja serta tindak lanjutnya,
dan memahami ketentuan-ketentuan dasar masing-masing
Konvensi Pokok ILO.

Khusus

Peserta diharapkan:

=  Mengetahui serta memahami Prinsip-prinsip dan Hak-hak
Mendasar di Tempat Kerja;

= Mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan pokok dari
masing-masing Konvensi Pokok ILO; dan

=  Mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar
tersebut diaplikasikan di negara-negara anggota ILO.







USULAN STRATEGI
PELATIHAN

URUTAN KEGIATAN METODE BAHAN WAKTU

1. Paparan tentang tujuan umum Kuliah Flip Chart 5 Mnt
dan khusus

2. Paparan tentang “Hak Asasi Kuliah Paparan 3.1 30 Mnt

Manusia serta Prinsip-prinsip dan
Hak-hak Mendasar di Tempat

Kerja

3. Tanya Jawab tentang Materi Diskusi Umum | Paparan 3.1 20Mnt
Pemaparan dan Flip Chart

4. Paparan tentang “Konvensi ILO Kuliah Paparan 3.2 40 Mnt

Nomor 29 dan 105

5. Tanya Jawab tentang Materi Diskusi Umum | Paparan 3.2, 20 Mnt
Pemaparan 3.3. dan
Flip Chart
6. Paparan tentang “Konvensi ILO Kuliah Paparan 3.4 30 Mnt
Nomor 100 dan 101 3.5
/. Tanya Jawab tentang Materi Diskusi Umum | Paparan 3.4, 30 Mnt
Pemaparan 3.5. dan
Flip Chart
8. Paparan tentang “Konvensi ILO Kuliah Paparan 3.6 30 Mnt
Nomor 138 dan 182 3.7
9. Tanya Jawab tentang Materi Diskusi Umum | Paparan 3.6, 30 Mnt
Pemaparan 3.7. dan
Flip Chart
10. Studi Kasus tentang Prinsip- Kerja Kelompok | Flip Chart $ 60 Mnt
prinsip dan Hak-hak Mendasar Transparansi

di Tempat Kerja

1. Paparan Hasil Kerja Kelompok Kuliah dan Flip Chart & 60 Mnt
Diskusi Umum | Transparansi

12. Pembulatan Kuliah 10 Mnt







LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang
secara kodrati melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pada
dasarnya, semua kehidupan manusia tidak terlepas dari nuansa
HAM.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia,
seperti diuraikan pada bab terdahulu, wajib menghormati HAM
yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM PBB, serta berbagai
perangkat internasional lainnya mengenai HAM. Meski masih
dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial, politik dan ekonomi,
Indonesia wajib mengedepankan masalah ini. Selama persoalan-
persoalan berat tersebut tidak terselesaikan, keadilan sosial bagi
seluruh masyarakat tidak akan tercapai.

Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum
(Rechtsstaat) dan bukan berdasarkan asas kekuasaan (Machtsstaat).
Ini artinya, negara (dalam hal ini termasuk pemerintahan dan
lembaga-lembaga negara lainnya) dalam melaksanakan
tindakannya harus berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberi
Jjaminan dan perlindungan HAM berdasarkan ketentuan hukum
yang berkeadilan dengan menekankan pada: (i) Pengakuan dan
perlindungan HAM; (i) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
dan (iii) Aturan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8, 71 dan 72 UU No. 39 Tahun
1999 tentang HAM, tanggung jawab dan tugas untuk melindungi,
memajukan dan menegakkan HAM terutama menjadi tanggung
jawab pemerintah, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif dan
legislatif. Kendati demikian, tanpa jalinan kerjasama yang baik
dengan semua elemen masyarakat, perwujudan perlindungan
HAM tak dapat terpenuhi. Ini mengingat bahwa pada dasarnya
kebebasan dan hak setiap orang dibatasi oleh kebebasan dan hak
orang lain sehingga setiap orang berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk saling menghormati hak asasi orang lain.







PRINSIP-PRINSIP DASAR
HAM

Konsep HAM dilandasi oleh persamaan derajat dan harkat
martabat manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku bagi
semua orang. Kesemua hak ini pada dasarnya mengandung asas-
asas kesetaraan serta larangan diskriminasi berdasar ras, warna kuli,
bahasa, agama, jenis kelamin, kebangsaan, pendapat politik, asal
usul, kepemilikan, kelahiran dan status lain. Asas-asas ini pun diikuti
dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih. Dengan
demikian, HAM mencakup keseluruhan hak pokok bagi kehidupan
manusia yang meliputi aspek keamanan jasmani, kebebasan dan
pengembangan diri.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, HAM dapat dibagi ke
dalam tiga bentuk:'

1. Hak perlindungan di bidang sipil dan politik, yakni:

a. Hak hidup, integritas, kebebasan dan keamanan seorang
manusia, termasuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan
atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan harkat dan martabat manusia;

b. Hak dalam penyelenggaraan peradilan;

Hak atas privasi;

Kebebasan beragama dan berkepercayaan, kebebasan
berpendapat dan berekspresi, dan kebebasan untuk
bergerak;

Berkumpul dengan damai dan berserikat;

Partisipasi politik;

Persamaan dimuka hukum; dan

Perlindungan yang efektif terhadap diskriminasi dalam
bentuk apapun.

an

So oo

2. Hak perlindungan di bidang sosial, budaya dan ekonomi, yakni:

a. Pekerjaan dan kondisi kerja yang memadai;
b. Membentuk serikat pekerja,

1 Muladi, “Tanggapan Pendidikan Tinggi dalam Bidang Hukum Menghadapi Era Pasar
Bebas: Bidang Hak Asasi Manusia.” Makalah disampaikan pada Forum Komunikasi
Bidang Hukum yang diselenggarakan Dirjen Dikti di Bandungan, Semarang, 18-21
November 1996.




€. Jaminan sosial dan standar hidup yang memadai termasuk
makanan, sandang dan perumahan;
d. Kesehatan;
. Pendidikan; dan
f. Mengambil bagian dalam kehidupan budaya.

3. Hak pengembangan yang mencakup hak untuk berpartisipasi,
memberikan kontribusi dan menikmati hasil pembangunan,
serta hak untuk menentukan nasib sendiri.

Ketiga bentuk HAM di atas dirumuskan dalam perangkat utama
HAM, seperti Universal Declaration of Human Rights (1948,
International Covenant on Civil and Political Rights (1948),
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(1966), dan seperangkat instrumen yang dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan dunia internasional. Rencana Aksi Nasional
tentang HAM (RANHAM) tahun 2004-2009 telah memasukkan
ratifikasi kedua kovenan utama ini ke dalam program kerjanya.

Dikaitkan dengan dunia perburuhan dan ketenagakerjaan,
jelaslah terlihat bahwa hak yang terkait dengan pekerja/buruh bukan
sekadar meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya, namun juga hak
sipil dan politik. Hak atas pekerjaan dan semua atributnya tidak akan
dapat terpenuhi secara efektif apabila yang bersangkutan tidak
diperlakukan secara sama di depan hukum, atau apabila ia tidak
memperoleh akses atas pelayanan publik yang disediakan negara.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah perburuhan bukanlah sekadar
isu nasional, namun merupakan isu global.



DEKLARASI ILO TENTANG
PRINSIP-PRINSIP DAN HAK-
HAK MENDASAR DI
TEMPAT KERJA

Pada 18 Juni 1998, ILO mengadopsi Deklarasi tentang Prinsip-
prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (The ILO Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work). Deklarasi ini
merupakan komitmen universal yang bertujuan mengupayakan
keselarasan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum
dalam satu negara dan antarnegara dalam era globalisasi. Deklarasi
ini menciptakan landasan sosial yang harus dihormati oleh semua
negara, terlepas dari tingkat pertumbuhan sosial-ekonomi mereka.

Perangkat ini menggabungkan empat prinsip dan hak-hak
mendasar di tempat kerja yang terkandung di dalam ke-delapan
konvensi ILO, yang juga dikenal sebagai Konvensi Pokok ILO.
Deklarasi ini menetapkan prinsip-prinsip dan hak-hak yang harus
dihormati, disebarluaskan dan dilaksanakan oleh semua negara
angggota ILO. Kewajiban ini melekat pada keanggotaan suatu
negara sehingga konvensi-konvensi pokok ini harus diratifikasi dan
dijalankan semua negara anggota.

Melalui Deklarasi ini, ILO pun menegaskan komitmennya untuk
mengerahkan segala upaya untuk membantu negara-negara
anggotanya menjalankan kewajiban mereka dalam bentuk laporan
tahunan, laporan global serta bantuan teknis. Berikut ini penjelasan
mengenai isi dari ke-empat prinsip dan hak mendasar di tempat
kerja, serta konvensi-konvensi pokok yang terkait.

Kebebasan Berserikat dan Hak untuk
Berunding Bersama?

Kebebasan berserikat menjamin hak semua pekerja/buruh dan
pengusaha untuk membentuk atau bergabung dengan serikat
pekerja/buruh atau organisasi pengusaha berdasarkan pilihan
mereka sendiri. Para pekerja/buruh dan pengusaha berhak untuk

2 Prinsip-prinsip ini juga telah diatur dalam berbagai perangkat HAM internasional
maupun hukum nasional Indonesia, seperti: Pasal 20 Ayat (1) Deklarasi Universal HAM
[DUHAM); Pasal 21 Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 8 Kovenan tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28, 28E Ayat (3) dan 28D Amandemen Ke-
4 UUD 1945; serta Pasal 24 dan 34 UU No. 39/1999 tentang HAM; Pasal 2, 3, 6, 7, 13
Ayat (3), dan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 9/1998 tentang Menyatakan Pendapat di Muka
Umum.




melindungi dan memenuhi kepentingan mereka di tempat kerja
melalui dialog dalam perundingan bersama yang dilakukan secara
sukarela.

Prinsip-prinsip ini diatur dalam Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk
Berorganisasi serta Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Hak
Berorganisasi dan Berunding Bersama.

Konvensi ILO No. 87 melindungi hak semua pekerja/buruh dan
pengusaha, tanpa kecuali, untuk membentuk atau menjadi anggota
serikat pekerja/buruh atau asosiasi pengusaha pilihan mereka sendiri,
tanpa perlu meminta izin sebelumnya. Konvensi ini juga melindungi
hak pekerja/buruh dan pengusaha untuk menyusun dan
menjalankan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART),
serta program kerja organisasi mereka masing-masing. Dua hak
pokok lain yang tertuang di dalam Konvensi ini adalah hak untuk
mendapat perlindungan terhadap pembekuan atau pembubaran
organisasi, serta hak untuk membentuk atau bergabung dengan
federasi atau konfederasi dan berafiliasi dengan organisasi
internasional.

Konvensi ILO No. 98 melindungi pekerja/buruh terhadap
tindakan anti serikat pekerja/buruh, seperti diskriminasi akibat
menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja/buruh. Konvensi
ini juga mengatur agar serikat pekerja/buruh maupun asosiasi
pengusaha dapat terbebas dari campur tangan pihak lain, serta
mampu meningkatkan dan mengefektifkan perundingan bersama
untuk menetapkan persyaratan dan kondisi kerja melalui
perundingan sukarela yang didasarkan atas itikad baik.

Prinsip tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama
ini telah diterapkan melalui ketiga UU Indonesia tentang
Ketenagakerjaan yang baru, yaitu: UU No. 21/2000 tentang Serikat
Pekerja/ Buruh; UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta
UU No. 272004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.

Penghapusan Segala Bentuk Kerja Paksa dan
Kerja Waijib®

Prinsip ini melindungi setiap orang dari kerja paksa atau wajib
kerja. Prinsip ini berdasarkan pandangan bahwa tidak seorangpun
dapat dipaksa untuk bekerja dengan secara tidak sukarela atau di
bawah ancaman hukuman. Prinsip ini pun mengharuskan
penghapusan segala bentuk kerja paksa dan wajib kerja. Dua

3 Prinsip-prinsip mengenai kerja paksa ini, antara lain, dinyatakan pula dalam: Pasal 4
dan Deklarasi Universal HAM; Pasal 7 dan 8 Ayat (20) dan Pasal 12 Kovenan tentang
Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 28B Ayat (2), 28D Ayat (2) dan 28I Ayat (4), dan Pasal 30
Ayat (4) Amandemen Ke-4 UUD 1945; Pasal 3, 4, 9, 20, 27, 30, 33 dan 38 Ayat (2) UU
No. 39/1999 tentang HAM; serta Pasal 297, 324, 328, 333, 335 Ayat (1) KUHP.



konvensi pokok ILO yang mengatur prinsip di atas adalah Konvensi
No. 29 Tahun 1930 tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Waijib
Kerja dan Konvensi No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja
Paksa.

Konvensi No. 29 mewajibkan negara anggota ILO untuk
melakukan upaya-upaya penghapusan segala bentuk kerja paksa
atau wajib kerja dalam waktu sesingkat mungkin. Yang dimaksud
dengan kerja paksa atau wajib kerja adalah semua pekerjaan atau
jasa yang dipaksakan pada setiap orang atau merupakan suatu
pbentuk hukuman dan dilakukan oleh orang tersebut tidak dengan
sukarela. Kerja paksa dianggap sebagai pelanggaran pidana dan
penyelenggaranya harus mendapat hukuman.

Contoh kerja paksa, antara lain, adalah budak/perbudakan
dan budak ijon (perbudakan untuk membayar hutang).
Pengecualian terhadap ketentuan ini berlaku untuk wajib militer
berdasarkan UU, bekerja sebagai bentuk pengabdian pada
masyarakat (wajib kerja sarjana), keputusan pengadilan dengan
pengawasan langsung pejabat pemerintah, keadaan darurat
(perang, bencana alam, kebakaran atau banjir), atau bekerja dalam
rangka kerjasama kemasyarakatan (gotong royong membersinkan
desa atau siskamling).

Negara anggota ILO yang meratifikasi Konvensi No. 105
berkewajiban melakukan tindakan-tindakan efektif untuk menjamin
penghapusan segera dan sepenuhnya kerja paksa dalam bentuk
apapun. Ini termasuk bentuk-bentuk kerja paksa yang digunakan
sebagai cara atau alat untuk menekan atau menghukum orang
yang memiliki pandangan politik atau ideologi berbeda,
memobilisasi pekerja/buruh dengan alasan pembangunan
ekonomi, mendisiplinkan pekerja/buruh, menghukum karena
keikutsertaan seseorang dalam pemogokan atau sebagai sarana
untuk menerapkan berbagai bentuk diskriminasi.

Penghapusan Pekerja Anak Secara Efektif*

Prinsip ini menetapkan bahwa setiap anak harus memperoleh
kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka,
paik secara fisik, mental dan moral, sebelum memasuki dunia kerja
pada usia minimum yang telah ditetapkan. Pemerintah juga diminta
untuk menaikkan batas usia minimum tersebut secara progresif.
Idealnya seorang anak harus menikmati masa kecil yang tidak

4 Prinsip-prinsip ini juga dirumuskan dalam Pasal 4, 24, 25 dan 27 Deklarasi Universal
HAM; Pasal 7 dan 8 Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 10 Ayat (3) dan
Pasal 15 Ayat (1) Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pasal 11 Ayat
(1), 14, 31, 32 dan 36 Konvensi Hak Anak; Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (2), Pasal
28 | Ayat (4), dan Pasal 30 Ayat (4) Perubahan Ke-4 UUD 1945, Pasal 3, 52, 61, 64 dan
65 UU No. 39/1999 tentang HAM; serta diatur pula dalam Pasal 11, 13 dan 59 UU No.
23/2002 tentang Perlindungan Anak; selanjutnya dirumuskan pula dalam Pasal 297,
301 dan 330 Ayat (1) KUHPR




digunakan untuk bekerja, melainkan untuk menikmati pendidikan
dan pengembangan dirinya. Dalam hal ini, penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan prioritas utama.

Dua konvensi pokok ILO yang mengatur prinsip-prinsip ini
adalah Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi No. 182 Tahun 1999 tentang
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Konvensi No. 138 mewajibkan negara anggota yang
meratifikasinya untuk menjalankan kebijakan nasional yang
ditetapkan untuk menghapus secara efektif praktek-praktek
mempekerjakan anak. Konvensi ini juga meminta pemerintah negara
tersebut untuk secara progresif menaikkan usia minimum
diperbolehkannya seorang anak bekerja demi perkembangan fisik
dan mental anak tersebut.

Konvensi No. 182 mewajibkan negara anggota yang
meratifikasinya mengambil tindakan efektif dan segera untuk
melarang dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak, di antaranya:

= Segala bentuk perbudakan maupun praktek sejenisnya, seperti
penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, penghambaan,
kerja paksa/wajib (termasuk untuk keperluan konflik bersenjata);

*  Pemanfaatan, penyediaan maupun penawaran anak untuk
kegiatan prostitusi, produk dan atau pertunjukan porno;

* Pemanfaatan, penyediaan maupun penawaran anak untuk
produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana
diatur dalam perjanjian internasional terkait; dan

= Pekerjaan yang karena sifat, penggunaan alat maupun bahan
serta lingkungan kerjanya dapat membahayakan kesehatan dan
keselamatan fisik, moral atau intelegensi anak.

Penghapusan Diskriminasi di Tempat Kerja®

Prinsip ini mengatur pemberian kesempatan dan perlakuan
yang sama terhadap setiap pekerja/buruh dalam segala aspek
pekerjaan atau jabatan di tempat kerja. Aspek-aspek pekerjaan yang

5 Prinsip-prinsip ini juga dapat dijumpai dalam Pasal 2 dan 23 Deklarasi Universal HAM;
Pasal 2 dan 3 Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 3, 6 dan 7 Kovenan
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pasal 1, 11 dan 16 Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi
dengan UU No. 7/1984; Pasal 5, 28B Ayat (2), 28D Ayat (2) dan (3), 28 H Ayat (2), 28 |
Ayat (2) dan (4), Pasal 30 Ayat (4) dan Pasal 49 Perubahan Ke-4 UUD 1945; Pasal 5, 6,
22, 23, 31, 38 Ayat (3), Pasal 45, 49 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang HAM;
Pasal 6, 13 dan 14 UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, serta Pasal 7 Ayat (1)
dan 17 UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. UU No. 1372003
tentang Ketenagakerjaan juga telah menerapkan prinsip-prinsip ini, sepeti terlihat
dalam Pasal 3, 5, 6, 11, 18, 52, 67, 80, 81, 83, 86, 88, 99, 104, 111, 153 Ayat (1)
bagian ¢, g, dan i.



dimaksud mulai dari pelatinan, perekrutan, promosi, pengupahan
hingga kondisi kerja. Kesempatan dan perlakuan yang sama harus
diberikan kepada setiap pekerja/buruh tanpa membedakan jenis
kelamin, agama, ras, warna kulit, keyakinan politik, kebangsaan dan
status sosial.

Konvensi-konvensi pokok ILO yang mengatur prinsip ini adalah
Konvensi No. 100 Tahun 1951 tentang Persamaan Upah bagi
Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Bernilai
Sama serta Konvensi No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam
Hal Pekerjaan dan Jabatan.

Konvensi No. 100 bertujuan memastikan pemberian upah serta
Jjaminan sosial yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan
untuk pekerjaan bernilai sama. Hal-hal yang termasuk di dalamnya
adalah upah pokok, upah minimum atau upah biasa, serta semua
tunjangan atau bonus, dalam bentuk tunai atau barang, yang
dibayarkan secara langsung atau tidak oleh pengusaha sebagai
imbalan atas jasa kerja pekerja/buruh. Penetapan mengenai nilai
suatu pekerjaan dilakukan melalui metode obyektif dengan
melibatkan wakil-wakil dari ketiga unsur tripartit. Pelaksanaan prinsip
ini dapat dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan hukum,
peraturan perundangan, perjanjian kerja bersama atau kombinasi
cara-cara tersebut.

Konvensi No. 111 bertujuan untuk memberikan kesempatan
dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara dalam
hal mendapatkan pekerjaan dan memperoleh jabatan tanpa
membedakan ras, warna kulit, kebangsaan, suku, jenis kelamin,
agama, maupun pandangan politik. Konvensi ini mewajibkan
pengaturan hal-hal tersebut dalam perundangan nasional serta
pencabutan perundangan yang diskriminatif.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sejatinya seluruh hak
yang terdapat dalam Deklarasi ILO tahun 1998 dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan nasional serta dalam berbagai
perangkat HAM internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa ke-empat prinsip dan hak mendasar tersebut merupakan
HAM yang melekat pada setiap orang yang berada di tempat kerja,
yang wajib dihormati, dilindungi dan dikembangkan demi
terciptanya iklim kerja yang kondusif.
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PAPARAN 3.1:

HAK ASASI MANUSIA
SERTA PRINSIP-PRINSIP
DAN HAK-HAK MENDASAR
DI TEMPAT KERJA

POLICE




bahan presentasi

HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP-
PRINSIP dan HAK-HAK MENDASAR DI
TEMPAT KERJA

= Seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia

= Prinsip-prinsip dasar:
Persamaan derajat dan martabat manusia
Nilai-nilai kemanusiaan
Hak dan kebebasan
= Bentuk-bentuk utama HAM:
Hak sipil dan politik
Hak ekonomi, sosial dan budaya
Hak mengembangkan diri

PRINSIP DAN HAK-HAK MENDASAR DI
TEMPAT KERJA/FUNDAMENTAL PRINCIPLES
AND RIGHTS AT WORK (FPRW)

= Prinsip-prinsip dan hak-hak utama bagi pekerja dan
pengusaha

= Pra-syarat untuk mewujudkan pekerjaan yang layak
bagi semua
= Komponen-komponen utama:
Prinsip dan hak utama yang diperlukan untuk
memajukan dan melindungi pekerjaan yang layak
bagi semua




¢+ Kebebasan bDerserikat dan hak untuk
berunding bersama

¢+ Kebebasan dari diskriminasi dan hak atas
kesempatan yang sama

- Prinsip utama yang diperlukan untuk menghapuskan

segala bentuk pekerjaan yang tidak layak

¢+ Pelarangan kerja paksa dan kewajiban untuk
menghapuskannya

*  Pelarangan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk
anak dan kewajiban untuk menghapuskannya

@ FPRW dan HAM

FPRW memberikan penghormatan dan perlindungan
bagi hak-hak mendasar pekerja dan pengusaha di
tempat kerja:

- Hak-hak sipil dan politik

- Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya

- Hak untuk mengembangkan diri

- Hak atas persamaan derajat dan martabat

@ FPRW dalam Instrumen HAM: DEKLARASI
UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

Kebebasan berserikat dan berunding bersama: Psl. 20
(kebebasan untuk berkumpul dan berasosiasi secara
damai), Psl. 23 (4) (hak untuk membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja demi perlindungan atas
kepentingan);

Persamaan dan Non-Diskriminasi: Mukadimah, Psl. 1, 2,
Psl. 7, dan Psl 23 (2) (hak setiap orang, tanpa
pembedaan, atas upah yang sama untuk pekerjaan
yang sama);
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FPRW dalam Instrumen HAM: ...

Kerja Paksa dan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak: Psl. 4 (pelarangan terhadap perbudakan atau
perhambaan dan perdagangan budak dalam segala
bentuk; pelarangan terhadap perlakuan yang tidak
manusiawi dan merendahkan martabat); Psl. 23 (1) (hak
atas kebebasan memilin pekerjaan dan atas kondisi kerja
yang adil dan menguntungkan); Psl. 26 (setiap orang
pberhak atas pendidikan dan pendidikan dasar secara
cuma-cuma, yang harus diwajibkan).

FRRW dalam nstrumen FAM: KOVENAN

INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN
POLITIK (ICCPR)

Kebebasan berserikat dan berunding bersama: Psl. 22
(1). (2) dan (3);
Persamaan dan Non-Diskriminasi: Mukadimah, Psl. 2, 3, Psl. 26;

Kerja Paksa dan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak: Psl. 8 (pelarangan perbudakan dan perdagangan
budak dalam segala bentuknya, pelarangan penahanan
orang lain dalam perhambaan; pelarangan kerja paksa
dan kerja wajib)

DEKLARASI FPRW: PERANGKAT PRINSIP

DAN HAK UNIVERSAL ILO

Latar Belakang:

Keadilan Sosial 7 Upaya menyelaraskan pertumbuhan
ekonomi dan kemajuan sosial antar negara dan dalam
satu negara

Deklarasi disahkan {Juni 1998) sebagai komitmen politik
semua negara anggota ILO utk memajukan,
menghormati dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-
hak mendasar:




- Kebebasan berserikat dan hak untuk berunding
bersama

- Penghapusan kerja paksa

- Penghapusan disriminasi dalam pekerjaan dan

jabatan

Penghapusan pekerja anak

Yang terdapat dalam Konvensi-konvensi mendasar ILO

- Dengan menjadi negara anggota ILO, prinsip-prinsip
dan hak-hak ini wajib dimajukan, dihormati, dan
diwujudkan.

Upaya Memajukan dan Mewujudkan
= laporan Tahunan

- Tentang upaya dan kendala pemajuan dan
perwujudan keempat prinsip mendasar yang
dihadapi negara-negara anggota

- Dibuat oleh Kantor ILO berdasarkan informasi dari
negara anggota yang belum meratifikasi

Deklarasi FPRW: ...

=  laporan Global

- Tentang status pemajuan dan perwujudan salah satu
dari keempat prinsip mendasar di semua negara
anggota

- Disusun oleh Direktur Jenderal ILO

= Proyek kerjasama teknis

- Perwujudan komitmen ILO untuk memobilisasi
sumber daya internal dan bantuan eksternal dalam
membantu negara anggota mencapai tujuan
Deklarasi FPRW
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Konvensi-konvensi Mendasar: Mendefinisikan
Isi dari Prinsip dan Hak-hak Mendasar
di Tempat Kerja

Konvensi-konvensi Mendasar:

"Konvensi-konvensi yang memuat prinsip dan hak-hak
mendasar di tempat kerja. Seluruh Negara Anggota harus
meratifikasi Konvensi-konvensi ini.

= Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berunding
Bersama (K.87 dan K.98)

=  Penghapusan Kerja Paksa (K. 29 dan K.105)

: POLICE
/Oﬂ[ufon Triiyiy, Friges

Konvensi-konvensi Mendasar: ...

=  Penghapusan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
(K. 100 dan K.111)

=  Penghapusan Pekerja Anak (K.138 dan K.182)

L0 Deciirniliey

POLICE

Traiysy Fripes

PERLINDUNGAN ATAS HAK UNTUK
BERORGANISASI, 1948

= |knhtisar : Perlindungan atas kebebasan dari kemungkinan
pembatasan atau pelanggaran oleh Negara
=  Empat Prinsip Utama:
- Hak seluruh pekerja dan pengusaha untuk
bergabung dengan atau membentuk organisasi

- Hak organisasi tersebut untuk menentukan sendiri
urusan internal mereka




@ | POLICE
lanjutan T

K87: KEBEBASAN BERSERIKAT ....

- Hak untuk melindungi organisasi tersebut dari
pembekuan atau pembubaran

- Hak untuk membentuk dan bergabung dengan
federasi dan konfederasi, serta hak untuk berafiliasi
dengan organisasi internasional

Konvensi ini berlaku bagi pegawai negeri yang
menangani administrasi Negara.

K98: HAK UNTUK BERORGANISASI DAN
BERUNDING BERSAMA, 1949

Ikhtisar : Merupakan instrumen yang berfokus pada hak
pekerja dan pengusaha

Tiga Prinsip Utama

- Perlindungan pekerja terhadap diskriminasi anti serikat

- Perlindungan organisasi pekerja dan pengusaha
terhadap intervensi oleh satu sama lain

- Memajukan perundingan bersama

Konvensi ini tidak berlaku bagi pegawai negeri yang

menangani Administrasi Negara.

K29: KERJA PAKSA, 1930

Ikhtisar : Menetapkan definisi dan pengecualian tentang
kerja paksa, dan bahwa kerja paksa harus diberi sangsi
yang setimpal

Definisi:

- Semua pekerjaan atau jasa yang diperoleh dari
siapapun sebagai akibat dari hukuman DAN yang
dilakukan oleh orang tersebut tidak dengan sukarela

POLICE

Trial iy Prigeat’
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K29: Kerja Paksa, 1930

= Pengecualian
- Wajib militer, kewajiban-kewajiban sipil biasa, sebagai
konsekuensi dari dakwaan, situasi darurat, layanan
umum ringan

= Kerja paksa adalah pelanggaran pidana dan mereka
yang melakukan harus mendapat hukuman yang keras
dan setimpal.

K105: PENGHAPUSAN KERJA PAKSA, 1957

= |khtisar : Menetapkan keadaan-keadaan tertentu dimana
kerja paksa tidak dapat diterapkan:

- Sebagai alat koersi atau pendidikan politik atau

- Sebagai hukuman karena berpegang atau
menyampaikan pandangan politik;

- Sebagai metode menggerakan dan menggunakan
pekerja untuk tujuan-tujuan pembangunan
ekonomi;

- Sebagai upaya pendisiplinan pekerja;

POLICE
loniUfcn Triiyiy, Friges

K105: Penghapusan Kerja Paksa, 1957

- Sebagai hukuman karena melakukan atau ikut
dalam pemogokan;

- Sebagai upaya diskriminasi rasial, sosial, kebangsaan
atau agama.




@Kmo: PENGUPAHAN YANG SAMA, 1951

Ikhtisar : Menetapkan pemberian upah yang sama bagi
pria dan wanita untuk pekerjaan yang bernilai sama

Tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan
« bernilai sama »: setiap Negara, dengan persetujuan
organisasi pekerja dan pengusahanya, menetapkan
atau mendorong ditetapkannya metode-metode
evaluasi pekerjaan yang obyektif, baik melalui analisa
pekerjaan maupun prosedur lain

DAN JABATAN), 1958

lkhtisar : Mengharuskan adanya upaya-upaya hukum
dan kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi

Menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan
diskriminasi atas akses kepada pekerjaan, pelatihan dan
kondisi kerja, serta untuk memajukan persamaan
kesempatan dan perlakuan. Mencabut perundangan
yang diskriminatif.

Diskriminasi «setiap pembedaan, pengecualian atau
pemilihan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin,
agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal sosial
(atau motif-motif lain yang ditetapkan oleh negara
bersangkuta) yang berakibat mengurangi atau
menghilangkan persamaan kesempatan dan perlakuan
dalam pekerjaan atau jabatan »
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K138: USIA MINIMUM, 1973

= |khtisar : Mengharuskan penetapan kebijakan efektif bagi
penghapusan pekerja anak dan prinsip-prinsip bagi
penetapan usia minimum

= Negara Anggota diharuskan untuk berusaha
menetapkan kebijakan nasional bagi penghapusan
pekerja anak dan untuk menaikan usia minimum untuk
bekerja

@ POLIGE
lonjuton A
K138: Usia Minimum, 1973

= Prinsip:

- Usia minimum tidak boleh lebih rendah dari usia
untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang
diwajibkan.

- Dalam kondisi apapun tidak lebih rendah dari 15
tahun (Apabila fasilitas pendidikan dan ekonomi
belum memadai, maka usianya bisa menjadi 14)

- Pekerjaan berbahaya-> 18 (atau 16 apabila fasilitas
ekonomi dan pendidikan belum memadai)

- Pekerjaan rinngan-> dari 13 atau 12 (apabila fasilitas
ekonomi dan pendidikan belum memadai) sampai 15.

L0 Deciirniliey
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TERBURUK UNTUK ANAK

= |khtisar: Mengharuskan upaya-upaya segera dan efektif
bagi pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuh untuk anak

= Mengharuskan « upaya segera dan efektif untuk
memastikan pelarangan dan penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak »

- Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek
perbudakan, seperti perdagangan anak, kerja ijon,
serta kerja pakas atau kerja waijib;




Mempekerjakan anak secara paksa atau wajib dalam
konflik bersenjata;

Pemengerjaan atau untuk pelacuran, produk-produk
pronografi atau pertunjukan porno;
Menggunakan atau menawarkan anak untuk
kegiatan-kegiatan terlarang, terutama dalam
pembuatan dan penjualan narkoba; serta,
Pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan,
keselamatan atau moral anak.

27
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International Labour Organization
Jakarta

Organisasi Perburuhan Internasional
Jakarta

Menara Thamrin, Level 22

JI. MLH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
PO. Box 1075, Jakarta 10010
INDONESIA

Phone: (62 21) 391 3112

Fax: (62 21) 310 0766

E-mail: jakarta@ilo.org

Website: www.ilo.org/jakarta

POLICE
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KEBEBASAN DARI KERJA PAKSA K. 29
DAN K. 105

POLICE

Tl Fripo

KONVENSI KERJA PAKSA, 1930 (NO. 29)

= DIRATIFIKASI: 163 DARI 177 NEGARA
= DIRATIFIKASI INDONESIA PADA TANGGAL 12 JUNI 1950




KERJA PAKSA

“Semua Pekerjaan Atau PelayananYang Sulit Dari
Siapapun Dibawah Ancaman Hukuman Dimana Orang
Tersebut Tidak Menawarkan Diri Secara Suka Rela”

Hukuman Yang Memadal Penegakan Hukum Yang
Tegas

PENGECUALIAN (1)

= Pelayanan Wajib Militer untuk Pekerjaan yang Khusus
Berkarakter Militer

=  Tidak dapat Dipakai untuk Personil Suka Rela atau Karir
Militer

= Pekerjaan Harus Murni Berkarakter Militer, tidak untuk
Tujuan Pembangunan

PENGECUALIAN (2)

Kewajiban-kewajiban Sipil yang Normal

Contoh: Tugas Juri
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PENGECUALIAN (3)

Semua Pekerjaan Sebagai Konsekuensi Dari Keputusan
Pengadilan

=  Di bawah Pengawasan dan Kontrol Penguasa Umum

= Tidak diupah atau ditempatkan di bawah Perusahaan
Pribadi

POLICE

Tl Fripo

PENGECUALIAN (4)

Keadaan Darurat

Keadaan Apapun yang dapat Membahayakan Kehidupan
atau Makhluk Hidup dari Seluruh atau Sebagian

Populasi
Contoh: Kebakaran, Banjir, Gempa Bumi, Penyakit

Epidemis yang Gawat, Invasi oleh Binatang,
Serangga atau Hama Tumbuhan

PENGECUALIAN (5)

Pelayanan Masyarakat
= Kepentingan Langsung Masyarakat
oleh Anggota Masyarakat
= Anggota Masyarakat sudah diberitahu

Mengenai Pekerjaan yang akan Dilakukan

Contoh: Pengairan Sungail untuk
Masyarakat, Pemeliharaah Jalan untuk
Masyarakat, Pembangunan Bangunan Kecil
(Sekolah) untuk Masyarakat




KONVENSI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA,
1957 (NO. 105)

= DIRATIFIKASIE: 161 DARI 177 NEGARA
= DIRATIFKASI INDONESIA PADA TANGGAL 7 JULI 1999

TUJUAN (1)

Kerja Paksa Untuk Kepentingan Politik

=  Sebagai Cara Penekanan atau Pendidikan Politik atau
sebagai Hukuman atas Pemahaman atau Pernyataan
Pandangan Politik atau Ideologi yang Bertentangan
dengan Sistem Politik, Sosial dan Ekonomi yang Berlaku

= nteraksi dengan Hak-hak seperti Kebebasan
Berpendapat dan Hak untuk Berkumpul

TUJUAN (1)

=  Tidak Melindungi Kekerasan Politik atau Teroris

= Tidak Berlaku untuk Pembatasan Hak Kebebasan
Mengungkapkan Pendapat yang Penting untuk
Menjaga Nilai-nilai Masyarakat yang Demokratis,
Misalnya Fitnah, Kebencian Rasial, Demonstrasi di Muka
Umum
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TUJUAN (2)

Sebagai Cara Untuk Mengerahkan Dan Menggunakan
Tenaga Kerja Untuk Maksud Pembangunan Ekonomi

Jumlah yang Berarti

Seringkali ditetapkan sebagai Pelayanan Sipil Dengan
Periode yang tetap untuk Kalangan Masyarakat yang
ditentukan Berdasar Umur dan Pendidikan (Myanmar)

bahan presentasi

TUJUAN (3)
Sebagai Cara Untuk Membina Disiplin Tenaga Kerja

Untuk Memastikan Pelaksanaan Tindakan (Pembatasan
Fisik dalam Kapal Laut)

Sanksi untuk Pelanggaran Disiplin (Jasa Pelayanan
Utama)

TUJUAN (4)

Sebagai Hukuman karena Keikutsertaan dalam
Pemogokan

Mogok yang llegal (Jasa Pelayanan Utama, Periode
Konsiliasi)

34




TUJUAN (5)

Sebagai Pelaksanaan Diskriminasi Rasial, Sosial,
Bangsa dan Agama

Jarang Terjadi, Tidak Ada Kasus Baru Mengenai Hal Ini

35
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KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI
K. 100 DAN K. 111

KONVENS| DISKRIMINAS| (PEKERJAAN DAN
JABATAN, 1958 (NO. 111)

= Ratifikasi: 160 Dari 177 Negara
= Diratifikasi Indonesia pada tanggal 7 Juli 1999

DISKRIMINASI

= Semua Perbedaan, Pengecualian atau Pilihan yang
didasarkan pada Suku, Warna Kulit, Jenis Kelamin,
Agama, Aliran Politik, Asal Usul Kebangsaan atau Sosial,
yang berpengaruh atau menghapuskan atau merusak,
kesempatan atau perlakuan yang sama dalam Pekerjaan
atau Jabatan

= Semua dasar diskriminasi yang berpengaruh sama, yang
dibuat setelah Konsultasi Tripartit (misalnya, Umur)




CAKUPAN

Termasuk pekerja mandiri
Termasuk bukan warga negara (Di antara mereka sendiri)

Tidak termasuk diskriminasi di antara warga negara dan
bukan

DAMPAK

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

DISKRIMINASI DISKRIMINASI
LANGSUNG LANGSUNG

DISKRIMINASI TIDAK LANSUNG

Perbedaan-perbedaan dalam satu kriteria  yang dalam
prakteknya dapat memperngaruhi beberapa orang,
padahal tidak berhubungan dengan sifat dan syarat-
syarat pekerjaan

Misalnya, perbedaan dalam bentuk fisik, seperti
tinggi badan, yang menyebabkan hanya satu
jenis kelamin tertentu yang dapat memenuhi
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PEKERJAAN DAN JABATAN

Akses ke Pekerjaan * Masa jabatan yang
Akses ke Pelatinan Terjamin

Kejuruan dan = Kondisi Pekerjaan
Pelatihan di Tempat = Termasuk,

Kerja Pengupahan yang
Promosi berdasarkan sama untuk pekerjaan
Pengalaman yang bernilai sama

PENGECUALIAN (1)

Perbedaan yang didasarkan pada sifat dan syarat-syarat
pekerjaan

Perbedaan objektif yang didasarkan pada kebutuhan
yang mendasar pada suatu pekerjaan

Contoh: Pandangan politik untuk jabatan
Administrasi senior tertentu, pandangan
agama untuk pendeta, jenis kelamin tertentu
untuk pertimbangan keaslian, keindahan atau
tradisi dalam penampilan kesenian

PENGECUALIAN (2)

Individu yang secara hukum dicurigai berhubungan atau
aktif dalam kegiatan yang merugikan keamanan negara

Selama mereka mempunyai hak banding kepada badan
yang berwenang
Kenggotaan dalam kelompok yang ajarannya bertujuan

mencapai perubahan mendasar secara damai tidak
memadai sebagai dasar pengecualian




PENGECUALIAN (3)

= langkah-langkah perlindungan khusus yang diatur
dalam instrumen-instrumen ILO lainnya, misalnya,
perlindungan untuk wanita hamil dari pekerjaan malam

= Tindakan positif untuk menciptakan kembali
keseimbangan

TINDAKAN POSITIF

=  Langkah-langkah khusus sementara untuk menghapus
akibat langsung dan tidak langsung dari diskriminasi di
masa lampau dengan tujuan menciptakan persamaan
kesempatan yang nyata

KONVENSI KESAMAAN PENGUPAHAN ANTARA
PEKERJA PRIA DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN
BERNILAI SAMA, 1951 (NO. 100)

= Diratifikasi oleh 161 dari 177 negara

= Diratifikasi indonesia pada tanggal 11 agustus 1958

41
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CAKUPAN

Berlaku untuk seluruh pekerja

Tidak ada pengecualian pada kegiatan atau sektor
ekonomi

UPAH

Termasuk upah minimum, upah dasar atau upah biasa
Pembayaran tambahan dalam bentuk apapun (bonus,
tunjangan)

Dibayarkan langsung atau tidak langsung

Baik dalam bentuk tunai atau dalam bentuk natura
Muncul karena pekerjaan yang dijalankan pekerja

PERSAMAAN UPAH

Mengacu kepada upah yang ditetapkan tanpa
diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin




PENILAIAN OBJEKTIF (1)

=  Prosedur formal untuk menetapkan upah berdasar
analisa isi pekerjaan

= Alatalat yang dikenal atau ditetapkan secara hukum
untuk penentuan upah

= Kesepakatan bersama

PENILAIAN OBJEKTIF (1)

ANALISA DESKRIPSI
PEKERJAAN PEKERJAAN

SIFAT PELAKSANAN TUGAS
KETERAMPILAN DAN USAHA YANG DIPERLUKAN
TANGGUNG JAWAB
KONDISI KERJA

PENGECUALIAN

Perbedaan nilai upah antar pekerja akibat perbedaan
dalam pekerjaan yangharus dilakukan, berdasar penilaian
objektif, tanpa mengacu pada jenis kelamin
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International Labour Organization
Jakarta

Organisasi Perburuhan Internasional
Jakarta

Menara Thamrin, Level 22

JI. MLH. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
PO. Box 1075, Jakarta 10010
INDONESIA

Phone: (62 21) 391 3112

Fax: (62 21) 310 0766

E-mail: jakarta@ilo.org

Website: www.ilo.org/jakarta

BEBAS DARI KERJA ANAK
K. 138 DAN K. 182

KONVENSI USIA MINIMUM, 1973 (NO. 138)

=  Diratifikasi oleh 138 negara anggota
= Diratifikasi indonesia pada tanggal 7 juli 1999




TUJUAN

Adanya kebijakan nasional yang dirancang untuk
menjamin penghapusan kerja anak secara efektif dan secara
bertahap meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja sampai pada suatu tingkatan usia yang sesuai
dengan perkembangan fisik dan mental yang sepenuhnya
dari orang muda

@ CAKUPAN

= Seluruh jenis pekerjaan

= Tanpa memandang jenis hubungan kerja (Formal/
informal)

= Sektor-sektor tertentu bisa dikecualikan (Daftar minimum)

- Pengecualian umum:

- Kerja yang dilakukan di

- Sekolah/lembaga-lembaga pelatihan bagi

- Pendidikan kejuruan, teknis atau

- Pendidikan umum

- Untuk tujuan-tujuan tertentu seperti Pertunjukan seni
(ijin individual)

USIA MINIMUM (UMUM)

= Tidak kurang dari usia penyelesaian wajib belajar, dan
dalam situasi apapun tidak boleh kurang dari 15 tahun

= Sebagai permulaan, menentukan 14 tahun sebagai usia
minimum bila kondisi ekonomi dan fasilitas pendidikan
negara tersebut belum cukup berkembang
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USIA MINIMUM (PEKERJAAN RINGAN)

=  Pekerjaan ringan diperbolehkan untuk anak usia 13
hingga 15 th (atau 12 hingga 14 th)

= Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan
anak

= Tidak mengganggu proses pendidikan anak

Contoh: menjadi pesuruh, pengantar koran,
tetapil tergantung dari situasi

USIA MINIMUM (PEKERJAAN BERBAHAYA)

= 18 tahun untuk pekerjaan yang karena sifatnya atau
lingkungan di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan
dapat Membahayakan kesehatan, keselamatan atau
moral orang muda

" 16 tahun dengan persyaratan tertentu

Contoh: zat-zat atau proses yang
membahayakan, pekerjaan di bawah tanah

KONVENSI LARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK, 1999 (no. 182)

= Diratifikasi oleh 150 negara

= Diratifikasi oleh indonesia pada tanggal 28 maret 2000




TUJUAN

Untuk mendorong negara-negara mengambil tindakan
segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak

CAKUPAN

= Semua orang di bawah usia 18 tahun

- Melengkapi K. 138 sebagai sebuah lex specialis

BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK

= Segala bentuk perbudakan atau yang sejenis dengan
perbudakan (jual-beli dan perdagangan anak-anak, kerja
jjon, perekrutan paksa untuk dilibatkandalam konflik
bersenjata)

= Pemanfaatan, penyediaan dan penawaran anak untuk

pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk
pertunjukan-pertunjukan porno

ISpjussaid ubyoq
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BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK

= Pemanfaatan, penyediaan dan penawaran anak untuk
kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan
perdagangan obat-obatan

* Pekerjaan yang karena sifatnya atau lingkungan di
mana pekerjaan tersebut dilakukan dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral
anak-anak

PEKERJAAN BERBAHAYA (R. 190)

=  Terpapar pada perlakuan kasar secara fisik, kejiwaan
maupun seksual

= Bekerja di bawah tanah, di bawah air, pada ketinggian
yang berbahaya atau di area yang tertutup

=  Bekerja dengan mesin, peralatan dan perkakas yang
berbahaya, penanganan atau pengangkutan beban-
beban berat

PEKERJAAN BERBAHAYA (R. 190)

= Bekerja di lingkungan yang tidak sehat (bahan-bahan,
Proses, temperatur, tingkat kebisingan, getaran yang
berbahaya

= Bekerja dalam kondisi yang sulit (jam kerja panjang,
Jjam malam)




TINDAKAN-TINDAKAN

Program-program aksi

Hukuman atau sanksi lainnya
Program rehabilitasi

Akses ke pendidikan bebas biaya
Sasaran: Anak-anak yang beresiko

(Anak perempuan, pembantu rumah tangga anak
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BAHAN STUDI KASUS

Contoh Pertanyaan dan Tugas:

Pertanyaan:

1. Dalam kasus ini, apakah ada pelanggaran prinsip-prinsip dan
hak-hak mendasar di tempat kerja?

a. Jika tidak ada, jelaskan argumen anda.

b. Jika ada, jelaskan argumen anda dan sebutkan prinsip serta
hak apa yang dilanggar dengan merujuk pada pasal-pasal
Konvensi ILO yang relevan.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran prinsip dan hak di tempat kerja:

a. Apa prosedur pengawasan ILO yang dapat digunakan oleh
unsur tripartit (pemerintah, pekerja/serikat pekerja, dan
pengusaha/asosiasi  pengusaha) dalam upaya
menyelesaikan kasus tersebut?

b. Apa yang dapat ILO lakukan dalam hal ini?

Tugas:

1. Dari anggota kelompok anda, tentukan siapa yang akan
menjadi:
a. pemimpin diskusi;
b. pencatat hasil diskusi; dan
C. pemapar.
Buat ringkasan dari kasus yang kelompok anda kerjakan.

Tuliskan jawaban dan argumen kelompok anda pada lembar
transparansi yang telah tersedia.

Contoh Kasus

Kasus 1: Usia Pensiun Karyawan Maskapai
Penerbangan

Dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara karyawan dan perusahaan maskapai penerbangan nasional
ditetapkan bahwa batas usia pensiun bagi awak kabin perempuan
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adalah 46 tahun, sedangkan untuk awak kabin laki-laki batas usia
tersebut adalah 56 tahun. Selanjutnya, PKB tersebut juga menetapkan
bahwa batas usia pensiun pilot perempuan adalah 50 tahun,
sedangkan batas usia yand ditetapkan bagi pilot lakiHaki adalah 60
tahun.

Kejadian ini mendorong 10 awak kabin perempuan perusahaan
penerbangan tersebut melakukan upaya-upaya untuk
memperjuangkan hak mereka dengan membentuk Perkumpulan
Awak Kabin Perempuan. Mereka menuntut agar praktik seperti ini
dihapuskan dari perusahaan penerbangan nasional tersebut.

Kasus 2: Serikat Pekerja PT ATF

Upaya para pekerja di PT ATF untuk membentuk serikat pekerja
kelihatannya akan memberikan hasil ketika mereka akhirnya dapat
mengadakan rapat umum untuk mendeklarasikan terbentuknya
organisasi dan memilih ketua mereka di sebuah lapangan di pinggir
kota, yang berdekatan dengan rumah kontrakan salah seorang
pekerja. Hal ini mereka lakukan karena tidak ada sarana perusahaan
yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

“Kami telah merintis pendirian serikat pekerja di perusahaan ini
sejak 6 tahun yang lalu, tetapi selalu gagal, pada saat itu Perusahaan
menganggap serikat pekerja berbau komunis.” kata Sekretaris Serikat
Buruh ATF (SB ATF). "Namun kami tidak menyerah, kami berkumpul
dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya, kemudian
membentuk Paguyuban Karyawan ATF’, lanjutnya.

Pertemuan di lapangan terbuka yang berlangsung pagi hingga
sore hari itu dihadiri tidak kurang dari 400 pekerja ATF yang
seluruhnya berjumlah 600 orang dan berhasil memilih Ketua Umum
SB ATE "Sejak saat itu, perusahaan melakukan intimidasi dan
mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pengurus organisasi kami. Ketua Umum kami tidak boleh bicara
dengan buruh lain. Tiap pagi dan sore ia dipanggil olen manajemen
untuk ditanyai macam-macam,” tutur salah seorang pengurus serikat
buruh tersebut.

Selanjutnya, Perusahaan membentuk serikat pekerja tandingan,
tetapi setelah enam bulan berjalan, organisasi bentukan perusahaan
yang bernama "Komite ATF" itu akhirnya bubar, sesuai dengan
tuntutan para pekerja yang menjadi anggota SB ATF. Setelah
perjuangan panjang melalui melalui aksi protes dan mogok yang
dilakukan oleh anggota SB ATE perusahaan akhirnya menerima
keberadaan Serikat Buruh ATF. Serikat pekerja ini bahkan diberi fasilitas
kantor, lengkap dengan peralatan komputer.



Kasus 3: Pekerja Garmen

Sejumlah pekerja anak diduga menjadi korban penyekapan
yang dilakukan oleh pasangan suami-istri pemilik sebuah
perusahaan.

Anak-anak ini dipekerjakan selama 12 jam sehari (dari pukul
07.00 hingga 19.00). Mereka dijanjikan untuk diberi upah yang jauh
dibawah upah minimun kota tempat perusahaan itu berada.
Namun setelah bekerja sekitar dua hingga enam bulan, pengusaha
tak membayar gaji dan melarang mereka keluar dari lokasi
perusahaan tersebut. Kasus ini berhasil diungkap jajaran Satuan
Intelejen Kepolisian setempat. Pasangan suami-istri itu kini
mendekam di sel tahanan.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan salah seorang
pekerja bernama DH (15 tahun), yang berhasil melarikan diri dari
sekapan pengusaha garmen tersebut dan melapor kepada
petugas.

Menurut penuturan Al (11 tahun), awalnya ia ditawari bekerja
oleh tetangga kampungnya. Tawaran itu kemudian disanggupi oleh
kedua orangtua Al, yang pengangguran. la pun kemudian dibawa
ke rumah tersangka dan bekerja di perusahaan home-industry itu.
“Janjinya pekerjannya tak berat. Ternyata seharian harus bekerja
dan tak boleh keluar rumah,” ungkap anak sulung dari dua
bersaudara yang hanya tamatan sekolah dasar ini.

Kisah serupa diungkapkan MT (14). Menurut anak yang baru
dua bulan bekerja ini, pengusaha memang menyediakan tempat
menginap dan memberi jatah makan, tetapi sangat tidak layak. “Satu
kamar diisi olen enam orang. Laki-laki sendiri dan perempuan sendiri.
Alas tidurnya berupa papan yang dilapisi tikar. Bantalnya kantong
plastik yang digulung-gulung,” tutur MT yang mengaku belum
pernah menerima gaiji itu.

Masih menurut MT, para pekerja harus bangun pukul 05.00
pagi untuk membantu pekerjaan rumah, sebelum bekerja membuat
kain bordir. Pagi sebelum bekerja mereka mendapat jatah makan
mie rebus. Siang dan malam hari jatah makan mereka adalah ikan
asin, sayur kangkung atau buncis.

Usai jam kerja, mereka tak diperkenankan keluar rumanh.
“Mereka sengaja menggembok pintu rumah berlantai dua itu”, kata
NN (15 tahun) yang juga pekerja disana. Para pekerja ini juga tak
boleh pulang kampung sebelum bekerja selama setahun di tempat
tersebut.
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Kasus 4: Pelayan Karaoke

Seorang perempuan bernama TS (18 tahun) ditawari pekerjaan
oleh PW sebagai pelayan café di sebuah pulau pariwisata pada
tanggal 3 Juni 2004. Setelah tinggal selama tiga hari di rumah PW,
pada tanggal 7 Juni TS bersama seorang perempuan lain diantar
olen PW ke tempat mereka akan bekerja.

Mereka ditempatkan di sebuah Karaoke DP di bagian selatan
pulau kecil tersebut. Setelah bermalam di sana, TS bersama kawannya
diberitahu oleh seorang karyawan bahwa mereka berdua telah dijual
seharga 200 dolar dan nilai itu dianggap sebagai hutang mereka
kepada Karaoke DP Mereka berdua dikontrak selama lima bulan.

Situasi yang dialami mengejutkan TS. la dan puluhan
perempuan lain yang kurang lebih seusia dengannya dipekerjakan
sebagai PSK di Karaoke itu. TS bersama seorang kawannya pernah
mencoba lari, tapi tertangkap oleh petugas keamanan Karaoke.
Mereka berdua dikurung di dalam sebuah kamar sempit tanpa lampu
dan tidak diberi makan selama sehari penuh.

Setelah enam minggu bekerja dan melayani sedikitnya 13 lelaki
hidung belang, TS terinfeksi penyakit kelamin. Oleh manajemen
Karaoke ia diberi uang sebesar 150 dolar untuk berobat ke dokter
yang telah ditunjuk. Uang yang diberikan kepadanya juga dianggap
hutang oleh pihak Karaoke.

Pada tanggal 31 Juli 2004, seorang pekerja sosial suatu NGO di
pulau itu berhasil menyelamatkan TS dan menyelesaikan kasus ini
secara kekeluargaan dengan penandatanganan pernyataan yang
berisi:

1. Pihak Manajemen Karaoke rela dan ikhlas melepas korban untuk
tidak lagi bekerja dan menyerahkan korban ke NGO tersebut.

2. Pihak Manajemen tidak akan menuntut pengembalian biaya

pengeluaran korban dan semua “utang” korban yang sebesar
350 dolar.
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TUJUAN

Umum

Melalui bab ini, peserta diharapkan dapat memahami prinsip-

prinsip utama dari Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan
Hak untuk Berunding Bersama, termasuk prinsip-prinsip mengenai
hak untuk mogok kerja dan melakukan penutupan perusahaan.

Khusus

Peserta diharapkan:

Mengetahui serta memahami prinsip-prinsip utama tentang
kebebasan berserikat serta hak untuk berunding bersama bagi
pekerja dan pengusaha;

Mengetahui dan memahami dasar-dasar pelaksanaan mogok
kerja maupun penutupan perusahaan;

Mengetahui serta memahami dasar-dasar pelaksanaan
perundingan bersama;

Memahami lembaga kerjasama bipartit sebagai suatu bentuk
mekanisme “internal” pekerja dan pengusaha, dan

Memahami peran polisi dalam pelaksanaan hak-hak tersebut.







USULAN STRATEGI
PELATIHAN

URUTAN KEGIATAN METODE BAHAN WAKTU

1. Paparan tentang tujuan umum Kuliah Flip Chart 5 Mnt
dan khusus

2. Paparan tentang Kuliah Paparan 4.1 60 Mnt

“Kebebasan Berserikat dan
Berunding Bersama”

3. Studi Kasus tentang Kerja Flip Chart 50 Mnt
“Kebebasan Berserikat dan Kelompok dan
Berunding Bersama” Transparansi
4. Paparan hasil kerja kelompok Kuliah dan Paparan 60 Mnt

Diskusi Umum Kelompok

5. Pembulatan Kuliah 10 Mnt







KEBEBASAN BERSERIKAT

Kebebasan berserikat menjamin hak pekerja/buruh dan
pengusaha untuk berkumpul, serta membentuk dan menjalankan
organisasi mereka sebagai wadah untuk bekerjasama dan
bernegosiasi. Prinsip kebebasan berserikat telah ditetapkan sebagai
salah satu prinsip dasar yang tercantum dalam tiga dokumen
penting ILO, yaitu: Pembukaan Konstitusi ILO tahun 1919, Deklarasi
Philadelphia tahun 1944 dan Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip
dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja tahun 1998.

Hingga bulan Januari 2004, tercatat sebanyak 142 negara
anggota ILO sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Untuk
Berorganisasi.? Ini berarti, 80% dari seluruh negara anggota ILO
yang berjumlah 177 sudah meratifikasi Konvensi ini. Meningkatnya
jumlah negara anggota yang telah meratifikasi memperteguh
pengakuan prinsip ini sebagai prinsip universal.

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Adapun prinsip-prinsip dasar kebebasan berserikat meliputi:

Kebebasan Berserikat dan Kebebasan Sipil

Hubungan antara hak-hak pekerja/buruh dan pengusaha
untuk berserikat dengan kebebasan sipil sudah diakui sejak
disahkannya Deklarasi Philadelphia tahun 1944. Pada prinsipnya,
realisasi yang efektif dari kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh
dan pengusaha hanya akan tercapai apabila kebebasan sipil dan
politik seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal HAM,
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta
instrumen internasional lainnya betul-betul diakui dan dilindungi.?

Hak atas kebebasan berserikat tidak berdiri sendiri, Konferensi
Perburuhan Internasional tahun 1970 secara tegas menyebutkan

! Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work: Organizing for Social Justice, ILO Geneva, 2004, Para. 2, Hal. 1.

2 Ibid, Hal. 22.

3 Freedom of Association, Digest of decisions and principles of the Freedom of Association
Commiittee of the Governing Body of the ILO, Fourth (revised) Edition, ILO Geneva,
1996, Para. 33, Hal. 13.

“Prinsip mendasar mengenai
kebebasan berserikat dan hak
untuk berunding bersama
adalah refleksi dari martabat
manusia.”

(Juan Somavia, Direktur
Jendral ILO, 2004)!
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bahwa kebebasan mendasar yang sangat penting bagi pelaksanaan
kebebasan berserikat, yaitu:

1. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, serta kebebasan
dari penangkapan dan penahanan yang semena-mena;

2.  Kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat,
terutama kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi, serta
kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan
informasi dan ide-ide melalui media apa saja tanpa batasan
apapun;

Kebebasan untuk berkumpul;

4. Hak untuk diadili secara adil oleh pengadilan yang independen
dan tidak memihak; dan

5. Hak atas perlindungan terhadap harta benda organisasi serikat
pekerja/buruh.*

Hak serta Kebebasan Pekerja/buruh dan Pengusaha
Tanpa Terkecuali untuk Mendirikan atau Menjadi
Anggota Serikat Pekerja atau Organisasi Pengusaha
Pilihan Mereka Sendiri, Tanpa lzin Sebelumnya

Pekerja/buruh dan pengusaha berhak untuk mendirikan dan
menjadi anggota serikat pekerja/buruh atau asosiasi pengusaha
yang mereka pilin sendiri secara sukarela tanpa membedakan ras,
kebangsaan, jenis kelamin, warna kulit, umur, status sosial, maupun
pandangan politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Konvensi No. 87
ini, pengecualian dapat diberikan kepada angkatan bersenjata, polisi
dan pegawai negeri senior.

Ini artinya, negara anggota melalui hukum nasionalnya dapat
menetapkan apakah hak tersebut juga akan diberikan kepada
anggota angkatan bersenjata dan kepolisian. Sedangkan yang
dimaksud dengan pegawai negeri senior adalah para pejabat publik
yang mempunyai tanggung jawab manajerial serta kewenangan
untuk membuat keputusan atas nama negara.®

Pasal 2 Konvensi No. 87 menjamin hak pekerja/buruh dan
pengusaha untuk mendirikan atau bergabung dengan suatu
organisasi tanpa izin sebelumnya dari pemerintah. Dalam hal ini,
pemerintah bebas membuat ketentuan formalitas maupun
ketentuan yang menjamin pelaksanaan fungsi organisasi terseburt,
sejauh tidak menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip kebebasan
berserikat.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban
untuk menyerahkan konstitusi atau anggaran dasar, pendaftaran
maupun pencatatan serikat pekerja/buruh atau pengusaha,

4 Freedom of Association and Collective Bargaining, International Labour Conference
81st Session, 1994, ILO, Geneva, 1994, Para. 25, Hal. 14.
5 Ibid, Para. 57, Hal. 28.



misalnya, tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat,
selama hal-hal tersebut tidak menjadi prasyarat bagi berdiri atau
pberfungsinya suatu organisasi serta tidak menimbulkan
kewenangan penuh (discretionary power) bagi pemerintah untuk
menolak pendirian organisasi tersebut. Untuk memberikan
perlindungan terhadap kebijakan administratif seperti ini, ketentuan-
ketentuan nasional yang ada harus memberi peluang bagi pekerja/
buruh dan pengusaha untuk mengajukan tuntutan hukum kepada
suatu badan yang independen dan tidak memihak.®

Yang dimaksud dengan hak pekerja/buruh dan pengusaha
untuk mendirikan atau menjadi anggota serikat pekerja/buruh yang
merupakan pilihan mereka sendiri adalah kebebasan untuk
memutuskan mengenai struktur dan komposisi organisasi,
pendirian satu atau lebin organisasi di perusahaan, pekerjaan atau
jenis kegiatan, pendirian federasi atau konfederasi, serta afiliasi
dengan organisasi internasional.

Untuk itu, peraturan nasional harus menjamin pluralisme serikat
pekerja/buruh dan organisasi pengusaha, serta memberi kebebasan
bagi penyatuan organisasi-organisasi tersebut berdasarkan
keputusan mereka sendiri. Pemerintah dapat menentukan jumlah
anggota minimum dalam pembentukan serikat pekerja/buruh dan
organisasi pengusaha. Namun, penetapan jumlah anggota yang
berlebihan atau terlalu besar dapat dianggap melanggar ketentuan
Pasal 2 Konvensi ILO No. 87.7

Hak untuk Menjalankan Tugas dan Fungsi Organisasi
Secara Bebas

Untuk bisa menjalankan fungsinya secara penuh, serikat
pekerja/buruh dan organisasi pengusaha berhak untuk: (i)
Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
(i) Memilin pengurus atau wakil menurut ketentuan dan prosedur
mereka sendiri; dan (iiij Mengatur administrasi, program kerja serta
kegiatan organisasi mereka tanpa campur tangan pemerintah.
Kesemua ini ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi ILO No. 87.

Meski demikian, Konvensi ini pun menegaskan bahwa dalam
menjalankan hak-hak mereka di atas, serikat pekerja/buruh dan
organisasi pengusaha harus tunduk pada hukum nasional yang
berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa
hukum nasional tidak boleh disusun atau dilaksanakan untuk
memperlemah pelaksanaan prinsip-prinsip kebebasan berserikat
yang ditetapkan dalam Konvensi No. 87.

6  Ibid, Para. 68-78, Hal. 34-37.
7 Ibid, para. 79-83, Hal. 38-39.




Pembekuan dan Pembubaran Organisasi

Pembekuan atau pembubaran serikat pekerja/buruh atau
organisasi pengusaha hanya dapat dilakukan secara sukarela oleh
pengurus organisasi tersebut berdasarkan ketentuan mengenai
Jjumlah minimum anggota organisasi yang ditetapkan secara wajar
oleh hukum nasional® atau berdasarkan keputusan pengadilan.
Pembekuan atau pembubaran serikat pekerja/buruh atau
organisasi pengusaha yang dilakukan pemerintah merupakan
pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

Apabila suatu organisasi dibubarkan, aset dan harta benda
yang ditinggalkan harus digunakan sesuai dengan tujuan awal
pembelian aset tersebut. Dalam hal ini, aset tersebut dapat diberikan
kepada bekas anggota atau organisasi lain yang memperjuangkan
hal yang sama dengan organisasi yang dibubarkan.?

Peran Kepolisian

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa serikat
pekerja/burun dan asosiasi pengusaha harus terbebas dari campur
tangan pihak lain dalam hal seperti berikut: (i) Pelaksanaan hak atas
kebebasan berserikat; (i) Proses pendirian organisasi dan afiliasinya;,
(i) Keanggotaan; (iv) Penyusunan dan pelaksanaan program kerja;
serta (v) Kegiatan administrasinya. Hal ini termasuk terbebas dari
campur tangan aparat kepolisian, kecuali terjadi ancaman atau
dampak negatif dari pelaksanaan hak tersebut terhadap hukum
serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum hal ini terjadi,
pihak kepolisian sama sekali tidak dapat mencampuri pelaksanaan
hak atas kebebasan berserikat.

8  Freedom of Association: Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Associa-
tion Committee of the Governing Body of the ILO, Fourth (revised) edtion, ILO Geneva,
1996, Para 660, Hal.135.

9  Freedom of Association and Collective Bargaining, International Labour Conference
81st Session, 1994, ILO, Geneva, 1994, Para 188, Hal. 82.



BERUNDING BERSAMA

Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk
Berorganisasi dan Berunding Bersama pada prinsipnya
memberikan hak bagi pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh
untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan diskriminasi anti
serikat pekerja/buruh maupun tindakan yang bersifat campur
tangan. Konvensi ini juga melindungi hak pekerja/buruh dan
pengusaha untuk melakukan perundingan bersama secara
sukarela dengan tujuan menetapkan persyaratan dan kondisi kerja
melalui perjanjian kerja bersama (PKB).

Berunding bersama merupakan suatu kegiatan atau proses
yang bertujuan untuk membuat suatu Perjanjian (Kerja) Bersama.'®
Sedangkan pengertian mengenai perundingan bersama
sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO No. 154 Tahun 1981
Pasal 2 tentang Perundingan Bersama adalah: “Segala bentuk
negosiasi, antara seorang pengusaha, satu atau lebih asosiasi
pengusaha dengan satu atau lebih serikat pekerja/buruh untuk
menetapkan: (i) Syarat-syarat dan kondisi kerja, (i) Hubungan antara
para pengusaha dan pekerja/buruh'', maupun (iiij Hubungan
antara para pengusaha atau asosiasinya dengan satu atau beberapa
serikat pekerja/buruh”.

10 Dalam Rekomendasi ILO tentang Perjanjian Bersama No. 91 Tahun 1951 Paragraf 2,
tercantum pengertian Perjanjian Kerja Bersama sebagai berikut:

“Segala bentuk perjanjian tertulis, yang berisi tentang syarat-syarat dan kondisi kerja

yang dibuat oleh seorang pengusaha, satu atau beberapa asosiasi pengusaha dengan

satu atau lebih organisasi pekerja/buruh, atau jika organisasi tersebut belum terbentuk,

para wakil pekerja/buruh yang terpilih dan diberi kewenangan oleh pekerja/buruh

sesuai dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Bandingkan dengan pengertian konsultasi yang lebih luas ruang lingkupnya yang

mencakup hal-hal tentang:

1. Kepentingan bersama para pekerja/burun dan pengusaha;

2. Pemeriksaan bersama yang bertujuan untuk memecahkan masalah sesuai
dengan kesepakatan bersama; dan

3. Kemungkinan otoritas publik untuk menerima pendapat, nasehat dan bantuan
dari organisasi pekerja/buruh maupun asosiasi pengusaha, dalam rangka
pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan
kepentingan mereka, misalnya pembentukan badan-badan nasional, atau
rencana dan pelaksanaan pembangunan ekonomi maupun sosial.

11 Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh diterjemahkan secara luas sehingga
mencakup hal-hal yang merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi
hubungan kerja. Sebaliknya, badan penasehat ILO juga mengizinkan tidak
dimasukkannya hal-hal yang hanya dapat diputuskan oleh pengusaha sebagai bagian
dari pengelolaan perusahaan, misalnya pemberian tugas dan pengangkatan.
Terdapat juga pelarangan pencantuman klausul-klausul tertentu yang berkaitan
dengan ketertiban umum, misalnya klausul yang bersifat diskriminatif, klausul tentang
jaminan bagi organisasi pekerja/buruh tertentu, serta klausul lain yang bertentangan
dengan standar perlindungan minimum dalam undang-undang.




Adapun para pihak dalam perundingan bersama adalah
pengusaha atau asosiasi pengusaha serta organisasi atau perwakilan
pekerjasburuh, termasuk federasi dan konfederasi serikat pekerja/
buruh. Perwakilan pekerja/buruh hanya dapat melakukan
perundingan bersama apabila tidak terdapat serikat pekerja/buruh.
Ditegaskan kembali bahwa organisasi pekerja/buruh harus bersifat
mandiri. Ini artinya, penyusunan AD/ART dan peraturan internal
lainnya maupun pelaksanaan kegiatan organisasi harus terbebas
dari berbagai bentuk campur tangan yang dilakukan pengusaha,
organisasi pekerja/buruh lain maupun pemerintah.

Secara umum, PKB yang dihasilkan dari perundingan bersama
akan mengikat para pihak penandatangan. Syarat, kondisi kerja
maupun hubungan yang tercipta di antara kedua belah pihak
umumnya jauh lebih baik ketimbang apa yang telah ditetapkan di
dalam hukum nasional. Jika terjadi penutupan perusahaan,
kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam PKB tetap harus
dilaksanakan.

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Beberapa prinsip dasar tentang hak untuk berorganisasi dan
berunding bersama adalah:

Perlindungan Terhadap Tindakan-tindakan Diskriminatif
Anti-Serikat Pekerja

Pekerja/buruh perlu mendapatkan perlindungan yang
memadai terhadap tindakan anti serikat pekerja/buruh yang bersifat
diskriminatif, mengingat hal ini merupakan aspek utama dari hak
untuk berorganisasi. Perlindungan tersebut harus diberikan kepada
pekerja/buruh sejak saat perekrutan, masa kerja hingga terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan prinsip ini,
penerimaan seseorang untuk bekerja, PHK maupun pemberian
hukuman tidak dapat berlandaskan pada: (i) Persyaratan
keanggotaan maupun pengunduran diri dari keanggotaan
organisasi pekerja/buruh tertentu dan (ii) Keikutsertaan dalam
kegiatan organisasi tersebut di luar jam kerja ataupun atas
persetujuan pengusaha di dalam jam kerja.'”

Organisasi pekerja/buruh maupun pengusaha pun perlu
memperoleh perlindungan yang memadai dari campur tangan satu
sama lain atau dari agen maupun anggota organisasi satu terhadap
lainnya dalam pendirian, pelaksanaan program maupun administrasi
organisasi mereka.”? Adapun yang dimaksud dengan tindakan
campur tangan adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk
mendominasi proses pembentukan maupun pelaksanaan aktivitas
organisasi pekerja/buruh, baik secara langsung maupun tidak

12 Pasal 1, Ayat 2, Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949.
13 Pasal 2, Ayat 1, Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949.



langsung. Bantuan dalam bentuk materi dan lainnya yang ditujukan
untuk mengendalikan serikat pekerja/buruh juga dikategorikan
sebagai tindakan campur tangan.'

Perundingan yang Bebas dan Sukarela

Agar efektif, perundingan bersama harus dilakukan secara
sukarela oleh pihak-pihak yang terkait. Sifat sukarela ini merupakan
aspek utama dari pelaksanaan hak untuk berorganisasi sehingga
pemerintah pun harus berusaha untuk tidak mencampuri. Apabila
pemerintah memaksakan pelaksanaan perundingan bersama
kepada organisasi tertentu, hal ini secara otomatis merusak sifat
dasar dari perundingan bersama. Pemerintah tidak boleh
menerapkan sanksi untuk memastikan terlaksananya suatu
perundingan.

Secara umum, penerapan arbitrase wajib bertentangan
dengan prinsip perundingan bersama secara sukarela. Namun,
dapat diterapkan hanya apabila menyangkut: (i) Pegawai instansi
yang memberikan layanan pokok'®; (i) Pegawai negeri senior yang
bertanggungjawab atas administrasi negara; (iii) Terjadi “jalan buntu”
dalam perundingan yang dinilai tidak dapat diselesaikan tanpa
inisiatif dari pemerintah; dan (iv) Terjadinya krisis nasional yang akut.'®

Organisasi yang Paling Mewakili

Pada prinsipnya organisasi pekerja/buruh yang paling mewakcili
pekerja/buruh dalam suatu perusahaan untuk melakukan
perundingan bersama adalah serikat pekerja/buruh dengan jumlah
anggota terbanyak.'” Prinsip ini pun berlaku untuk perundingan
bersama di tingkat industri, daerah maupun nasional.

Pengakuan pengusaha atas serikat pekerja/buruh yang paling
mewakili dalam perusahaannya merupakan dasar dari prosedur
perundingan bersama. Untuk mencegah penyalahgunaan atau
sikap memihak, keputusan harus dibuat berdasarkan kriteria-kriteria
obyektif yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.
Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk melakukan verifikasi
obyektif terhadap klaim suatu serikat pekerja/buruh sebagai

14 Pasal 2, Ayat 2, Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949.

15 Dalam pengertian sempit, istilah layanan pokok (in the strict sense of the term) adalah
layanan yang apabila pemberiannya mendapat hambatan bisa mengancam nyawa,
kesehatan atau keselamatan pribadi dari sebagian atau keseluruhan penduduk.

16 Fundamental Rights at Work and International Labour Standards, ILO Geneva, 2003,
Hal. 29-30.

17 Pada saat serikat pekerja/buruh tertentu telah terpilih berdasarkan suara mayoritas,
berdasarkan doktrin eksklusivitas, serikat pekerja/buruh tersebut menjadi satu-satunya
agen perundingan yang akan membela kepentingan para pekerja/buruh. Ini berarti,
tidak ada serikat pekerja/buruh lain maupun pekerja/buruh secara perorangan yang
berhak untuk melakukan perundingan lain dengan pengusaha. Kekuatan dari
eksklusivitas tersebut telan memberikan serikat pekerja/buruh tersebut suatu hak untuk
menindaklanjuti kepentingan pekerja/buruh secara keseluruhan maupun individual.
Lihat Wayne N. Outten et al., The Rights of Employers and Union Members (US:
Southern lllinois University Press, 1994), Hal. 379.




organisasi yang paling mewakili apabila hal tersebut diduga tidak
benar.

Apabila tidak terdapat serikat pekerja/buruh yang mewakili
mayoritas pekerja/buruh dalam suatu unit perundingan
(perusahaan, industri dan sebagainya), atau para pekerja/buruh
tersebut belum memiliki serikat pekerja/buruh, perundingan tetap
dapat dilakukan dengan perwakilan pekerja/buruh yang dipilih
secara sah berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Di Indonesia,
menurut ketentuan UU No. 1372003 tentang Ketenagakerjaan,
serikat pekerja/buruh yang dapat mewakili pekerja/buruh dalam
perundingan bersama harus memiliki anggota lebih dari 50%
keseluruhan jumlah pekerja di perusahaan tersebut. Apabila tidak
juga tercapai, serikat pekerja/buruh tersebut dapat melakukan
perundingan bersama asalkan memperoleh dukungan dari lebih
50% pekerja yang diperoleh melalui pemungutan suara.
Pemungutan suara dapat diulang enam bulan kemudian jika jumlah
suara masih belum tercapai.'®

Perlindungan Terhadap Hak-hak Tertentu dari Serikat
Pekerja Minoritas

Meski sistem organisasi yang paling mewakili diterapkan dalam
pelaksanaan perundingan bersama, pada prinsipnya hal ini tidak
boleh mengabaikan hak dan kepentingan anggota serta
menghalangi pelaksanaan fungsi serikat pekerja/buruh minoritas.'”
Serikat pekerja/buruh minoritas ini setidaknya berhak untuk
menyampaikan pengaduan atau keluhan atas nama anggotanya
dan mewakili anggotanya dalam kasus-kasus individual. Sebelum
melakukan perundingan bersama, serikat pekerja/buruh mayoritas
dianjurkan untuk berkonsultasi dengan serikat pekerja/buruh
minoritas agar dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan
mereka dalam perundingan.

Berunding dengan ltikad Baik

Yang dimaksud dengan hal ini adalah dalam melakukan
perundingan, baik pengusaha dan serikat pekerja/buruh sama-sama
berupaya mencapai kesepakatan melalui perundingan yang
konstruktif dan jujur dengan menghindari penundaan pelaksanaan

18 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 119, Ayat (2) dan (3).

19 Terdapat doktrin lain yaitu kewajiban untuk menjadi suatu perwakilan yang adil,
dimana serikat pekerja/buruh tertentu yang memegang hak eksklusif untuk berunding
harus melaksanakan haknya tersebut secara adil, sebagaimana layaknya seorang
pemegang kekuasaan terhadap pemberi kuasa. Prinsip-prinsip seperti loyalitas,
kejujuran dan itikad baik perlu diperhatikan. Agen perundingan seharusnya dapat
menjalankan hak tersebut sesuai diskresi kewenangan dari peraturan nasional maupun
kesepakatan internal yang ada, atas nama dan demi kemanfaatan “seluruh” pekerja/
buruh (termasuk pekerja’/buruh individual yang bukan anggota maupun anggota
serikat pekerja/buruh lain dalam satu perusahaan — jika ada) tanpa diskriminasi apapun
Juga, adil, tidak memihak serta itikad baik. Ibid, Hal. 400.



perundingan yang tidak perlu. Perundingan seperti ini dapat
membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan yang
harmonis dan produktif di antara kedua belah pihak.

Peran Kepolisian

Ditinjau dari pengertiannya, perundingan bersama merupakan
suatu kegiatan atau proses yang ditujukan untuk membuat suatu
PKB. Adapun PKB adalah perjanjian yang dibuat antara serikat
pekerja’/buruh atau perwakilan pekerja/buruh dengan pengusaha
atau asosiasinya. Bertitik tolak dari batasan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa aparat kepolisian tidak dapat melakukan
campur tangan dalam bentuk apapun terhadap pelaksanaan hak
untuk berunding bersama. Peran polisi sangat diperlukan hanya
apabila terjadi dampak negatif yang betul-betul mengancam
ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai akibat gagalnya suatu
proses perundingan bersama.







HAK UNTUK MOGOK
DAN MENUTUP
PERUSAHAAN

Hingga saat ini, hak mogok belum diatur secara spesifik dalam
perangkat hukum internasional seperti konvensi maupun
rekomendasi ILO. Kendati demikian, terdapat sejumlah konvensi,
rekomendasi maupun resolusi ILO yang secara insidentil
menyebutkan serta memberi pengakuan terhadap keberadaan dan
pelaksanaan hak mogok di negara-negara anggota. Konvensi No.
105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa melarang
adanya kerja paksa atau wajib sebagai hukuman atas partisipasi
pekerja/buruh dalam aksi mogok. Dalam Rekomendasi ILO No. 92
Tahun 1951 tentang Konsiliasi dan Arbitrase Sukarela dinyatakan
bahwa tidak ada ketentuan yang dapat diinterpretasikan sebagai
pembatasan atas hak mogok dengan cara apapun. Resolusi
tentang Penghapusan Undang-undang Anti Serikat Pekerja/Buruh
di Negara-negara Anggota ILO yang diadopsi tahun 1957 memuat
anjuran penerapan undang-undang yang menjamin pelaksanaan
hak-hak serikat pekerja/buruh yang efektif dan tidak terbatas,
termasuk hak mogok. Lebih lanjut, dalam Resolusi tentang Hak
Serikat Pekerja/Buruh dan Hubungannya dengan Kebebasan Sipil
yang diadopsi tahun 1970 dimuat anjuran terhadap badan
pemerintah untuk memberikan penghargaan secara penuh dan
universal terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh dalam pengertian
yang seluas-luasnya, khususnya tentang hak mogok.?°

Selanjutnya, Konvensi [LO No. 87 menetapkan “hak” bagi
serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha untuk merumuskan
program, mengatur administrasi serta kegiatan mereka,?' yang
bertujuan untuk membela dan mendorong kepentingan mereka?®?
(mogok dan penutupan perusahaan dianggap sebagai bagian dari
kegiatan tersebut).

Komite Kebebasan Berserikat dan Komite Ahli tentang
Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO menyatakan bahwa
hak mogok merupakan hak mendasar pekerja/buruh dan
organisasinya sejauh hak itu dilaksanakan secara damai untuk
memajukan dan mempertahankan kepentingan ekonomi dan sosial

20 Lihat Bernard Gernigon et al., Prinsip-Prinsip ILO Tentang Hak Mogok  (International
Labor Office, Indonesia, 2000), Hal. 7-8.

21 Pasal 3, Konvensi No. 87 Tahun 1948.

22 Pasal 10, Konvensi No. 87 Tahun 1948.
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mereka.”* Kedua komite tersebut juga telah menetapkan batasan-
batasan pengertian serta pelaksanaan hak tersebut.

Berbagai konstitusi dan instrumen internasional mengakui
adanya hak mogok, sementara hak atau kebebasan untuk menutup
perusahaan tidak dibahas atau diakui seluas hak untuk mogok
kerja.?* Meski demikian, dalam Pasal 146 UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan, penutupan perusahaan diakui sebagai hak dasar
pengusaha untuk menolak pekerja/buruh, sebagian atau
seluruhnya, untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya
perundingan.

Pengusaha dapat melakukan penutupan perusahaan sejauh
hal itu dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta
bukan merupakan tindakan balasan terhadap tuntutan normatif
pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh. Pengecualian diterapkan
pada perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan pokok.

HAK MOGOK

Pengertian

Pengertian mogok sebagaimana dinyatakan Komite Ahli ILO
adalah sebagai berikut:

“Penghentian kerja dalam bentuk apapun, secara singkat dan
terbatas dapat dianggap sebagai mogok. Bentuk-bentuk aksi
lainnya untuk menghentikan pekerjaan, misalnya aksi
meletakkan peralatan, aksi duduk, memperlambat penyelesaian
pekerjaan, dan sebagainya dikategorikan sebagai mogok hanya
Jika aksi tersebut dilaksanakan secara damai”.

Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 137 UU No. 13/2003,
mogok kerja diakui sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat
pekerja/buruh apabila dilakukan secara sah, tertib dan damai.
Ketentuan-ketentuan lain dalam UU tersebut akan dibahas lebih
lanjut dalam Bab 6 Manual Pelatihan ini.

Prinsip-prinsip Dasar

Melalui keputusan dan rekomendasinya, Komite Kebebasan
Berserikat dan Komite Ahli telah menetapkan beberapa prinsip dasar
tentang hak mogok?®, yaitu:

23 Llihat Freedom of Association, op. cit., Para 473-475, Hal. 101.

24 Why COSATU Opposes a Lock-out Provision in the Bill of Rights. www.cosatu.org.za,
WWW.iss.cO.za. dan hasil wawancara dengan Shingo Miyake, Legal Officer on
International Labour Standards-ILO Subregional Office for South-East Asia and the
Pacific serta Temesgen Samuel.

25 The ILO Principles Concerning the Right to Strike, Bernard Gernigon et. al., ILO
Geneva, 2000, Hal. 55-56.



Hak mogok merupakan salah satu sarana dan hak mendasar
bagi pekerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, federasi atau
konfederasi organisasi pekerja/buruh, untuk membela dan
mempromosikan kepentingan ekonomi dan sosial mereka
secara sah dan damai.

Pelaksanaan hak mogok harus merupakan upaya terakhir,
setelah semua upaya penyelesaian perselisinan lainnya
dijalankan namun tetap tidak menghasilkan kesepakatan yang
diharapkan.

Seluruh pekerja di sektor swasta dan publik berhak melakukan
mogok, kecuali anggota angkatan bersenjata, kepolisian dan
pegawai negeri senior yang menjalankan administrasi negara,
serta pekerja/buruh di perusahaan layanan pokok yang
apabila pelayanannya terhenti dapat mengancam jiwa,
keselamatan atau kesehatan dari sebagian atau keseluruhan
anggota masyarakat, atau dalam situasi krisis nasional yang
akut. Adapun yang termasuk dalam kategori layanan pokok
adalah rumah sakit, perusahaan listrik, perusahaan air minum,
perusahaan telepon, dan pusat kendali lalu-lintas udara.?®

Ketentuan-ketentuan yang memberikan prasyarat untuk
melakukan mogok dapat dibuat sejauh hal itu tidak mempersulit
atau membuat pelaksanaan aksi mogok menjadi mustanhil.
Prasyarat tersebut bisa berupa pemberitahuan rencana mogok,
kewajiban untuk melakukan upaya konsiliasi atau arbitrase
secara sukarela, maupun melalui persetujuan mayoritas
anggota serikat pekerja/buruh.

Mempekerjakan pekerja/buruh lain untuk menggantikan
pekerja/buruh yang mogok merupakan pelanggaran serius
terhadap prinsip-prinsip hak mogok, kecuali hal tersebut
dilakukan terhadap para pekerja/buruh di perusahaan layanan
pokok atau dalam situasi Kkrisis nasional yang akut.

Ketentuan UU mengenai pemotongan upah berdasarkan
jumlah hari mogok seorang pekerja/buruh dianggap tidak
melanggar prinsip-prinsip hak mogok.

Tanggung jawab untuk menetapkan bahwa suatu aksi mogok
tidak sah bukan merupakan tugas pemerintah, melainkan harus
dilaksanakan sebuah badan independen yang dipercaya oleh
pihak-pihak yang berselisih.

Mogok yang bersifat politis murni dan rencana mogok yang
sudah diputuskan secara sistematis jauh sebelum perundingan
dilaksanakan tidak termasuk dalam mogok yang dilindungi oleh
prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

Perlindungan yang diberikan oleh prinsip-prinsip kebebasan
berserikat tidak mencakup penyalahgunaan hak mogok, seperti
aksi mogok yang tidak mematuhi prasyarat wajar yang
ditetapkan olen hukum atau yang diikuti dengan tindakan-
tindakan pidana.
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= Hak mogok tidak boleh dibatasi hanya untuk masalah
perselisinan industrial yang dapat diselesaikan melalui
kesepakatan bersama. Serikat pekerja/buruh dapat
menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap masalah-
masalah ekonomi dan sosial yang lebih luas yang
mempengaruhi kepentingan anggota mereka.

= Hak mogok yang dilaksanakan secara sah tidak boleh
mengakibatkan hukuman yang merugikan pekerja/buruh yang
mengorganisir atau mengikuti mogok dalam bentuk apapun.
Sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunaan hak mogok
sebagaimana tersebut di atas harus disesuaikan dengan tingkat
pelanggaran maupun kesalahannya.

= Keterlibatan polisi dalam aksi mogok tidak melanggar prinsip-
prinsip kebebasan berserikat, sejauh hal itu dilakukan hanya
untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta tidak
membatasi pelaksanaan hak mogok yang sah. Akan tetapi,
keterlibatan polisi untuk membubarkan aksi mogok yang tidak
pbetul-betul mengancam keamanan dan ketertiban umum
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak serikat pekerja/
buruh.

Jenis-jenis Mogok Kerja

Dilihat dari tuntutan yang diajukan, aksi mogok dapat
dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu: mogok yang bertujuan
ekonomi-sosial, mogok politis dan mogok solidaritas. ?/ Bentuk
mogok yang pertama bertujuan untuk menyelesaikan masalah
perselisinan industrial yang berhubungan dengan pekerjaan dan
secara langsung berpengaruh kepada kepentingan pekerja/buruh
yang melakukan mogok. Mogok politis dapat secara langsung
maupun tidak berpengaruh kepada kondisi kerja dan kesejahteraan
pekerja/buruh yang mogok. Sementara mogok solidaritas biasanya
berkaitan dengan masalah hak-hak serikat pekerja/buruh.

Mogok Ekonomi-Sosial

Dalam banyak kasus, mogok yang dilakukan serikat pekerja/
buruh bertujuan untuk memenuhi tuntutan pekerja/buruh
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti
peningkatan kondisi kerja dan/atau kesejahteraan mereka di tempat
kerja. Namun, pada kenyataannya, banyak permasalahan
perselisinan industrial di tempat kerja yang pemecahannya
memerlukan perubahan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah.
Oleh karena itu, Komite Kebebasan Berserikat menyatakan bahwa
pelaksanaan hak mogok oleh serikat pekerja/buruh tidak dapat
dibatasi hanya untuk permasalahan perselisinan industrial yang
dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama.

26 Freedom of Association, op. cit., Para. 544, Hal. 112.



Mogok Politis

Selain mogok dengan tujuan mempengaruhi kebijakan politik
dan hukum pemerintah, mogok dengan tujuan ekonomi-sosial
yang penyelesaiannya mengarah pada perubahan kebijakan
ekonomi dan sosial yang mungkin berdampak langsung kepada
pekerja/buruh atau pengusaha tergolong ke dalam mogok politis
sepanjang hal tersebut dilaksanakan melalui ungkapan protes yang
tidak melanggar ketertiban. Pada umumnya, pelaksanaan mogok
politis diputuskan jauh sebelum pelaksanaan perundingan. Mogok
politis pun biasanya melibatkan cakupan geografis yang lebih luas
dari mogok ekonomi-sosial, dan bahkan tidak jarang dilakukan
dalam skala nasional.

Mogok dalam kategori ini tidak berkaitan langsung dengan
kepentingan pekerja/buruh yang berupa peningkatan upah dan
syarat-syarat kerja lainnya.?® Berdasarkan Konvensi No. 87, mogok-
mogok jenis ini tidak termasuk dalam lingkup prinsip-prinsip
kebebasan berserikat.

Mogok Solidaritas

Untuk menentukan apakah suatu aksi mogok merupakan
mogok simpati, perlu diperhatikan apakah pekerja/buruh
melakukan mogok dalam rangka mendukung aksi mogok lain dan
dilakukan untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan,
keserikat-pekerjaan atau tujuan ekonomi-sosial lain yang tidak
mempengaruhi pemogok secara langsung dan segera. Komite Ahli
menetapkan suatu prinsip dasar bahwa para pekerja/buruh tetap
berhak melakukan aksi mogok solidaritas sepanjang aksi mogok
yang mereka dukung merupakan aksi yang sah.”’

Persyaratan

Sehubungan dengan penetapan syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar aksi mogok dapat dikategorikan sebagai mogok yang
“sah”, Komite Kebebasan Berserikat menetapkan bahwa persyaratan-
persyaratan nasional (terkait dengan pelaksanaan hak ini) harus
persifat wajar dan bukan merupakan pembatasan substansial atas
hak mendasar tersebut. Komite telah menetapkan beberapa
persyaratan sebagai berikut:

=  Kewajiban untuk memberitahukan rencana aksi mogok
sebelum pelaksanaan;

= Kewajiban untuk mengupayakan alternatif lain sebagai
persyaratan awal dalam rangkaian penyelesaian perselisinan

27 Freedom of Association, op. cit., Para 479-483, Hal. 102.
28 Lihat Jeremy Brecher, Strike (Cambridge: South End Press, 1997), Hal. 285.
29 Freedom of Association, op. cit., Para. 486, Hal. 103.
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yang terjadi, misalnya penggunaan mekanisme mediasi,
konsiliasi maupun arbitrase sukarela;

= Kewajiban pemenuhan kuorum tertentu maupun persetujuan
mayoritas dari subyek yang telah ditentukan;

= Kewajiban untuk mengambil keputusan melakukan mogok
melalui pemungutan suara secara rahasia;

= Pelaksanaan tindakan untuk memenuhi syarat keselamatan dan
pencegahan kecelakaan;

= Penetapan layanan minimal dalam kondisi-kondisi tertentu,; dan

= Adanya jaminan kebebasan bekerja bagi pekerja yang tidak ikut
mogok.

Komite Kebebasan Berserikat pun menetapkan bahwa
kewenangan untuk menentukan suatu aksi mogok “tidak sah”
seharusnya diserahkan kepada sebuah badan independen yang
anggotanya dipercaya oleh pihak-pihak yang terlibat, bukan
diserahkan pada pemerintah.

Peran Kepolisian

Komite Kebebasan Berserikat menyatakan bahwa selama
pekerja/burun dan organisasi pekerja/buruh menjalankan mogok
kerja secara sah dan damai, kepolisian tidak dapat melakukan
intervensi, kecuali terdapat ancaman serius dan nyata terhadap
keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran peraturan
perundang-undangan yang ada.



PENUTUPAN PERUSAHAAN
(LOCKOUT)

Pengertian

Pengertian umum dari penutupan perusahaan adalah
“tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh, seluruhnya
atau sebagian, untuk menjalankan pekerjaan”.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah:

=  Penutupan perusahaan tidak boleh dilakukan sebagai tindakan
balasan atas tuntutan normatif (tuntutan hak-hak pekerja yang
telah ada dasar hukumnya) yang diajukan pekerja;

= Terdapat syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian tertentu
untuk dapat atau tidak melaksanakan hak tersebut, yang
pengaturannya tergantung pada perangkat hukum nasional
masing-masing negara anggota ILO, dan

= Umumnya terjadi akibat gagalnya perundingan bipartit antara
pihak pekerja/buruh dan pengusaha.

POLICE

Trial iy Prigeat’
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PAPARAN 4.1:
KEBEBASAN BERSERIKAT
DAN "HAK UNTUK
BERUNDING BERSAMA’

POLICE
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PENTINGNYA PRINSIP
KEBEBASAN BERSERIKAT

Konsititusi ILO (1919)

Mukadimah™”...peningkatan kondisi (pekerja dan pengusaha) secara
mendesak disyaratkan dengan...pengakuan terhadap prinsip kebebasan
berserikat”

Deklarasi Philadelphia (1944)

“Konferensi menetapkan...bahwa...kebebasan berserikat. ..(merupakan
hal yang)...esensial untuk kemajuan yang telah dicapai”

Juga diakui sebagai hak yang harus dilindungi oleh Negara pada:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)

- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966)

- Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(1966)

STANDAR PERBURUHAN INTERNASIONAL
TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN HAK
UNTUK BERUNDING BERSAMA

Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan hak
untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (1948)

- Perlindungan atas kebebasan pekerja dan pengusaha
untuk berserikat

Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan

Berunding Bersama (1949)

- Perlindungan bagi pekerja terhadap diskriminasi anti-serikat
- Independensi organisasi pekerja dan pengusaha dari satu
sama lain

- Mempromosikan perundingan bersama

ONVENSI ILO NO. 87 TENTANG KEBEBASAN
BERSERIKAT DAN HAK UNTUK BERORGANISASI,
1948

Empat kententuan pokok Konvensi

- Hak seluruh pekerja dan pengusaha untuk mendirikan atau
bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri

- Hak organisasi tersebut untuk menentukan sendiri urusan internal
mereka

- Hak untuk melindungi organisasi tersebut dari pembekuan atau
pembubaran

- Hak untuk membentuk dan bergabung dengan federasi dan
konfederasi, serta hak untuk berafiliasi dengan organisasi
internasional

Konvensi ini berlaku juga bagi pegawai negeri yang menangani

administrasi Negara.




KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENDIRIKAN
DAN BERGABUNG DENGAN ORGANISASI

. “Pekerja dan pengusaha, tanpa pembedaan apapun, berhak
untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-
masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas
pilihan mereka sendiri tanpa ijin sebelumnya.”

- Pasal 2

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENDIRIKAN
DAN BERGABUNG DENGAN ORGANISASI

. “Tanpa pembedaan apapun”

- Hak ini berlaku bagi seluruh pekerja dan pengusaha.

- Pegawai negeri juga harus memperoleh hak untuk
berorganisasi

- Pengecualian diberlakukan bagi anggota angkatan
bersenjata dan pihak kepolisian. Pemerintah negara
anggota berwenang menentukan hal ini dalam
undang-undang nasionalnya.

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENDIRIKAN
DAN BERGABUNG DENGAN ORGANISASI

. “Menurut aturan organisasi masing-masing”
- Organisasi tersebut lah yang berhak menentukan
kategori pekerja atau pengusaha yang akan mereka
organisir.
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POLIC!

Tridigey Progiat

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENDIRIKAN
DAN BERGABUNG DENGAN ORGANISASI

= "Atas pilihan mereka sendiri”

- Ketentuan hukum apapun yang membatasi
kebebasan dalam memilin suatu organisasi akan
bertentangan dengan Konvensi.

- Tindakan hukum apapun yang mengarah pada
terbentuknya monopoli serikat pekerja juga
bertentangan dengan Konvensi.

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENDIRIKAN
DAN BERGABUNG DENGAN ORGANISASI

= “Tanpa ijin sebelumnya”

- Perundangan atau peraturan tentang pendaftaran
suatu organisasi tidak boleh berfungsi sebagai
otorisasi yang diperlukan sebelum membentuk atau
bergabung dengan organisasi.

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENENTUKAN
URUSAN INTERNAL MEREKA

= ""Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk
membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
organisasi, memilih wakil-wakilnya secara bebas,
mengelola administrasi dan kegiatan serta merumuskan
program-program mereka sendiri (tanpa campur tangan
dari pihak lain, termasuk pemerintah)

- Pasal 3




KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENENTUKAN
URUSAN INTERNAL MEREKA

=  “Hak organisasi untuk membuat angaran dasar dan
anggaran rumah tangga mereka”

- Peraturan perundangan hanya menetapkan

persyaratan dasar dengan maksud untuk
melindungi anggota individu.

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENENTUKAN
URUSAN INTERNAL MEREKA

= “Hak untuk memilin wakil-wakil mereka secara bebas”

- Peraturan perundangan yang menetapkan kondisi-
kondisi yang mendetil dan/atau diskriminatif
bertentangan dengan Konvensi.

- Pemantauan secara ketat oleh pemerintah terhadap
proses pemilihan dalam suatu organisasi juga
bertentangan dengan Konvensi.

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MENENTUKAN
URUSAN INTERNAL MEREKA

= “Administrasi”
- Otonomi finansial organisasi
- Pejabat pemerintah tidak dapat memasuki
lingkungan kantor, menyelidiki korespondensi dan
komunikasi organisasi tanpa surat perintah dari
pejabat pengadilan yang berwenang.
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POLIC!

Tridigey Progiat

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK
MENENTUKAN URUSAN INTERNAL MEREKA

= “Aktivitas dan program”

- Organisasi pekerja dan pengusaha dapat terlibat
dalam aktivitas apapun yang sah, temasuk dalam
mengekspresikan pandangan politik mereka.

- Kewajiban untuk mematuhi hukum nasional yang
berlaku tercantum dalam Pasal 8 Konvensi ini.

- Hak untuk melakukan mogok kerja termasuk salah
satu hal yang merupakan implikasi langsung dari hak
organisasi pekerja ini.

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MELINDUNGI
DARI PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN

= “Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh
dibubarkan atau dibekukan kegiatannya oleh ‘penguasa
administratif’.”

- Pasal 4

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MELINDUNGI
ORGANISASI TERSEBUT “DARI PEMBEKUAN ATAU
PEMBUBARAN

= Pembubaran atau pembekuan = bentuk campur tangan
dan pelanggaran kebebasan berserikat yang paling
ekstrim

=  Pembubaran yang dilakukan berdasarkan upaya atau
ketentuan-ketentuan legislatif juga bertentangan dengan
Konvensi.




KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MEMBENTUK
DAN BERGABUNG DENGAN FEDERASI DAN
KONFEDERASI, SERTA HAK UNTUK BERAFILIASI
DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL

= “Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk
mendirikan atau bergabung dengan federasi dan
konfederasi dan organisasi sejenis, dan setiap federasi
dan konfederasi tersebut berhak untuk berafiliasi dengan
organisasi pekerja dan pengusaha internasional.”

- Pasal 5

KONVENSI NO. 87: "HAK UNTUK MEMBENTUK
DAN BERGABUNG DENGAN FEDERASI DAN
KONFEDERASI, SERTA HAK UNTUK BERAFILIASI
DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL

=  Pasal 5: Perluasan hak pekerja dan pengusaha untuk
pberorganisasi.

= Pasal 6 menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 2,3,
dan 4 berlaku untuk federasi dan konfederasi.

=  Hak untuk berafiliasi dengan organisasi internasional
mencakup hak untuk memperoleh bantuan, termasuk
pantuan finansial, dari organisasi tersebut.

KONVENSI ILO NO. 98 TENTANG HAK UNTUK
BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA,
1949

= Tiga ketentuan pokok Konvensi:

Perlindungan bagi pekerja terhadap diskriminasi anti-
serikat

Perlindungan bagi organisasi pekerja dan
pengusaha terhadap intervensi oleh satu sama lain
Memajukan perundingan bersama

= Konvensi ini tidak berlaku bagi pegawai negeri yang
terlibat dalam administrasi Negara.




32

POLIC!

Tridigey Progiat

KONVENSI NO. 98: “PERLINDUNGAN
TERHADAP DISKRIMINASI ANTI-SERIKAT

“Pekerja harus memperoleh perlindungan yang
memadai dari tindakan-tindakan diskriminasi anti-serikat
pekerja sehubungan dengan pekerjaan mereka.”

- Pasal 1

POLICE

KONVENSI NO. 98: "PERLINDUNGAN
TERHADAP DISKRIMINASI ANTI-SERIKAT

Tindakan diskriminatif dilarang dilakukan pada saat:
mempekerjakan, menghentikan, transfer, penolakan
pemberian pelatihan atau promosi / kenaikan pangkat,
penurunan pangkat, tindakan disipliner, dll.
Perlindungan ini harus meliputi waktu penerimaan
pekerjaan serta pelaksanaan dan penyelesaian
pekerjaan.

Terutama penting bagi perwakilan dan pimpinan/
pengurus serikat pekerja.

KONVENSI NO. 98: PERLINDUNGAN BAGI
ORGANISASI PEKERJA DAN PENGUSAHA
TERHADAP INTERVENSI OLEH SATU SAMA LAIN

“Organisasi pekerja dan pengusaha harus mendapat
perlindungan yang memadai dari campur tangan oleh
masing-masing pihak atau perwakilan atau anggota satu
sama lain dalam pendirian, pengoperasian atau
administrasi organisasi”

- Pasal 2




KONVENSI NO. 98: PERLINDUNGAN BAGI
ORGANISASI PEKERJA DAN PENGUSAHA
TERHADAP INTERVENSI OLEH SATU SAMA LAIN

= Tindakan-tindakan terlarang yang disebutkan dalam
Konvensi

=  Mendorong pendirian organisasi pekerja di bawah
dominasi pihak pengusaha

=  Memberikan dukungan finansial agar serikat pekerja
dapat dikontrol oleh pengusaha.

KONVENSI NO. 98:"MEMAJUKAN
PERUNDINGAN BERSAMA

= “Apabila perlu Tindakan yang sesuai dengan keadaan
nasional harus dilakukan, untuk mendorong dan
memajukan perkembangan dan penggunaan
sepenuhnya mekanisme negosiasi secara sukarela
antara pengusaha atau organisasi pengusaha dan
organisasi pekerja, dengan maksud mengatur syarat-
syarat dan kondisi kerja melalui perjanjian bersama.”

- Pasal 4

PERUNDINGAN BERSAMA

=  Hak untuk berunding secara bebas dan atas dasar
kesetaraan antara pekerja dan pengusaha adalah sangat
penting bagi kebebasan berserikat.
= Contoh praktik-praktik yang bertentangan dengan
ketentuan Konvensi
- Pembatasan cakupan dari isu-isu yang dapat
dirundingkan
- Sistem pensahan untuk validasi atau pembatalan
kesepakatan
- Arbitrasi wajib







BAHAN STUDI KASUS

Contoh Pertanyaan dan Tugas

Pertanyaan:

1. Dalam kasus ini, apakah terjadi pelanggaran ketentuan-
ketentuan dalam Konvensi-konvensi ILO tentang Kebebasan
Berserikat dan Berunding Bersama?

a. Jika tidak terjadi, jelaskan argumen anda.

b. Jika terjadi, jelaskan argumen anda dan sebutkan ketentuan-
ketentuan apa yang dilanggar dengan merujuk pada pasal-
pasal Konvensi ILO yang relevan.

2. Apayang harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dalam
kasus ini untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi?

Tugas:

1. Dari anggota kelompok anda, tentukan siapa yang akan
menjadi:
a. pemimpin diskusi;
b. pencatat hasil diskusi; dan
C. pemapar.
Buat ringkasan dari kasus yang kelompok anda kerjakan.

3. Tuliskan jawaban dan argumen kelompok anda pada lembar
transparansi yang telah tersedia.

Contoh Kasus

Kasus 1:

Dua bulan yang lalu, PT. ATM terpaksa mengadakan pemilinan
untuk menentukan serikat pekerja (SP) yang berhak mewakili pekerja
dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), karena di
perusahaan tersebut terdapat empat serikat pekerja dan dua
diantaranya memiliki jumlah anggota yang sama banyaknya
sehingga tidak ada serikat pekerja yang memiliki keanggotaan
mayoritas. Dari hasil penghitungan kartu suara yang masuk, Serikat
Pekerja “Perdamaian” memperoleh 35% suara, sementara
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perolehan suara serikat pekerja/buruh yang lain adalah sebagai
berikut: SP “Buruh Selalu” 20%; SP “Perjuangan” 25%, SP “Maju Terus”
20%. Berdasarkan hasil ini SP “Perdamaian” ditetapkan sebagai
perwakilan pekerja dalam perundingan pembuatan PKB. Kira-kira
seminggu setelah pemilihan, pengusaha menerima surat yang
ditandatangani olenh 51% dari jumlah pekerja, yang menyatakan
bahwa mereka tidak menginginkan SP “Perdamaian” untuk mewakili
pekerja dalam perundingan tersebut. Atas dasar ini, pengusaha
menolak untuk berunding dengan SP “Perdamaian” karena sudah
tidak dapat dianggap sebagai serikat pekerja yang paling mewakili
pekerja dalam perundingan PKB.

Kasus 2:

SP PT. CPT sudah satu setengah tahun berunding dengan pihak
pengusaha untuk memperbaharui Perjanjian Kerja Bersama.
Namun, usaha mereka tidak memberikan hasil apa pun karena pihak
pengusaha selalu menolak. Pengusaha dinilai selalu berusaha
mengulur waktu dengan berlindung dibalik alasan kondisi ekonomi
perusahaan yang belum pulinh akibat krisis ekonomi dan moneter
tanpa pernah bersedia menunjukkan informasi yang mendukung
alasan tersebut, yang sebenarnya sangat diperlukan pekerja.
Akhirnya, SP PT. CPT menyatakan secara terbuka kepada pihak
pengusaha bahwa dalam rangka memberikan dukungan moril
terhadap wakil-wakil mereka di meja perundingan, mereka akan
mengkoordinasikan demonstrasi besar-besaran dihalaman depan
perusahaan, yang kebetulan berada didepan jalan protokol sambil
membawa spanduk dan poster-poster besar. Pengusaha khawatir,
isi spanduk maupun poster tersebut dapat mencemarkan nama baik
perusahaan dan menyatakan bahwa SP tersebut telah melakukan
pelanggaran terhadap prinsip berunding dengan itikad baik karena
telah mengancaman dan melakukan tekanan terhadap pengusaha.

Kasus 3:

Sekitar 250 buruh pabrik knalpot PT. SMJ, melakukan mogok
kerja di depan pabrik menuntut upah mereka dinaikkan menjadi 60
dolar per bulan, sesuai dengan UMK tempat perusahaan itu
beroperasi. Saat ini para buruh pabrik itu hanya dibayar 50 dolar
per bulan. Selain menuntut kenaikan gaji, para buruh yang
kebanyakan perempuan juga minta kebebasan mendirikan serikat
pekerja. Sebab, selama ini perusahaan melarang para karyawan
mendirikan serikat pekerja tanpa alasan yang jelas. Sedangkan para
buruh yang statusnya harian lepas dan borongan menuntut
statusnya dinaikkan jadi karyawan kontrak atau tetap karena saat ini
mereka hanya digaji 41 dolar per bulan.



Kasus 4:

Sekitar 3.000 pekerja perusahaan perkebunan, PT PNPE dari
berbagai bagian melakukan aksi mogok kerja di depan Kantor
Direksi perusahaan itu sebagai bentuk protes kepada pihak
manajemen. Akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih
dari seminggu itu, aktivitas perusahaan perkebunan terbesar di
negara yang sedang berkembang tersebut nyaris lumpuh.

Para karyawan yang melakukan mogok tersebut membangun
panggung di halaman depan kantor Direksi. Sejak pagi hari, mereka
secara bergantian melakukan orasi dan membacakan tuntutan
mereka. Sekitar satu truk anggota Kepolisian Resor setempat
dengan senjata lengkap terlihat berjaga-jaga di depan kantor
Direksi.

Aksi mogok tersebut dipicu oleh ketidakpuasan para karyawan
atas sejumlah kebijakan manajemen yang dinilai tidak adil. Para
karyawan merasa ada perlakuan yang tidak adil, seperti upah
minimum provinsi yang tidak diterapkan, pemberian fasilitas
kendaraan dinas pada karyawan level tertentu yang tidak
transparan.

Ketidakpuasan tersebut selama ini tidak tersampaikan kepada
pihak manajemen perusahaan. Bahkan, sampai hari ke-8 aksi
mereka, belum ada pertemuan antara karyawan dan manajemen.
Pihak manajemen hanya mau berunding dengan Serikat Pekerja
BUD (SP BUD). Sementara selama ini para karyawan melihat SP BUD
lebih berpihak kepada perusahaan.

Menurut Kepala Urusan Hubungan Masyarakat PT PNP,
manajemen perusahaan melihat tuntutan para pekerja banyak
yang tidak masuk akal. Seperti tuntutan pembagian bonus sebesar
delapan kali gaji yang mustahil dipenuhi oleh perusahaan.
Selanjutnya, tudingan bahwa kinerja manajemen sangat buruk
adalah tidak benar, buktinya laba perusahaan tahun lalu meningkat
sampai 100 persen dari tahun sebelumnya dan perusahaan akan
segera memperoleh sertifikat sebagai perusahaan tersehat, ujarnya.

PT. PNP merupakan perusahaan perkebunan terbesar.
Perusahaan milik negara ini memiliki luas areal perkebunan sampai
150.000 hektar dengan jumlah pekerja lebih dari 4.000 orang. Hasil
utama dari perusahaan yang tahun lalu mampu meraup
keuntungan kotor sampai 19 juta dolar ini adalah kelapa sawit.

Mogok kerja ini jelas merugikan negara, karena kerugian per-
hari akibat aksi ini mencapai 250 ribu dolar, kata Kepala Humas
perusahaan itu.

la menerangkan bahwa pihak Direksi hanya bersedia
melakukan perundingan dengan SP BUN karena mereka adalah
serikat kerja mayoritas yang diakui perusahaan. Semestinya, minggu
lalu kami dan para pekerja telah bertemu, tetapi mereka sendiri
yang membatalkan tanpa alasan jelas, ujarnya.
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Melihat kondisi mogok yang berlarut-larut, Kepala Humas
tersebut mengatakan, perusahaan akan segera mengambil tindakan
tegas dengan menutup jalan masuk ke area kantor PT. PNP Karena
ini adalah instalasi negara dan untuk mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan, kami akan minta bantuan aparat kepolisian untuk
memblokir jalan masuk, tandasnya.

Sementara itu para pekerja tetap bersikeras untuk melanjutkan
aksi mereka sampai tuntutan dipenuhi perusahaan. Sebagian dari
mereka bertahan di posko yang didirikan di kantor perusahaan untuk
persiapan aksi selanjutnya.

Pertanyaan khusus untuk Kasus 4:
1. Menurut peraturan perundangan yang berlaku, apakah
rencana lockout yang akan dilakukan oleh perusahaan sah?

2. Apakah yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait, termasuk
Dinas Ketenagakerjaan dan Polri untuk mencegah perusahaan
melakukan lockout?
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TUJUAN

Umum

Melalui modul ini, para peserta diharapkan dapat mengetahui
dan memahami latar belakang dan dasar hukum yang membentuk
dan mengatur sistem hubungan industrial di Indonesia

Khusus

Peserta diharapkan:

=  Mengetahui dan memahami latar belakang reformasi hukum
ketenagakerjaan di Indonesia;

= Mengetahui peraturan perundangan perburuhan yang
membentuk sistem hubungan industrial di Indonesia; dan

= Mengetahui dan memahami komponen-komponen sistem

hubungan industrial tersebut serta fungsi dan perannya
masing-masing.







USULAN STRATEGI
PELATIHAN

URUTAN KEGIATAN METODE BAHAN WAKTU

1. Paparan tentang tujuan umum Kuliah Flip Chart 5 Mnt
dan khusus

2. Paparan tentang Kuliah Paparan 5.1 30 Mnt
“Hubungan Industrial di
Indonesia”

3. Tanya Jawab tentang Diskusi Paparan 5.1 45 Mnt
materi pemaparan Umum dan
Pelatihan Flip Chart

4. Pembulatan Kuliah 10 Mnt







HUKUM
KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA

Kasus di atas merupakan salah satu contoh bahwa pekerja/
buruh di Indonesia makin memahami hak-haknya. Namun, untuk
memperoleh hak-hak tersebut, mereka seringkali dihadapkan pada
kondisi yang tidak menyenangkan. Untuk itu, perlindungan yang
memadai perlu diberikan tidak hanya kepada pekerja/buruh, tetapi
juga pengusaha melalui hukum nasional dan pelaksanaannya di
lapangan.

Perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia diawali
sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga reformasi hukum
perburuhan yang dimulai tahun 1998. Di samping itu, seperti telah
disampaikan pada modul terdahulu, globalisasi menuntut
pemerintahan negara-negara di dunia untuk menerapkan prinsip-
prinsip internasional dalam pembuatan keputusan atau
perundangan nasional mereka. Sebagai anggota ILO, Indonesia
menikmati keuntungan dalam upaya penyusunan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan yang sejalan dengan prinsip-
prinsip internasional. Dengan meratifikasi standar-standar
perburuhan internasional yang ditetapkan dalam konvensi atau
rekomendasi ILO, Indonesia berhak memperoleh bantuan teknis
dari ILO dalam upaya melaksanakan konvensi atau rekomendasi
tersebut melalui peraturan hukum nasional.

HUKUM KETENAGAKERJAAN SEBELUM
REFORMASI

Ketentuan hukum ketenagakerjaan yang telah ada sejak zaman
Hindia Belanda, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata atau dalam perundang-undangan lainnya,
mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masa.
Berbagai peraturan telah ditetapkan untuk menggantikan ketentuan
hukum ketenagakerjaan peninggalan zaman kolonial.

Pada tahun 1969, UU No. 14/1969 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja disahkan. Selain UU
tersebut, ketentuan lain mengenai ketenagakerjaan, misalnya: UU
No. 12/1948 tentang UU Kerja, yang dinyatakan berlaku dengan

Para pekerja di PT Laris Maju
Terus, yang berjumlah 49
orang, mengajukan
permohonan kepada
pimpinan perusahaan untuk
mendirikan serikat pekerja/
buruh. Pihak perusahaan
meminta agar permohonan
tersebut diajukan secara
tertulis, dilengkapi nama-
nama pekerja/buruh yang
akan menjadi anggota dan
pengurus, maksud dan
tujuan pembentukan serikat
pekerja/buruh, kegiatan yang
akan dilakukan serta
pembiayaannya. Pekerja/
buruh berkeberatan karena
khawatir, apabila permintaan
perusahaan dikabulkan,
nama-nama yang tercantum
sebagai pengurus akan
diputuskan hubungan
kerjanya.




UU No. 1/1951; UU No. 23/1948 tentang Pengawasan Perburuhan,
yang dinyatakan berlaku dengan UU No. 3/1951; UU No. 21/1954
tentang Perjanjian Perburuhan; UU No. 22/1957 tentang
Penyelesaian Perselisinan Perburuhan, UU No. 8/1961 tentang Wajib
Kerja Sarjana; UU No. 12/1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
di Perusahaan Swasta, UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja;
dan UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Sebagai upaya merangkum ketentuan-ketentuan yang tersebar
diberbagai perundangan, disahkanlah UU No. 25/1997 tentang
Ketenagakerjaan. Namun, karena meruncingnya perdebatan pro
dan kontra, pelaksanaan UU inipun tertunda dan mengalami
perubahan. Hal ini tertuang dalam UU No. 2872000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 372000 tentang
Perubahan atas UU No. 11/1998 tentang Perubahan Berlakunya UU
No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan. Namun, UU ini dinyatakan
tidak berlaku lagi dengan disahkannya UU No. 13/2003.!

HUKUM KETENAGAKERJAAN SESUDAH
REFORMASI

Tuntutan akan reformasi pada 1998 berdampak pada hukum
ketenagakerjaan. Tuntutan akan penghargaan dan perlindungan
yang lebih baik terhadap hak asasi manusia (HAM) mendorong
dilakukannya reformasi hukum nasional, termasuk hukum
ketenagakerjaan. Pelaksanaan otonomi daerah juga berpengaruh
terhadap pelaksanaan ketentuan hukum ketenagakerjaan di masing-
masing daerah.

Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk
mengatur kondisi ketenagakerjaan di daerahnya sesuai dengan
kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari penentuan upah minimum,
pelaksanaan suatu pekerjaan di daerah yang bersangkutan,
pelayanan pasar kerja, upaya pengawasan serta penyelesaian
perselisinan hubungan industrial.

Program reformasi hukum ketenagakerjaan yang dilaksanakan
Pemerintah Indonesia menghasilkan tiga UU baru Ketenagakerjaan,
yaitu: UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh; UU No. 13/
2003 tentang Ketenagakerjaan; dan UU No. 2/2004 tentang
Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial. Selain itu, Indonesia
pun telah meratifikasi sejumlah konvensi ILO, dan di tahun 2000
menjadi negara pertama di Asia yang telah meratifikasi kedelapan
konvensi pokok ILO.

1 Pasal 192 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, LN RI Tahun 2003 No. 39, TLN
No. 4279.



SISTEM HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI
INDONESIA KINI DAN
AKAN DATANG

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan industrial berjalan berdasarkan sistem yang
terbentuk melalui ketentuan perundang-undangan dan ketentuan
lain di bawahnya. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang
pelaku dan perangkat hubungan industrial dari tingkat nasional
hingga perusahaan:

PELAKU

Pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam
pelaksanaan hubungan industrial, yaitu pekerja/buruh, serikat
pekerja/ buruh, pengusaha, organisasi pengusaha dan pemerintah.

Pekerja/buruh

Pasal T UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “pekerja/
buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam hubungan industrial,
pekerja/buruh adalah mitra pengusaha dalam menjalankan proses
produksi barang atau jasa di suatu perusahaan demi kelangsungan
hidup perusahaan tersebut serta peningkatan kesejahteraan
pekerja/buruh dan pengusaha.

Serikat Pekerja?

Sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/
buruh, baik di dalam maupun di luar perusahaan, serikat pekerja/
buruh dibentuk untuk memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh. Selain itu, juga
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan
pbertanggungjawab.

Serikat pekerja/buruh dapat dibentuk berdasarkan

2 UU No. 2172000 tentang Serikat Pekerja/ Buruh. LNRI Tahun 2000 No. 131, TLN RI
No. 3889.




perusahaan, sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lainnya
sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Setiap pekerja/buruh hanya
berhak menjadi anggota dari satu serikat pekerja/buruh dan berhak
membentuk serikat pekerja/buruh dengan menghimpun sekurang-
kurangnya 10 pekerja/buruh.

Jumlah minimum untuk membentuk serikat pekerja/buruh
adalah sebagai berikut:

Pekerja/buruh » Serikat pekerja/buruh » Federasi SP/SB »
Konfederasi

10 orang 5 SP/SB 3 FSP/FSB

Keanggotaan dari serikat pekerja/buruh, federasi maupun
konfederasi serikat pekerja/buruh tidak boleh membedakan aliran
politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin.

Pengaturan mengenai hal-hal internal organisasi diatur dalam
anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga (AD/ART) serikat
pekerja/buruh yang bersangkutan. AD/ART tersebut harus
mencantumkan:®* nama dan lambang, dasar negara Indonesia, asas
dan tujuan organisasi, tanggal pendirian, tempat kedudukan,
keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggung-
jawaban keuangan, serta ketentuan perubahan AD/ART.

Pembentukan serikat pekerja/buruh, federasi atau konfederasi
serikat pekerja/buruh, harus diberitahukan secara tertulis kepada
instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk itu—Kantor
Dinas Ketenagakerjaan di tingkat daerah atau Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi di tingkat pusat. Pemberitanuan tersebut harus
dilampiri daftar nama anggota pembentuk, AD/ART, susunan dan
nama pengurus. Selanjutnya akan dilakukan pencatatan, dan serikat
pekerja/buruh, federasi atau konfederasi serikat pekerja/buruh yang
bersangkutan akan memperolen nomor bukti pencatatan.

Pengusaha

Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau
badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
atau bukan miliknya, berada di Indonesia atau sebagai wakil
perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*

Dalam hubungan industrial, pengusaha memegang peranan
sangat penting, yaitu mengatur kegiatan perusahaan, termasuk
pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja/buruh. Kendati demikian,
kegiatan usaha tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari

3 UU No. 21/2000, Pasal 11.
4 UU No. 2/2004, Pasal 1, Para. 6.



pekerja/burun. Karenanya, pengusaha pun harus menempatkan
pekerja/buruh sebagai mitra kerja dalam berproduksi.

Organisasi pengusaha

Para pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota
organisasi pengusaha.®> Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan
organisasi pengusaha adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh
dan untuk pengusaha serta mempunyai wewenang untuk mewacili
kepentingan pengusaha di bidang ketenagakerjaan dan hubungan
industrial.

Sebagai wakil pengusaha, organisasi pengusaha berperan
memperjuangkan dan membela kepentingan pengusaha melalui
keterlibatannya dalam lembaga-lembaga hubungan industrial,
seperti Lembaga Kerjasama Tripartit, mulai dari tingkat daerah,
nasional, regional, sampai internasional.

Di Indonesia, organisasi pengusaha yang mempunyai
wewenang seperti ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO), seperti ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor
Skep/019/DP/11I/2004 tanggal 5 Maret 2004 tentang
pengakreditasian APINDO sebagai wakil KADIN dalam Kelembagaan
Hubungan Industrial untuk tahun 2004-2006.

Pemerintah

Hubungan kerja yang semula merupakan hubungan yang
bersifat perdata, dalam perkembangannya di Indonesia telah
mengikutsertakan pihak pemerintah. Pada 1975, konsep hubungan
perburuhan yang berlandaskan Pancasila mulai diperkenalkan.
Namun, ketka itu belum tertuang di dalam peraturan perundang-
undangan. Barulah dengan UU No. 1372003 tentang
Ketenagakerjaan, peran pemerintah ditegaskan kembali
sebagaimana tertuang pada Pasal 102 Ayat (1) yang menyebutkan
fungsi pemerintah dalam hubungan industrial, yaitu:

=  Menetapkan kebijakan.
=  Memberikan pelayanan.
=  Melaksanakan pengawasan.

= Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan.

5  Ketentuan tentang organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 105 Ayat (2) UU No. 13/2003)
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PERANGKAT

Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban para pihak.® Yang dimaksud dengan syarat-syarat
kerja adalah pengupahan dan jaminan kesejahteraan bagi pekerja/
buruh selama melakukan pekerjaannya. Hal ini terkait erat dengan
perlindungan pekerja/buruh dalam arti sempit berupa kesehatan
kerja yang menyangkut jam kerja, istirahat dan cuti. Sedangkan
perlindungan dalam arti luas mencakup semua bentuk perlindungan
ternadap pekerja/buruh, termasuk perlindungan terhadap
penyandang cacat serta anak dan perempuan, yang umumnya
tidak tercantum dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:’

= Kesepakatan kedua pihak.

= Kemampuan atau kecakapan pihak-pihak yang terlibat.

=  Ada pekerjaan yang diperjanjikan.

= Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Dasar-dasar di atas membedakan perjanjian kerja dengan
perjanjian borongan serta perjanjian penyediaan jasa pekerja/
buruh. Dalam kerja borongan, yang diutamakan adalah hasil
pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian pemborongan.
Sedang dalam perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh diperlukan
keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, yang membutuhkan
pekerjaan tambahan sebagai penunjang, UU Ketenagakerjaan
memberi peluang untuk menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain
melalui perjanjian borongan atau penyediaan jasa pekerja
(outsourcing). Outsourcing ini umumnya diterapkan untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu pada waktu tertentu.®

Perjanjian kerja dapat dilakukan untuk waktu tertentu maupun
tanpa batas dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang
ditentukan. Penentuan waktu berlakunya perjanjian kerja berkaitan
dengan cara dan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada
dasarnya, pengusaha atau pekerja/buruh berusaha untuk
menghindari PHK. Namun apabila hal tersebut terjadi, kedua belah
pihak harus merundingkan situasi ini.

Pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisinan hubungan
industrial. Saat menunggu hasil penetapan, pengusaha berhak

6 UU No. 13/2003, Pasal 50 dan 54.
7 UU No. 1372003, Pasal 52.
8 UU No. 1372003, Pasal 64-66.



menetapkan skorsing terhadap pekerja/buruh namun tetap
berkewajiban membayar upah pekerja/buruh tersebut selama masa
tunggu.

Sejumlah pembatasan dalam melakukan PHK seperti tertuang
dalam UU Ketenagakerjaan, antara lain, mencakup pekerja/buruh
dalam keadaan sakit, hamil, adanya pertalian darah di antara
pekerja/buruh, diskriminasi, dan keanggotaan serikat pekerja/
buruh. UU tersebut juga memuat tata cara dan akibat PHK. Pekerja/
buruh yang mengalami PHK berhak memperoleh pesangon dan/
atau uang penghargaan masa kerja serta penggantian hak sesuai
dengan masa kerjanya dan penyebab terjadinya PHK.?

Peraturan perusahaan

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 108-115 UU No. 1372003
tentang Ketenagakerjaan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
peraturan perusahaan, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

=  Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10
pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan jika
belum ada perjanjian kerja bersama. Peraturan ini disusun
secara tertulis oleh pengusaha, dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan
yang bersangkutan.

=  Peraturan perusahaan memuat syarat-syarat kerja dan tata
tertib perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja/buruh dengan masa berlaku paling lama dua
tahun.

= Untuk pemberlakuan peraturan perusahaan, pengesahan
harus dilakukan menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam
waktu 30 hari sejak naskah peraturan yang telah sesuai
ketentuan diterima.

=  Apabila waktu tersebut terlampaui, peraturan perusahaan
tersebut dianggap berlaku di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 188 UU No. 1372003 juga menetapkan bahwa
pelanggaran terhadap kewajiban yang tertuang di dalam peraturan
perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit
Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PKB merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis sebagai
hasil kesepakatan antara serikat pekerja/burun dengan pengusaha.

9  Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003
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Pihak-pihak yang melakukan perundingan adalah:

. + . » PKB

Serikat pekerja/buruh atau Pengusaha atau sejumlah
beberapa serikat pekerja/ pengusaha atau asosiasi
buruh di perusahaan pengusaha.

tersebut yang tercatat pada
instansi yang berwenang

Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB, yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.'
PKB tersebut berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan untuk waktu dua tahun, dan dapat diperpanjang
untuk waktu satu tahun."!

Apabila di perusahaan hanya ada satu serikat pekerja/buruh,
serikat pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mewakili pekerja/
buruh di perusahaan tersebut jika jumlah anggotanya mencapai
50% dari jumlah keseluruhan pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
Apabila tidak sebanyak itu, serikat pekerja/buruh yang bersangkutan
harus memperlihatkan dukungan paling tidak 50% dari keseluruhan
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan berdasarkan hasil
pemungutan suara. Apabila suara yang terkumpul belum
mencukupi, perundingan ditunda selama enam bulan dan
selanjutnya dilakukan kembali prosedur seperti semula.'?

Apabila di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
pekerja’/buruh, yang berhak mewakili pekerja/buruh adalah serikat
yang beranggotakan lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pekerja/
buruh di perusahaan yang bersangkutan. Apabila jumlah anggota
tidak mencukupi, serikat pekerja/buruh dapat berkoalisi atau
membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara
proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat
pekerja/buruh. Keanggotaan serikat pekerja/buruh dibuktikan
dengan kartu tanda anggota. Pihak pemerintah turut menyaksikan
pelaksanaan pemungutan suara sebagai upaya menentukan
perwakilan pekerja/buruh tersebut.'?

PKB memuat:
= Hak dan kewajiban pengusaha;

=  Hak dan kewajiban serikat pekerja/buruh serta pekerja/buruh;

10 UU No. 13/2003, Pasal 118.
11 Ibid., Pasal 123.

12 Ibid., Pasal 120, Ayat (1).

13 Ibid., Ayat (2] dan (3).



= Jangka waktu dan tanggal berlakunya PKB,; dan

= Tanda tangan para pihak pembuat PKB.

PKB yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan
mengikat pihak-pihak yang ada di perusahaan. Ini artinya, pihak
pengusaha dan pihak serikat pekerja/buruh serta pekerja/buruh
wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB tersebut. Setiap
perjanjian kerja di dalam perusahaan bersangkutan harus sejalan
dengan PKB yang ada. Apabila ada hal-hal yang bertentangan,
perjanjian yang berlaku adalah PKB. Begitu pula dengan hal-hal
yang tidak diatur dalam perjanjian kerja, yang berlaku adalah
ketentuan dalam PKB.

Apabila terjadi pembubaran serikat pekerja/buruh atau
pengalihan pemilikan perusahaan, PKB tetap berlaku hingga jangka
waktu berakhirnya. Jika terjadi penggabungan perusahaan dan
masing-masing perusahaan memiliki PKB, yang berlaku adalah
perjanjian yang lebih menguntungkan bagi pekerja/buruh. Apabila
dari penggabungan perusahaan hanya ada satu PKB, perjanjian
tersebut tetap berlaku hingga batas berakhirnya. PKB mulai berlaku
pada hari penandatanganan, yang kemudian didaftarkan pada
instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk hal tersebut.

Peraturan Per-UU-an
Y
PKB
Y

Perjanjian Kerja

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Salah satu peran pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan
adalah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dengan menyusun
peraturan perundang-undangan serta menjamin terlaksananya
ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut
melalui konsultasi tripartit dengan organisasi pengusaha dan serikat
pekerja/buruh. Setelah diratifikasi, ketentuan dalam konvensi ILO
dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundangan nasional
untuk dilaksanakan.

Lembaga Kerjasama Bipartit

Lembaga yang berada di tingkat perusahaan ini
beranggotakan pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang tercatat
atau perwakilan pekerja/buruh dengan masa kerja dua tahun.
Keanggotaan pengusaha dan pekerja/buruh berkomposisi
seimbang 1:1, di mana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan—
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paling sedikit enam dan paling banyak 20 orang.'* Lembaga ini
pun merupakan forum komunikasi dan konsultasi menyangkut hal-
hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan.

Menurut ketentuan Pasal 106 UU No.13/2003 tentang
Ketenagakerjaan, lembaga kerjasama bipartit ini harus dibentuk di
perusahaan yang mempunyai jumlah pekerja/buruh 50 orang atau
lebih. Menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjuk dapat
menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang
melalaikan kewajibannya membentuk lembaga kerjasama bipartit
ini. Sanksi administratif tersebut berupa:'

= Teguran.

=  Peringatan tertulis.

=  Pembatasan kegiatan usaha.

= Pembekuan kegiatan usaha.

=  Pembatalan persetujuan.

= Pembatalan pendaftaran.

=  Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
= Pencabutan izin.

Lembaga Kerjasama Tripartit

Anggota lembaga ini terdiri dari unsur organisasi pengusaha,
serikat pekerja/buruh dan pemerintah. Lembaga ini bertujuan
memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada
pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan
pemecahan masalah ketenagakerjaan, seperti upah minimum,
keselamatan dan kesehatan kerja dan sebagainya. Lembaga ini
terdiri dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Lembaga-lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Menurut UU No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisinan
Perburuhan dan UU No. 12/1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja di Perusahaan Swasta, lembaga yang bertugas untuk
menyelesaikan perselisinan hubungan industrial adalah Panitia
Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D). Selain itu,
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
berada di jajaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau
Dinas Ketenagakerjaan wilayah kabupaten/kotamadya masih
berperan dalam proses ini.

14 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.255/Men/2003 tentang
Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
15 Pasal 190 UU No. 13/2003



Pada saat berlakunya UU No. 2/2004, yang menggantikan
kedua UU di atas, diharapkan lembaga mediasi, konsiliasi, arbitrase
dan pengadilan hubungan industrial telah berfungsi sehingga
perselisinan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan cepat.
Lebih lanjut mengenai masalah penyelesaian perselisinan
hubungan industrial serta pencegahannya akan dibahas dalam
modul berikutnya.
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PAPARAN 5.1:
HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI INDONESIA
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HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dalam proses produksi barang dan/atau jasa dari tingkat
perusahaan, sampai nasional.

Dilaksanakan dalam suatu sistem hubungan industrial
yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang
dan peraturan-peraturan nasional.

PELAKU HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengertian: Pihak-pihak yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan hubungan
industrial.

Terdiri dari:

- Pekerja

- Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- Pengusaha

- Organisasi Pengusaha (APINDO)

- Pemerintah (Depnakertrans dan Dinas

Ketenagakerjaan di daerah)

PELAKU HUBUNGAN INDUSTRIAL

Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain

Mitra pengusaha dalam proses produksi
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POLICE

Trisl iy Pt

SERIKAT PEKERJA

= QOrganisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja

= Berperan memperjuangkan dan membela kepentingan
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya

= Dari tingkat perusahaan sampai internasional

=  Memberi masukan bagi pemerintah dalam:

- Perumusan Undang-undang nasional

- Ratifikasi standar-standar perburuhan internasional

- Perumusan program kerjasama teknis dengan
badan internasional

PELAKU HUBUNGAN INDUSTRIAL:
SERIKAT PEKERJA

= Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh, Federasi dan
Konfederasi (UU No. 13/2003):

10 pekerja > Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB)
5 SP/SB > Federasi SP/SB
3 Federasi > Konfederasi SP/SB

LD Dac
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PELAKU HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PENGUSAHA

=  QOrang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
=  Menjalankan suatu perusahaan

= Milik sendiri atau orang lain

=  Berkedudukan di Indonesia atau luar negeri

= Mitra pekerja dalam proses produksi

POLICE
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ORGANISASI PENGUSAHA

Dibentuk dari, oleh dan untuk pengusaha

Mewakili  kepentingan pengusaha di bidang
ketenagakerjaan dan hubungan industrial

Memberi masukan bagi pemerintah dalam:

- Perumusan Undang-undang nasional

- Ratifikasi standar-standar perburuhan internasional

- Perumusan program kerjasama teknis dengan
badan internasional

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), berdasarkan

Keputusan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) No.Skep/

019/DP/1Il/2004; 5 Maret 2004 (berlaku s/d 20006)

L0 Deciirniliey
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PEMERINTAH

Tugas dan Fungsi:

- Melayani kepentingan pengusaha, pekerja dan masyarakat
umum di bidang ketenagakerjaan dan hubungan indus-
trial

- Menetapkan peraturan perundangan di bidang
ketenagakerjaan

- Mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan tersebut

Institusi:

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (pusat)
- Kantor Dinas bidang Ketenagakerjaan (daerah tk | & 1)

L0 Deciirniliey
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PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PERJANJIAN KERJA

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/
pemberi kerja

Memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para
pihak

Untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu




PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PERJANJIAN KERJA

Dasar:

- Kesepakatan para pihak

- Kemampuan/kecapakan

- Pekerjaan

- Tidak bertentangan dengan:

+ Ketertiban umum,
+ Kesusilaan,
+ Peraturan perundang-undangan yang berlaku

PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PERATURAN PERUSAHAAN

Perjanjian tertulis antara pekerja dan pengusaha

Memuat syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta
hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha

PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PERATURAN PERUSAHAAN

Ketentuan:

- Wajib untuk perusahaan dengan 10 pekerja atau

lebih apabila belum ada perjanjian kerja bersama
(PKB)

- Wajib memperhatikan saran serikat pekerja atau wakil

pekerja di perusahaan tersebut

- Dibuat oleh perusahaan secara tertulis
- Berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkan oleh

pejabat pemerintah yg berwenang

- Wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya

23
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PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:

PERATURAN PERUSAHAAN

Ketentuan:

- Wajib untuk perusahaan dengan 10 pekerja atau
lebih apabila belum ada perjanjian kerja bersama
(PKB)

- Wajib memperhatikan saran serikat pekerja atau wakil
pekerja di perusahaan tersebut

- Dibuat oleh perusahaan secara tertulis

- Berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkan oleh
pejabat pemerintah yg berwenang

- Wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya

L0 Deciirniliey
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PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian tertulis antara satu atau lebih serikat pekerja
(SP) dan pengusaha di satu perusahaan

Memuat syarat kerja, serta hak dan kewajiban
pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pekerja/buruh

PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Ketentuan:

- Satu PKB dalam satu perusahaan

- Berlaku 2 (dua) tahun sejak dicatatkan pada instansi
berwenang, dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, setelah
itu diperbaharui

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

- Merupakan hasil kesepakatan para pihak melalui
perundingan bersama

- Apabila ada lebih dari satu serikat pekerja di satu
perusahaan, pekerja diwakili oleh serikat pekerja mayoritas
(jumlah anggota >50%)




@ PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

= Ketentuan:

Pekerja diwakili oleh

- SP mayoritas (jumlah anggota >50% dari jumlah
seluruh pekerja)

- SP yang didukung oleh >50% dari jumlah seluruh
pekerja

- Koalisi beberapa SP hingga jumlah anggotanya >50%
dari jumlah seluruh pekerja

- Tim perunding SP yang anggotanya ditentukan
secara proporsional sesuai jumlah anggota masing-
masing SP

PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

=  Mengatur segala hal yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan dan hubungan industrial

= Disusun oleh pemerintah melalui konsultasi tripartit
dengan serikat pekerja dan organisasi pengusaha

=  Tidak bertentangan dengan standar-standar perburuhan
internasional yang telah diratifikasi

PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

=  Forum komunikasi dan konsultasi tentang hubungan
industrial antara pekerja dan pengusaha

= Berada di tingkat perusahaan

= Anggotanya wakil pengusaha dan serikat pekerja/wakil
pekerja dg masa kerja 2 tahun

25
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PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

Ketentuan:

- Wajib dibentuk di perusahaan dengan jumlah
pekerja 50 orang atau lebih

- Komposisi wakil pekerja dan pengusaha 1:1, jumlah
6-20 orang (Kepmenakertrans No. Kep.255/Men/
2003)

- Perusahaan yang melanggar bisa mendapat sanksi
administratif (teguran — pencabutan izin usaha)

PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

Forum konsultasi ketiga unsur tripartit (pemerintah,
organisasi pengusaha dan serikat pekerja)

Untuk membantu pemerintah dalam merumuskan
peraturan perundang-undangan serta kebijakan di
bidang ketenagakerjan

Berada di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/
kotamadya

@ PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL:

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Dasar:

- UU No. 2271957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan, dan

- UU No. 12/1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta

Lembaga tripartit untuk menyelesaikan PHI

Berada di tingkat propinsi (P4D) dan nasional (P4P)




DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh

2. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl No.
Kep.255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan
Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
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TUJUAN

Umum:

Melalui bab ini, peserta diharapkan memahami mengenai
perselisihan  hubungan industrial, pencegahan serta
penyelesaiannya.

Khusus:

Para peserta diharapkan:

=  Mampu mengenali perselisihan hubungan industrial yang
terjadi.

=  Mengetahui mekanisme pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial di Indonesia.







USULAN STRATEGI
PELATIHAN

URUTAN KEGIATAN METODE BAHAN WAKTU

1. Paparan tentang tujuan umum Kuliah Flip Chart 5 Mnt
dan khusus

2. Paparan tentang “Pencegahan Kuliah Paparan 6.1 45 Mnt

dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial”

3. Tanya Jawab tentang materi Diskusi umum  Paparan 6.1 50 Mnt
pemaparan & Flip Chart

4. Pembulatan Kuliah 5 Mnt







LATAR BELAKANG

Perselisinan terjadi bila ada sedikitnya dua pihak yang berbeda
pendapat mengenai suatu hal. Di bidang perburuhan dan
ketenagakerjaan, perbedaan pendapat antara pekerja/buruh dan
pengusaha disebut perselisihnan hubungan industrial. Hal-hal yang
menjadi sumber perselisinan dapat dibedakan menjadi perselisinan
hak atau hukum dan perselisihan kepentingan.

Perselisinan hak atau hukum terjadi akibat perbedaan
penafsiran atau pelaksanaan hal-hal yang diatur di dalam peraturan
perundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama (PKB). Sedangkan perselisinan kepentingan
menyangkut hal-hal atau tuntutan-tuntutan di luar aturan yang ada.

UU No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan merumuskan perselisinan perburuhan sebagai
‘pertentangan antara pengusaha atau perkumpulan pengusaha
dengan serikat pekerja/buruh atau gabungan serikat pekerja/buruh
karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai hubungan kerja,
syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan”.!

Pihak pekerja/buruh dalam perselisihan hubungan industrial,
menurut UU tersebut, bersifat kolektif karena yang menjadi pihak
yang bersengketa adalah serikat pekerja/buruh. Perselisinan di
tingkat perorangan selanjutnya diatur dalam UU No. 12/1964
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
Perselisinan ini umumnya terkait dengan pemutusan hubungan
kerja (PHK).

Pihak pekerja/buruh dalam perselisihan hubungan industrial,
menurut UU tersebut, bersifat kolektif karena yang menjadi pihak
yang bersengketa adalah serikat pekerja/buruh. Perselisinan di
tingkat perorangan selanjutnya diatur dalam UU No. 12/1964
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
Perselisinan ini umumnya terkait dengan pemutusan hubungan
kerja (PHK).

Namun, ketentuan-ketentuan di atas telah diperbarui melalui
UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI). UU ini menyebutkan bahwa perselisihan hubungan

1 Pasal 1 (1) sub ¢, UU No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

“... dalam era
industrialisasi, masalah
perselisihan hubungan
industrial menjadi
semakin meningkat
dan kompleks,
sehingga diperlukan
institusi dan
mekanisme
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial yang cepat,
tepat, adil dan murah

n

(Konsiderans UU PPHI)
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industrial dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
ada tanpa membedakan pihak-pihak yang berselisin. Bahkan UU
ini pun mengatur penyelesaian perselisinan antarserikat pekerja/
buruh.

Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja/
buruh seperti diatur dalam UU No. 21/2000, dua perundangan
selanjutnya, UU No. 1372003 dan UU No. 2/2004, mengantisipasi
kemungkinan terjadinya perselisinan antarserikat pekerja/buruh dan
mengatur proses penyelesaian perselisinan tersebut.

Perselisihan Hubungan Industrial

Ragam masalah yang diperselisinkan, berdasarkan UU PPHI,
dibedakan antara perselisihan hak, kepentingan, PHK dan
antarserikat pekerja/buruh.

Perselisihan Hak

Diartikan sebagai pertentangan pendapat akibat perbedaan
penafsiran atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Sebagai contoh
adalah apabila suatu perusahaan melarang sekelompok pekerja/
buruh membentuk serikat pekerja/buruh di luar serikat pekerja/
buruh yang ada. Perselisihnan yang timbul merupakan perselisinan
hak karena ketentuan mengenai pembentukan serikat pekerja/buruh
diatur dalam UU.

Perselisihan Kepentingan

Terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diinginkan.
Dalam perselisinan kepentingan, hal yang diperselisinkan belum ada
ketentuannya sehingga perlu dilakukan perundingan untuk
mencapai kesepakatan yang selanjutnya diatur di dalam PKB.
Misalnya, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2004
sebesar Rp. 761.250 per bulan dan perusahaan menetapkan sebesar
Rp. 800.000 per bulan. Namun, pekerja/buruh meminta agar besar
upah dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000 per bulannya. Dalam hal ini,
tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Namun, keinginan
pekerja untuk menaikkan upah minimum dapat menimbulkan
perselisihan kepentingan.

Perselisihan PHK

Terjadi karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai PHK.
Dalam perselisinan ini, pertentangan yang kerap terjadi adalah tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai akibat PHK. Pengusaha



yang melakukan PHK berkewajiban membayar pesangon dan/atau
penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang
besarnya disesuaikan dengan masa kerja. Perselisinan terjadi jika
pekerja/buruh tidak menerima besar pesangon yang telah
ditetapkan pengusaha. Misalnya pekerja/buruh menginginkan
pesangon sebesar 10 kali ketentuan, sementara pengusaha hanya
persedia membayar sebesar 2 kali ketentuan.

Perselisihan Antarserikat Pekerja/Buruh

Perselisinan ini terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban dua atau lebih
serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan. Salah satu contoh
adalah jika masing-masing serikat pekerja/buruh ingin mewakili
kepentingan pekerja/buruh dalam melakukan perundingan
dengan pengusaha untuk menyusun PKB atau ingin menjadi
anggota dalam Lembaga Kerjasama Bipartit.

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

Apabila upaya-upaya perundingan yang dilakukan untuk
menyelesaikan perselisinan tidak memberikan hasil yang
diharapkan, pihak pekerja/buruh dapat melakukan mogok dan
pihak pengusaha melakukan penutupan perusahaan sebagai
upaya penyelesaian terakhir. Tindakan mogok atau penutupan
perusahaan dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan
masing-masing pihak.

Bab 4 telah membahas mogok kerja dan penutupan
perusahaan berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang
dapat diterapkan di Indonesia. Dalam bagian ini, akan dibahas
mengenai perundangan nasional Indonesia yang mengatur hal
ini serta pelaksanaannya.

Mogok Kerja

Pengertian

Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/burun yang harus
dilakukan secara sah, tertib dan damai, dengan cara menghentikan
atau memperlambat pekerjaan, serta dilakukan secara bersama-
sama dengan dukungan serikat pekerja/buruh. Dalam instrumen
internasional, hak mogok telah diakui. Penerapannya dalam hukum
nasional diatur melalui UU No. 13/2003 dan peraturan
pelaksanaannya.

Agar tidak melanggar hukum, pekerja/buruh atau serikat
pekerja/burun yang bertanggungjawab wajib memberitahukan
kepada pengusaha dan instansi yang berwenang secara tertulis
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sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum mogok kerja dilakukan.
Pemberitahuan ini sekurang-kurangnya memuat:

1.

> WN

Waktu (hari, tanggal dan jam) mulai dan akhir mogok kerja;
Tempat mogok kerja;
Alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;

Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing
ketua dan sekretaris, dan

Serikat pekerja/buruh sebagai penanggungjawab mogok kerja.

Apabila sebelumnya tidak ada pemberitahuan, sebagai tindakan

pengamanan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara
dengan melarang pekerja/burunh yang melakukan aksi mogok
berada di tempat kerja atau lokasi perusahaan.

Jenis-Jenis Mogok

Dilihat dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pekerja/buruh, mogok kerja terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

Aksi Poster (Poster Strike): tidak menghentikan kegiatan, hanya
memasang tulisan yang berisikan tuntutan;

Aksi Bunyi-bunyian (Buzzing Strike): membunyikan atau
memukul-mukul benda yang menghasilkan bunyi, biasanya
pberlangsung sesaat hingga dipanggil pihak perusahaan untuk
menyampaikan tuntutan;

Aksi Memperlambat Kerja (Slow Down Strike). tetap bekerja,
namun dengan sengaja diperlambat;

Aksi Duduk (Sit Down Strike): tidak bekerja, hanya duduk-duduk
saja;

Running Strike: dilakukan pada unit kerja tertentu;

Aksi Mogok Bergantian (Bumper Strike): dilakukan secara
pbergantian pada waktu yang bersamaan;

Piston Strike: dilakukan beberapa jam;

Aksi Mogok Sehari (Token Strike): dilakukan satu hari;
Unauthorized Strike: tanpa sepengetahuan serikat pekerja/
buruh;

Aksi Mogok Solidaritas/Simpatisan (Solidgarity/Sympathetic Strike):
bukan karena ada tuntutan, melainkan karena adanya
solidaritas;

Aksi Boikot (Secondary Boycott): himbauan untuk tidak membeli
produk perusahaan; dan

Aksi Mogok Umum [(General Strike): berlangsung sampai
tuntutan dipenuhi.



Pembatasan 2

Pembatasan pelaksanaan hak mogok dapat diberikan kepada
pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan pemberi pelayanan
pokok dan/atau yang jenis kegiatannya, apabila dihentikan atau
dihambat, dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa
sebagian maupun seluruh anggota masyarakat. Perusahaan
semacam ini antara lain rumah sakit, dinas pemadam kebakaran,
penjaga pintu lintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol
lalu lintas udara dan laut.’

Mogok kerja yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan
tentang pemberitahuan dan pembatasan di atas dikategorikan
sebagai mogok tidak sah.* Mogok yang tidak sah dikualifikasikan
sebagai mangkir®>, yang dapat berujung pada pemutusan
hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri. Mogok tidak
sah yang dilakukan di perusahaan pemberi layanan pokok hingga
mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dikualifikasikan sebagai
kesalahan berat.

Prosedur?®
— Serikat pekerja/buruh
perselisinan dan/atau pekerja/buruh
o Perundingan untuk menyelesaikan masalah

Perselisinan Diselesaikan
Perundingan gagal

Serikat pekerja/buruh dan/atau pekerja/buruh
merencanakan mogok kerja

/\ Serikat pekerja/buruh

Tidak diizinkan mogok kerja memberikan surat pemberitahuan
karena menyangkut kepada perusahaan dan lembaga
kepentingan umum/ pemerintah paling tidak 7 hari
mengganggu keamanan sebelum mogok kerja

Instansi pemerintah membantu
para pihak terkait menyelesaikan
perselisihan (mediasi)

N

Mediasi gagal perselisinan selesai
/\
instansi pemerintah menyerahkan
Serikat pekerja/buruh dan/atau pekerja/ kepada lembaga penyelesaian
buruh memutuskan memulai, menunda perselisinan hubungan industrial

atau mengakhiri mogok kerja

2 Pasal 9 Konvensi ILO No. 87 menyatakan bahwa batasan mengenai sejauh mana
jaminan yang diberikan oleh Konvensi ini berlaku bagi angkatan bersenjata dan
kepolisian ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional negara anggota.
Pengecualian lain juga dapat diberikan kepada pejabat negara senior serta pegawai
pemberi pelayanan pokok. Komite Kebebasan Berserikat menyebutkan, layanan pokok
meliputi, antara lain, layanan rumah sakit, listrik, air bersih, telepon, dan pengawas lalu
lintas udara. (Lihat Freedom of Association, op. cit., Para. 536 dan 544, Hal. 111-112.

3 Penjelasan Pasal 139 UU No. 13/2003.

4 Kewenangan untuk menetapkan apakah suatu aksi mogok dilakukan secara sah atau
tidak harus diberikan kepada suatu badan independen yang dipercaya oleh kedua
pihak yang berselisin, dan bukan kepada pemerintah.

5  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KER232/Men/2003 tentang
Akibat hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah

6 Suwarto, UU Ketenagakerjaan Indonesia, Buku Panduan, ILO Jakarta:2003, Hal. 33




Mogok kerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan tidak boleh
dihalangi dan tidak boleh dilakukan penangkapan dan/atau
penahanan terhadap pekerja/buruh atau pengurus serikat pekerja/
buruh. Pengusaha dilarang mengganti pekerja/buruh yang mogok
dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan atau memberi
sanksi ataupun tindakan balasan dalam bentuk apapun.

Pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah akan
tuntutan hak normatif (tercantum dalam peraturan perundang-
undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB), yang
dilanggar perusahaan tetap memperoleh upah.

Penutupan Perusahaan’

Penutupan perusahaan dilakukan pengusaha dengan cara
menolak pekerja/buruhnya melakukan pekerjaan, yang didahului
dengan pemberitahuan kepada pihak pekerja/buruh dan instansi
berwenang. Tindakan ini dilakukan karena pengusaha merasa tidak
dapat melanjutkan perundingan dengan pihak pekerja/buruh.
Penutupan perusahaan tidak boleh dilakukan perusahaan sebagai
tindakan balasan terhadap mogok kerja yang menuntut hak-hak
normatif.

Untuk melakukan penutupan perusahaan, pengusaha harus
memenuhi persyaratan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya
tujuh hari sebelum penutupan. Pemberitahuan tersebut diajukan
kepada instansi yang berwenang dan pekerja/buruh serta serikat
pekerja/buruh. Isi pemberitahuan setidaknya memuat waktu (hari,
tanggal dan jam) dimulainya penutupan perusahaan dan penyebab
dilakukannya penutupan. Pemberitahuan ini tidak diperlukan bila
pekerja/buruh serta serikat pekerja/buruh melanggar prosedur
mogok kerja atau melanggar ketentuan normatif.

Seperti halnya dengan mogok kerja, perusahaan yang
melakukan penutupan perusahaan dikecualikan bagi perusahaan
pemberi pelayanan pokok seperti rumah sakit, pelayanan jaringan
air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga
listrik.

Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial

Mekanisme Penanganan Keluhan

Untuk menghindari perselisinan yang mungkin diikuti tindakan
mogok atau penutupan perusahaan, sebaiknya diperhatikan
kemungkinan adanya keluhan dari pekerja/buruh mengenai hal-

7 Bagian ini dibuat dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 146-149,
UU No. 13/2003.



hal yang tidak berkenan, seperti permasalahan yang terkait
hubungan kerja, syarat kerja maupun lainnya. Untuk itu, perlu
dipahami terlebih dahulu apa yang menjadi keluhan pekerja/buruh.

Langkah yang dapat dilakukan adalah memecahkan masalah
melalui upaya-upaya berikut:®

1. Mengidentifikasi masalah, yaitu dengan memahami
permasalahan yang menyebabkan terjadinya keluhan;

Menganalisa masalah yang dikeluhkan;

Mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian masalah yang
mungkin dilakukan; dan

4. Menetapkan langkah/alternatif penyelesaian masalah yang
akan dilakukan.

Pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan cara ini
akan sangat tergantung pada komunikasi antara pihak pekerja/
buruh dengan pengusaha.

Kerjasama Bipartit

Menurut ketentuan Pasal 106 UU No. 1372003, setiap
perusahaan yang mempekerjakan 50 pekerja/buruh atau lebih
wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Forum ini  menjadi
ajang pertemuan antara para wakil serikat pekerja/buruh dengan
pengusaha, di mana pengusaha dapat menyampaikan informasi
tentang perusahaan, sementara wakil serikat pekerja/buruh dapat
memberi masukan. Forum ini sangat bermanfaat untuk menjalin
komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak mengenai
sejumlah isu di tempat kerja. Dengan demikian, timbulnya
perselisinan hubungan industrial pun dapat dicegah.

Hubungan kerjasama antarpelaku proses produksi
dikategorikan sebagai hubungan yang bersifat bipartit jika hanya
melibatkan dua pihak—pekerja/buruh dan pengusaha. Umumnya,
pihak pekerja/buruh diwakili perwakilan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh; sedangkan, pengusaha diwakili oleh pihak
manajemen. Seiring dengan komitmen ILO untuk menyelaraskan
perkembangan ekonomi dengan pencapaian kesejahteraan sosial,
“pelembagaan” kerjasama bipartit sangat dianjurkan demi
terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif dari
tingkat perusahaan hingga nasional’ tanpa mengurangi peran

8  "Bahan Pelatihan Peningkatan Hubungan Industrial di Tingkat Perusahaan,” ILO,
Jakarta 2001
9  Standar perburuhan internasional yang mendasari kerjasama bipartit adalah:
1. Konvensi ILO No. 154 Tahun 1981 tentang Perundingan Bersama.
2. Rekomendasi ILO No. 94 Tahun 1952 tentang Rekomendasi untuk Melakukan
Kerjasama pada Tingkat Pelaksana.
3. Rekomendasi ILO No. 113 Tahun 1960 tentang Rekomendasi untuk Melakukan
Konsultasi pada Tingkat Industrial dan Tingkat Nasional.
4. Rekomendasi ILO No. 129 Tahun 1967 tentang Rekomendasi untuk Melakukan
Komunikasi di Kalangan Pelaksana.
5. Rekomendasi ILO No. 130 Tahun 1967 tentang Rekomendasi untuk Meneliti
Keluhan.




serkikat pekerja/buruh. Lembaga kerjasama ini di Indonesia dikenal
sebagai Lembaga Kerjasama Bipartit. Di beberapa negara lain,
lembaga serupa dikenal dengan sebutan Lembaga Kerjasama
Pekerja-Manajemen (Labour Management Cooperation/LMC).




LEMBAGA KERJASAMA
PEKERJA-MANAJEMEN

Pengertian

Lembaga Kerjasama Pekerja-Manajemen adalah “suatu forum
kerjasama, yang dibentuk secara sukarela oleh pekerja/buruh dan
pengusaha, beranggotakan perwakilan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh dan manajemen yang berfungsi sebagai sarana
konsultasi serta dialog sosial dalam upaya mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan
bersama”.'?

Tujuan

Tujuan pembentukan Lembaga kerjasama Pekerja-Manajemen
atau Lembaga Kerjasama Bipartit adalah:

= Sebagai sarana untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang
dihadapi bersama;

=  Sebagai sarana pertukaran informasi, peningkatan hubungan
kemitraan yang harmonis, maupun dialog sosial antara
pekerja/buruh dan pengusaha; dan

= Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan untuk memperoleh keuntungan bersama.

Prinsip-prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam
pelaksanaan forum Lembaga Kerjasama Pekerja-Manajemen ini
meliputi:
=  Merupakan forum atau institusi yang dibentuk secara sukarela

dan tidak tergantung pada undang-undang tertentu;,

= Tidak dibuat untuk mengurangi atau meniadakan peran serikat
pekerja/buruh, bahkan harus melibatkan perwakilan serikat

10 Yang dimaksud dengan “kepentingan bersama” di atas meliputi: perbaikan maupun
peningkatan kualitas dan kondisi kerja, kesejahteraan pekerja/buruh, produktivitas
maupun masalah lain yang tidak menjadi topik pembahasan dalam perundingan
bersama. Buku Pegangan, Kerjasama Bipartit di Tempat Kerja 4 (International Labour
Office, Jakarta, 2003).




pekerja/buruh di dalamnya;

=  Bersifat pro aktif: mendeteksi dan mencegah timbulnya
permasalahan/ konflik;

=  Menggunakan prinsip sama-sama menang (win win solution)
dan penyelesaian masalah secara bersama-sama;

=  Pertukaran informasi secara berkala tentang masalah yang
sedang maupun yang mungkin akan dihadapi dapat
melahirkan saling pengertian sehingga diharapkan berbagai
konsensus dapat dicapai secara lebih mudah. Hubungan yang
terjadi pun bersifat lebih stabil dan produktif;

=  Kesepakatan yang dicapai tidak bersifat mengikat; dan

= Pelaksanaan kesepakatan bersifat sukarela.

Mekanisme

Agar dapat mengaplikasikan konsep Lembaga Kerjasama
Pekerja-Manajemen secara lebih efisien, perlu dibentuk suatu Dewan
Pengarah, yang beranggotakan perwakilan pekerja/buruh dan
manajemen. Rasio keanggotaan antarkedua pihak tidak perlu sama
sebab semua keputusan akan diambil berdasarkan konsensus.
Dewan pun bertugas memutuskan jenis-jenis masalah yang dapat
diajukan ke dan dibahas di dalam forum.

Selanjutnya dapat dibentuk beberapa tim, satuan tugas atau
kelompok kerja yang lebih kecil. Tim ini akan bertanggungjawab
atas penanganan berbagai masalah yang didisposisikan oleh
Dewan Pengarah. Tim tersebut juga bertugas untuk melakukan
standarisasi pendekatan dan prosedur penyelesaian masalah,
penyelenggaraan pelatihan yang berkesinambungan di
perusahaan, serta pembuatan laporan dan rekomendasi
penyelesaian masalah. Anggota tim perlu dirotasi secara berkala guna
mendorong partisipasi seluruh pekerja/buruh. Setelah rekomendasi
disusun, tim akan secara otomatis membubarkan diri guna
menggabungkan diri dengan anggota-anggota baru untuk tugas
pbaru lainnya.

Lembaga Kerjasama Tripartit'

Salah satu peran dari Lembaga Kerjasama Tripartit adalah
memberi pertimbangan, saran dan pendapat mengenai masalah
ketenagakerjaan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertimbangan, saran dan pendapat tersebut dapat terkait dengan
penyusunan peraturan perundangan atau penyelesaian masalah
ketenagakerjaan, sekaligus membantu mencegah terjadinya
perselisinan hubungan industrial. Lembaga ini beranggotakan wakil-

11 Pasal 107, UU No. 13/2003.



wakil dari pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/
buruh, serta dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan
nasional.

Pengawasan Ketenagakerjaan

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan,
pengawasan dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, pegawai
pengawas pun memunyai wewenang khusus sebagai penyidik
pegawai negeri sipil.

Berdasarkan UU No. 23/1948 tentang Pengawasan
Perburuhan, yang dinyatakan berlaku dengan UU No. 3/195T1,
disebutkan bahwa menteri tenaga kerja atau pegawai yang ditunjuk
olennya untuk melakukan pengawasan, menunjuk pegawai yang
pberhak memasuki lokasi perusahaan atau perumahan karyawan.
Jika mengalami kesulitan memasuki tempat dimaksud, ia dapat
meminta bantuan kepolisian.

Wewenang sebagai penyidik pegawai negeri sipil, (Pasal 182
UU No 1372003 tentang Ketenagakerjaan) yaitu:

=  Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta
keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

= Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

=  Meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
ketenagakerjaan;

=  Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

=  Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

=  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan

=  Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti
tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Wewenang tersebut diberikan kepada pegawai pengawas
ketenagakerjaan berkenaan dengan adanya ketentuan pidana dan
sanksi administratif dalam UU No. No. 1372003 tentang
Ketenagakerjaan maupun UU No. 2/2004 tentang PPHI. Ketentuan
pidana yang dimaksudkan adalah mengenai tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan, berupa pelanggaran ataupun kejahatan.
Sanksi yang diberikan berupa penjara dan/atau denda sesuai
dengan ketentuan yang dilanggar.

Hasil dari pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan
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yang efektif serta publikasi dari laporan tahunan yang memuat
informasi penting seperti disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Konvensi
ILO No. 81 Tahun 1947, dapat membantu para pelaku hubungan
industrial seperti pekerja/buruh, pengusaha, dan pejabat negara
mendapatkan gambaran nyata mengenai situasi ketenagakerjaan
yang ada agar dapat melakukan antisipasi atau penyelesaian
masalah. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu sumber
utama perselisinan hubungan industrial.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Dalam setiap perselisihan, perbedaan pendapat yang terjadi
sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Perundingan
antara pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk mencapai
kesepakatan akan dapat menyelesaikan perselisinan yang terjadi.
Namun, tidak jarang perundingan tersebut gagal meraih
kesepakatan dan bahkan memerlukan kehadiran pihak lain agar
musyawarah dapat berlangsung lancar.

Prosedur yang Berlaku Saat Ini

Hingga berlakunya UU No.2/2004 tentang PPHI, Indonesia tidak
mengenal pengadilan khusus untuk menangani masalah
perselisihan hubungan industrial. Karenanya, masalah perselisinan
hak atau hukum diselesaikan melalui pengadilan umum.
Berdasarkan UU No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisinan
Perburuhan, perselisinan dapat diselesaikan melalui Panitia
Penyelesaian Perselisinan Perburuhan (P4). P4 bukanlah pengadilan
khusus, tapi merupakan lembaga tripartit yang dibentuk pemerintah
untuk menyelesaikan perselisinan hubungan industrial dan memberi
izin PHK kepada pengusaha.

Tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial
berdasarkan UU No. 22/1957 didahului dengan perundingan bipartit.
Jika tidak terselesaikan, kedua belah pihak yang berselisih dapat
meminta bantuan penyelesaian kepada pegawai perantara atau
selanjutnya dilaporkan ke tingkat P4 pusat maupun daerah. Apabila
tidak juga tercapai kesepakatan atau tidak dilaksanakan, kedua belah
pihak dapat mengajukan permasalahan ke pengadilan negeri
setempat.

Prosedur yang Akan Datang

Berdasarkan UU No. 2/2004 tentang PPHI yang akan berlaku
pada 14 Januari 2005, perselisihan hubungan industrial dapat
diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan



ini merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri
yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan
perkara perselisihan hubungan industrial.

Alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

berdasarkan UU PPHI'?

Perselisihan Hubungan Industrial
(Psl. 1 Sub 1-5; Psl. 2)

Perundingan Bipartit (Wajib)
(Psl. 3, 6, dan 7]

Perjanjian Bersama

/

Tidak Sepakat

- Sepakat

Semua perselisinan (Psl. 4 Ayat 4, 8-16)

Tidak Sepakat Sepakat
i i ; Arbitrase:
Dicatat di Kantor Ketenagakerjaan - :
Perselisinan kepentingan & SP
setempat (Psl. 4 Ayat (1)) (Psl. 29-54)
Tidak Sepakat Sepakat
Mediasi (wajib): Konsiliasi:

Perselisinan kepentingan, PHK, SP
(Psl. 4 Ayat 4, 8-16)

T

T

Tidak Sepakat Sepakat

Tidak Sepakat Sepakat

Perjanjian Bersama/
A\

Perjanjian Bersama

Pengadilan Hubungan Industrial
(Psl. 5, 55-56, 81-112)

Mahkamah Agung:
(Psl. T13-115)

Perselisinan Hak & PHK

12 H.P Rajagukguk, “ Pelaksanaan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(UU no. 2 tahun 2004) & Tantangan Bagi Pekerja/Pengusaha,” makalah pada Diskusi
Panel tentang Pelaksanaan Undang-undang PPHI, Tantangan Bagi Pekerja/
pengusaha, diselenggarakan oleh CLGS-FHUI di Jakarta, 10 Maret 2004.
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Merujuk kepada ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 2/2004
terdapat lima mekanisme penyelesaian perselisinan, yaitu:
penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan
penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial.

Penyelesaian secara bipartit. Pihak-pihak yang berselisin
diwajibkan menyelesaikan perselisinan yang terjadi. Bila dalam waktu
30 hari tidak tercapai kesepakatan, perselisinan diajukan kepada
instansi berwenang, yang berkewajiban untuk menawarkan pihak-
pihak yang berselisin untuk menyelesaikannya melalui konsiliasi atau
arbitrase. Apabila para pihak tidak memilin satupun, perselisinan
dilimpahkan kepada mediator yang berada di setiap kantor instansi
yang berwenang di tingkat kabupaten/kota.

Dalam penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi, seorang
mediator/perantara akan memeriksa permasalahan dengan
menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan. Apabila tercapai
kesepakatan, akan dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama
yang kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial
setempat untuk selanjutnya dilaksanakan pihak-pihak yang terkait
atau dengan bantuan pengadilan hubungan industrial.

Apabila tidak tercapai kesepakatan pada tahap mediasi,
mediator akan membuat anjuran tertulis yang akan disampaikan
kepada pihak-pihak yang berselisin dalam waktu 10 hari kerja.
Masing-masing harus memberikan jawaban tertulis dalam waktu 10
hari kerja. Apabila tercapai kesepakatan atas anjuran tersebut, akan
dituangkan dalam perjanjian bersama. Apabila tidak ada jawaban
dari para pihak yang berselisin, hal tersebut dianggap sebagai
penolakan dan menyerahkan upaya penyelesaian melalui
pengadilan hubungan industrial.

Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui cara konsiliasi
adalah perselisinan kepentingan, PHK dan antarserikat pekerja/
buruh dalam satu perusahaan. Para pihak yang berselisin dapat
menentukan konsiliator yang memenuhi syarat dan terdaftar di
instansi yang berwenang di tingkat kabupaten/kota. Dalam waktu
tujuh hari sejak diterimanya persoalan, konsiliator harus mulai
melakukan pemeriksaan dengan memanggil saksi-saksi. Apabila
tercapai kesepakatan, akan dituangkan dalam perjanjian bersama.
Perjanjian ini akan didaftar di pengadilan hubungan industrial untuk
dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, atau melalui bantuan
pengadilan hubungan industrial yang bersangkutan.

Jika tidak tercapai kesepakatan, konsiliator akan mengeluarkan
anjuran tertulis dalam waktu selambatlambatnya 10 sepuluh hari.
Para pihak terkait memberi jawaban dalam waktu 10 sepuluh hari.
Jika tidak ada jawaban, hal ini dianggap sebagai penolakan dan
upaya penyelesaian dilanjutkan melalui pengadilan hubungan
industrial.



Penyelesaian melalui arbitrase hanya dapat dilakukan untuk
perselisihnan kepentingan dan antarserikat pekerja/buruh di satu
perusahaan. Pihak-pihak yang berselisin dapat menentukan arbiter
yang memenuhi syarat dan ditetapkan olen menteri tenaga kerja,
atas dasar kesepakatan tertulis dalam perjanjian arbitrase.
Selanjutnya arbiter yang dipilin akan melakukan pemeriksaaan
secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan masing-masing pihak.
Pemeriksaan melalui arbitrase diawali dengan upaya mendamaikan
pihak-pihak yang berselisih. Jika tercapai perdamaian, akan
dituangkan dalam akta perdamaian, yang kemudian didaftarkan
di pengadilan hubungan industrial setempat.

Sebaliknya bila tidak, pemeriksaan oleh arbiter dilanjutkan
dengan memberi kesempatan kepada para pihak terkait untuk
menyampaikan penjelasan lisan atau tertulis dengan bukti dan saksi
yang diperlukan. Arbiter selanjutnya membuat putusan yang
bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang berselisin. Keputusan
ini kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, dan
bilamana perlu dapat dimintakan pelaksanaannya melalui
pengadilan hubungan industrial yang bersangkutan.

Walau demikian, salah satu pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan putusan arbiter kepada Mahkamah
Agung (MA) paling lambat 30 hari sejak ditetapkan putusan. Hal ini
dapat dilakukan apabila setelah putusan arbiter terdapat hal berikut:

= surat yang diajukan dalam pemeriksaan dinyatakan palsu;
= ada dokumen yang menentukan, namun disembunyikan;
= salah satu pihak melakukan tipu muslihat;

= putusan melampaui kekuasaan arbiter; dan

=  putusan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

MA akan memberi keputusan atas permohonan pembatalan
putusan arbiter dan menetapkan akibat dari pembatalan, baik
seluruh atau sebagian putusan arbiter, dalam waktu 30 hari sejak
permohonan diterima. Terhadap perselisihan yang sedang atau
telah diselesaikan melalui arbitrase, tidak dapat diajukan ke
pengadilan hubungan industrial.

Pengadilan hubungan industrial berada di lingkungan
peradilan umum (pengadilan negeri) kabupaten/kota di setiap
ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi atau
merupakan kabupaten/kota yang padat industri. Pengadilan ini
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. Perselisihan hak di tingkat pertama.
2. Perselisihan kepentingan di tingkat pertama dan terakhir.
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat pertama.
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4. Perselisihan antarserikat pekerja/buruh di satu perusahaan di
tingkat pertama.'?

Hakim pada pengadilan hubungan industrial adalah hakim
pengadilan negeri yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan
keputusan ketua MA, ditambah dengan hakim ad hoc yang diangkat
dengan keputusan presiden atas usul ketua MA, berdasarkan nama-
nama yang disetujui menteri tenaga kerja sesuai usul serikat pekerja/
buruh atau organisasi pengusaha.

Hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial tidak boleh
merangkap jabatan sebagai anggota lembaga tinggi negara, kepala
daerah/kepala wilayah, lembaga legislatif tingkat daerah, pegawai
negeri sipil, anggota TNI/Polri, pengurus partai politik, pengacara,
mediator, konsiliator, arbiter atau pengurus serikat pekerja/buruh
atau organisasi pengusaha. Hakim ad-hoc diberhentikan atas usul
ketua MA.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan
industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
pengadilan di lingkungan peradilan umum.'*

13 UU No. 2/2004 Pasal 56.
14 Ibid, Pasal 57.
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PAPARAN 6:
PENCEGAHAN dan
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
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ERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)

UU No.22/1957 tentang Penyelesaian Perselisinan
Perburuhan:

- pertentangan antara pengusaha atau
perkumpulan pengusaha dengan serikat pekerja/
buruh atau gabungan serikat pekerja/buruh

- mengenai hubungan kerja, syarat kerja dan/atau
keadaan perburuhan

UU No. 12/1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja

di Perusahaan Swasta:

- Perselisinan perburuhan tentang PHK

L0 Deciirniliey
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PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)

UU No.2/72004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial:

- Perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja

Jenis-jenis PHI:

perselisinan hak,

perselisinan kepentingan,

perselisinan Pemutusan Hubungan Kerja

perselisinan antara SP/SB dalam satu perusahaan

¢

PERSELISIHAN HAK

Pertentangan pendapat akibat perbedaan penafsiran
atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB




PERSELISIHAN KEPENTINGAN

¢+ Perbedaan pendapat tentang pembuatan atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama (PKB).

PERSELISIHAN PHK

¢+ Perbedaan pendapat tentang pengakhiran hubungan
kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak

PERSELISIHAN SP/SB

¢+ Perbedaan pendapat tentang keanggotaan,
pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan
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I@PENCEGAHAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

¢+  Dibentuk perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama
¢+ Dibentuk LKS Bipartit atau Kerjasama Pekerja-

Manajemen

¢ Dibentuk LKS Tripartit

¢+ Disnaker meningkatkan pengawasan
ketenagakerjaan

¢+ Penanganan keluhan secara efektif, melalui
- Identifikasi masalah
- Analisa masalah
- ldentifikasi dan penetapan alternatif penyelesian

@PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
(UU No.22/1957)

Pekerja / Buruh
Bipartit

Tidak Selesai
Bantuan Pegawai
Perantara

Pengadialan
umum

@PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
(UU No.2/2004)




PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
(UU No.2/2004)

¢+ MEDIASI:

- Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi
oleh seorang/lebih mediator

- Untuk semua jenis PHI hanya dalam satu
perusahaan

- Mediator:

+ Pegawai departemen atau dinas
ketenagakerjaan  yang  berkompeten
berdasarkan keputusan menteri

+ Memberikan anjuran  tertulis  untuk
penyelesaian perselisinan

LD Dac
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
(UU No.2/2004)

¢+ KONSILIASI:

- Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi
oleh seorang/lebih konsiliator
- Untuk semua jenis PHI, kecuali perselisihan hak,
hanya dalam satu perusahaan
- Konsiliator:
+ Seorang yang berkompeten berdasarkan
keputusan menteri
+ Memberikan anjuran  tertulis  untuk
penyelesaian perselisinan

@ POLICE
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
(UU No.2/2004)

¢+ ARBITRASI:

- Penyelesaian oleh seorang/lebih arbiter
hubungan industrial berdasarkan kesepakatan
para pihak

- Untuk perselisihan kepentingan dan antar SP/SB
hanya dalam satu perusahaan

- Arbiter hubungan industrial:

+ Seorang yang berkompeten berdasarkan
keputusan menteri

+ Memberikan putusan yang mengikat para
pihak dan bersifat final

POLICE
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
(UU No.2/2004)

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:

- Pengadilan khusus di lingkungan pengadilan
negeri

- Berwenang untuk memeriksa, mengadili dan
memberi putusan terhadap PHI

- Majelis hakim terdiri dari Hakim Karier dan Hakim
Ad-Hoc yang diangkat atas usul SP/SB dan
organisasi pengusaha

¢

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

MOGOKKERJIA:

Menghentikan atau memperlambat pekerjaan

Dilakukan oleh pekerja/buruh sebagai upaya terakhir karena

semua upaya lain gagal menyelesaikan perselisinan

Merupakan hak dasar pekerja, tetapi tidak absolut (harus

dilakukan secara sah, tertib dan damai sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku)

Pengecualian:

+ anggota angkatan bersenjata dan kepolisian, serta pekerja
pelayanan pokok (apabila pelayanannya terhambat atau
terhenti dapat mengancam kesehatan atau keselamatan
sebagian atau seluruh anggota masyarakat)

+  krisis nasional yang akut (ada batasan waktu)

¢

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

TUJUAN-TUJUAN MOGOK KERJA:
- Ekonomi-Sosial

- Politis

- Solidaritas




PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

¢

JENISJENIS MOGOK KERJA:

- Aksi Poster (Poster Strike): tidak menghentikan
kegiatan, hanya memasang tulisan yang berisikan
tuntutan;

- Aksi Bunyi-bunyian (Buzzing Strike): membunyikan
atau memukul-mukul benda yang menghasilkan
bunyi, biasanya berlangsung sesaat hingga
dipanggil pihak perusahaan untuk
menyampaikan tuntutan;

- Aksi Memperlambat Kerja (Slow Down Strike): tetap
bekerja, namun dengan sengaja diperlambat;

¢

LD Dac
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

JENISJENIS MOGOK KERJA:

- Aksi Duduk (Sit Down Strike): tidak bekerja, hanya
duduk-duduk saja;

- Running Strike: dilakukan pada unit kerja tertentu;,
Aksi Mogok Bergantian (Bumper Strike): dilakukan
secara bergantian pada waktu yang bersamaan;

- Piston Strike: dilakukan beberapa jam;

- Aksi Mogok Sehari (Token Strike): dilakukan satu
hari;

¢

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

JENISJENIS MOGOK KERJA:

- Unauthorized Strike: tanpa sepengetahuan serikat
pekerja/buruh;

- Aksi Mogok Solidaritas/Simpatisan (Solidarity/Sym-
pathetic Strike): bukan karena ada tuntutan,
melainkan karena adanya solidaritas;

- Aksi Boikot (Secondary Boycott): himbauan untuk
tidak membeli produk perusahaan; dan

- Aksi Mogok Umum (General Strike): berlangsung
sampai tuntutan dipenuhi.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

JKETENTUAN TENTANG MOGOK KERJA (UU No. 13/

2003) :

- Memberitahukan secara tertulis kepada
perusahaan dan departemen atau dinas
ketenagakerjaan 7 hari sebelum mogok

- Dilakukan secara sah, tertib dan damai

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

JKETENTUAN TENTANG MOGOK KERJA (UU No. 13/

2003):

Mogok yang sah, tertib dan damai:

- tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun

- untuk tuntutan normatif pekerja berhak tetap
mendapatkan upah

- pekerja yang melakukan tidak dapat ditangkap
dan/atau ditahan, diganti dengan pekerja dari luar
perusahaan, atau diberi sanksi

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

JKETENTUAN TENTANG MOGOK KERJA (UU No. 13/

2003) :

Mogok yang tidak sah, tertib dan damai:

- pengusaha dapat ‘'menutup perusahaan’ bagi
para pemogok apabila tidak ada pemberitahuan

- pekerja yang melakukan dapat dianggap mangkir
dan diancam PHK oleh perusahaan




¢
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

PENUTUPAN PERUSAHAAN:

Menolak sebagian atau seluruh pekerja untuk
menjalankan pekerjaan

Dilakukan oleh perusahaan

Merupakan hak dasar pengusaha, tetapi tidak
absolut (harus sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku)

Pengecualian bagi perusahaan pelayanan pokok
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

KETENTUAN TENTANG PENUTUPAN PERUSAHAAN (UU
No. 13/2003) :

Memberitahukan secara tertulis kepada pekerja
atau serikat pekerja dan departemen atau dinas
ketenagakerjaan 7 hari sebelum mogok
Dilakukan secara sah, tertib dan damai
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TUJUAN

Umum

Melalui bab ini, para peserta diharapkan dapat memahami
penanganan yang tepat dari aspek hukum dan ketertiban oleh
kepolisian dalam perselisinan hubungan industrial.

Khusus:

Para peserta diharapkan dapat:

=  Mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam situasi
perselisihnan hubungan industrial.

= Mengetahui dan memahami ketentuan dan prosedur
pelaksanaan tindakan kepolisian serta penggunaan kekerasan
dan senjata api yang sesuai dengan peraturan internasional
maupun nasional.







LATAR BELAKANG

Bentrokan antara petugas keamanan dengan pekerja/buruh
yang berdemonstrasi untuk memprotes kebijakan perusahaannya
merupakan kejadian yang akhir-akhir ini banyak terjadi di banyak
negara, termasuk Indonesia. Dari banyak peristiwa perselisinan
hubungan industrial timbul kesan bahwa keterlibatan petugas
keamanan justru menimbulkan masalah baru.

Perselisihan-perselisinan hubungan industrial tak jarang
mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban pada
lingkungan sekitar. Apabila pembicaraan telah masuk ke dalam
masalah keamanan dan ketertiban, tentunya Kkita harus
mempertanyakan bagaimanakah peran polisi dalam hal ini.

Reformasi Polri

Perkembangan masyarakat yang sangat pesat, seiring dengan
merebaknya fenomena supremasi hukum, perlindungan hak asasi
manusia (HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi,
transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru
dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung
Jjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat
Polri). Dengan dilakukannya amandemen kedua UUD 1945,
khususnya terhadap Bab Xll (Pasal 30) tentang Pertahanan dan
Keamanan Negara, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya
TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR RI No. VII/MPR/2000,
secara resmi Polri terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kedudukan Polri yang mandiri dengan tugas memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri?;
menumbuhkan berbagai tuntutan dan harapan agar pelaksanaan
tugas Polri lebih meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang
dilayaninya.

1 Kompas, “Pekerja di Cina Bentrok dengan Polisi,” Sabtu, 14 Februari 2004.

2 Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga
dalam Pasal 2 Keppres RI No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara RI.

...Sejumlah pekerja di
suatu pabrik tekstil di
Cina dibawa ke rumah
sakit dan sebagian
lainnya ditahan setelah
terjadi bentrokan
dengan polisi.

...Saat polisi mencoba
membubarkan massa
dan mencegah lebih
banyak pekerja/buruh
bergabung dengan
aksi proftes itu,
konfrontasi sengit tak
terhindarkan.
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Hal ini dapat dimengerti, karena di masa lalu tidak sedikit
pengaruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada
peran dan operasionalisasi tugas Polri sebagai bagian dari ABRI. Sikap
militeristik personel Polri dalam hubungannya dengan anggota
masyarakat sebagai dampak kultur militer*, merupakan salah satu
contoh nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh
karenanya melalui paradigma yang baru diharapkan terjadi
perubahan sikap dalam menghadapi masyarakat yang
membutuhkan perlindungan dan pelayanan.

Tugas yang diemban Polri memang sangatlah luas dan berat,
terutama bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU No.
2/2002 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, anggota Polri harus senantiasa bertindak
berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama,
kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM. Di samping
itu anggota Polri juga harus mengutamakan tindakan pencegahan
(Pasal 19 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002) melalui pengembangan
asas preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan memperhatikan perincian tugas dan kewenangan Polri,
akan terlihat bahwa tugas-tugas polisi yang berorientasi pada aspek
sosial atau kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan
pengabdian) sebenarnya lebih banyak dibandingkan tugas
yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan (pidana)®.

3 Harkristuti Harkrisnowo, “Pergeseran Paradigma Polisi?.” Makalah bahasan
disampaikan pada Seminar tentang Menggugah Kembali Integritas Praktisi dan
Penegak Hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa
Ekstension FHUI di Jakarta, 1 April 2000, Hal. 3.

4 Barda Nawawi Arief, “Tugas Yuridis Polri dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum”
dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, Hal. 5.



PERAN UTAMA POLISI
DALAM PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pada dasarnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/
buruh merupakan perkara perdata. Karenanya, apabila terjadi
perselisinan, upaya penyelesaiannya tergantung kepada para pihak
yang berselisin. Kendati demikian, menurut UU No. 13/2003, apabila
terjadi perselisinan hubungan industrial wajib diupayakan
penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah
untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai, dapat ditempuh
prosedur-prosedur yang diatur dalam UU, seperti upaya mediasi,
konsiliasi, arbitrase, ataupun hingga pengadilan hubungan
industrial.

Dalam situasi perselisinan hubungan industrial yang belum
berdampak pada keamanan dan ketertiban, polisi tidak berwenang
terlibat dalam penyelesaian perselisinan tersebut. Polisi baru
memainkan peranan apabila perundingan antara pekerja/buruh
dan pengusaha menemui kegagalan, yang umumnya diikuti
dengan penggunaan hak mogok (oleh pekerja) atau menutup
perusahaan (oleh pengusaha) yang dalam pelaksanaannya
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
umum.

Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai.
Artinya, mogok kerja itu harus dilakukan sesuai ketentuan UU. Dalam
hal ini, mogok yang tidak sah dan dilakukan secara tidak tertib serta
menimbulkan kerusuhan merupakan pelanggaran hukum. Begitu
pula halnya dengan penutupan perusahaan. Meski perusahaan
itu miliknya, pengusaha tidak bolenh menutup perusahaan
sekehendak hatinya. Pengusaha yang akan melakukan penutupan
perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Bila
hal ini tidak dipenuhi, akan ada sanksi pidana yang mengancamnya.

Aksi Mogok Pekerja

Pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dan damai
untuk menuntut hak-hak normatifnya mempunyai hak untuk tetap
memperoleh upah. Di samping itu, mogok yang dilakukan secara
sah, menimbulkan kewajiban pada pihak lain (termasuk




pengusaha) untuk tidak melakukan sejumlah tindakan dan akan
merupakan tindak pidana bila ketentuan itu dilanggar.

Dalam banyak kejadian, suasana kekisruhan dan ketidaktertiban
terjadi pada aksi mogok yang tidak sesuai prosedur UU ataupun
merupakan dampak negatif dari mogok yang sah karena dibarengi
tindakan unjuk rasa dan, bahkan, acap kali disertai tindakan-tindakan
yang bersifat merusak, mengancam keselamatan orang lain atau
mengganggu ketertiban masyarakat.

Saat terjadi pemogokan, apalagi yang bersifat massal, meski
dilakukan sesuai aturan, polisi sebagai pihak yang bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
memainkan peranan sangat penting. Massa dalam kerumunan
umumnya memiliki rasa solidaritas tinggi dan mudah terprovokasi.

Karenanya, menjadi tugas kepolisian agar mogok berjalan
dengan tertib sehingga perundingan untuk menyelesaikan
perselisinan dapat berjalan baik. Saat pihak pekerja/buruh dan
pengusaha sedang melakukan perundingan, polisi harus bersikap
netral dan tidak ikut campur tangan dalam proses negosiasi.

Apabila mogok itu sah dan diikuti dengan tindakan unjuk rasa,
pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas®>, menurut ketentuan
UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum (Pasal 10), rencana aksi itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada Polri setempat selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum
pelaksanaan. Polri pun wajib melakukan koordinasi dengan
penanggungjawab kegiatan maupun pimpinan instansi atau
lembaga yang akan menjadi tujuan aksi serta mempersiapkan
pengamanan tempat, lokasi dan rute.

Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan
terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka
umum, sekaligus juga bertanggungjawab menjamin keamanan dan
ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku (sesuai tugas pokok
Polri yang tertuang dalam Pasal 13 butir a dan ¢ UU No. 2/2002).

Untuk penyampaian pendapat di muka umum yang tidak
memenuhi ketentuan UU, dapat dibubarkan Polri selaku
penanggungjawab keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu,
apabila ada pelaku atau peserta yang melakukan perbuatan
melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan

5 Pasal 1 UU No. 9/1998 memberikan batasan pengertian bentuk-bentuk penyampaian
pendapat di muka, sebagai berikut:

1. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau
lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara
demonstratif di muka umum (butir ke-3);

2. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
(butir ke-4);

3. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan
pendapat dengan tema tertentu (butir ke-5);

4. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang
dilakukan secarabebas dan terbuka tanpa tema tertentu (butir ke-6).



ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penanganannya
menjadi tanggung jawab Polri apabila yang dilanggar adalah
hukum pidana, sesuai dengan tugas pokok Polri selaku aparat
penegak hukum (Pasal 13 butir b UU No. 2/2002)

Tindak Pidana dalam Situasi Perselisihan
Hubungan Industrial

Dalam hal timbulnya ekses negatif dari pemogokan berupa
terjadinya tindak pidana, seperti pengrusakan, penganiayaan,
penyanderaan, perbuatan tidak menyenangkan, ataupun
penculikan, polisi sebagai aparat penegak hukum berwenang
mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
terhadap pihak yang dianggap harus bertanggung jawab. Polisi
sebagai penyidik memiliki berbagai kewenangan penyidikan,
termasuk di antaranya melakukan upaya paksa, seperti
penangkapan, penahanan dan penyitaan (Pasal 7 KUHAP).

Menurut UU No. 13/2003, ada sejumlah tindak pidana yang
mungkin terjadi saat terjadi perselisihan hubungan industrial, yaitu:

1. Melanggar Pasal 143:

(1) Menghalang-halangi pekerja/burun dan serikat pekerja/
buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang
dilakukan secara sah, tertib dan damai.

(2) Melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh yang
melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 185, tindak pidana ini merupakan kejahatan
dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Pelaku yang
dapat dikenai sanksi pidana ini adalah siapapun yang
menghalang-halangi pekerja/buruh menggunakan haknya
untuk mogok secara sah, tertib dan damai. Karenanya, sang
pelaku mungkin saja pengusaha, atau pihak lain seperti pihak
keamanan perusahaan atau polisi yang turut terkena ketentuan
ini.

Begitu pula dengan pelaku untuk perbuatan yang dilarang
dalam Ayat (2), yaitu menangkap dan/atau menahan. Meskipun
menurut UU polisi berhak menangkap dan/atau menahan
seseorang, hal itu hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi
tertentu sesuai dengan UU. Dalam hal ini, polisi justru harus
sangat berhati-hati menggunakan kewenangannya.
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Melanggar Pasal 137 tentang mogok yang harus dilakukan
secara sah, tertib dan damai.

Menurut Pasal 186, tindak pidana ini merupakan pelanggaran,
dan pekerja/buruh yang melakukan tindak pidana ini diancam
hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama
4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat
ratus juta rupiah).

Melanggar Pasal 138 ayat (1) tentang pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/buruh yang bermaksud mengajak pekerja/
buruh lain untuk mogok kerja saat berlangsungnya mogok kerja
yang sesuai dengan hukum.®

Menurut Pasal 186, tindak pidana ini merupakan pelanggaran
dan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling
panyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Melanggar Pasal 144 tentang larangan bagi pengusaha untuk
mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/
buruh lain dari luar perusahaan; atau memberikan sanksi atau
tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh
dan pengurus serikat pekerja/buruh selama dan sesudah
mogok kerja yang dilakukan secara sah.

Menurut Pasal 187, tindak pidana ini merupakan pelanggaran
dan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Melanggar Pasal 148 tentang kewajiban pengusaha untuk
memberitahukan penutupan perusahaan secara tertulis kepada
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/buruh, serta instansi
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum penutupan
dilaksanakan.

Menurut Pasal 188, tindak pidana ini merupakan pelanggaran
dan sanksi pidana berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000
(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh
Juta rupiah).

Untuk tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi saat
perselisihnan hubungan industrial seperti di atas, Polri sebagai

Dari bunyi ketentuan Pasal 138 Ayat (1) yang dihubungkan dengan Ayat (2)-nya dapat
disimpulkan bahwa mengajak untuk mogok pada saat mogok kerja berlangsung
bukan merupakan tindak pidana, asalkan dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
Apabila ajakan untuk mogok itu dilakukan dengan melawan hukum, misalnya dengan
ancaman atau kekerasan, hal ini merupakan tindak pidana dan melanggar ketentuan
Pasal 186.



penyidik utama (berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) sub a KUHAP)
berwenang melakukan penyidikan seperti ditegaskan dalam
Pasal 182 Ayat (1) UU No. 13/ 2003. Lebih lanjut, UU
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, di samping Polri,
pegawai pengawas ketenagakerjaan pun diberi kewenangan
khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah
koordinasi dan pengawasan Polri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perselisinan

hubungan industrial, Polri berperan untuk:

1.

Mencegah terjadinya kerusuhan saat terjadi mogok kerja atau
penutupan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Polisi dalam keadaan seperti ini lebin berperan sebagai
penjaga keamanan dan ketertiban.

Menindak pelaku tindak pidana di bidang ketenagakerjaan,
yaitu selaku koordinator dan pengawas PPNS.

Menindak pelaku tindak pidana lain yang merupakan dampak
negatif dari terjadinya mogok dan unjuk rasa (seperti
pengrusakan, penganiayaan, penyanderaan, penculikan)
dalam kapasitasnya sebagai penyidik.







TINDAKAN KEPOLISIAN

Polri selaku aparat penegak hukum berwenang mengambil
tindakan kepolisian, antara lain penangkapan, penahanan dan
penyitaan, untuk kepentingan penyidikan perkara, seperti
ditegaskan dalam Pasal 16 UU No. 2/2002. Tindakan kepolisian pada
dasarnya merupakan tindakan yang melanggar HAM apabila
dilakukan tanpa dilandasi UU. Karenanya tindakan ini hanya
dilakukan aparat yang berwenang dan sesuai dengan peraturan
perundangan, serta pelaksanaannya harus senantiasa
memperhatikan prinsip-prinsip dasar HAM.

Adapun perangkat dan panduan teknis internasional yang
perlu dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan
tindakan kepolisian, antara lain:

1. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment);

2. Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api
oleh Pejabat Penegak Hukum (Basic Principles on the Use of
Force and Firearms by Law Enforcement Officials) (1990);

3. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Keadilan bagi
Korban Tindak Kriminal dan Penyalahgunaan Kekuasaan
(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power) (1985);

4. Prinsip-prinsip Dasar tentang Penanganan Narapidana (Basic
Principles for the Treatment of Prisoners) (1990);

5. Ketentuan Standar Minimum tentang Penanganan Narapidana
(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (1957
dan 1977);

6. Ketentuan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa
tentang Upaya-upaya Non-Penahanan (Ketentuan Tokyo)
(United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial
Measures (The Tokyo Rules)) (1990.

Konvensi menentang Penyiksaan tersebut telah diratifikasi oleh
Indonesia tanggal 28 Oktober 1998. Sedangkan panduan-panduan
teknis di atas disusun dalam Konferensi-konferensi PBB serta
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disahkan melalui resolusi-resolusi Sidang Umum PBB atau Dewan
Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Panduan-panduan tersebut tidak
mengikat secara hukum, namun dimaksudkan untuk memberikan
panduan atas berbagai kegiatan operasional kepolisian dan
kesatuan penegak hukum.

Penangkapan

Kebebasan individu merupakan salah satu hak yang menjadi
dasar dari semua HAM, sehingga pencabutannya hanya dapat
dibenarkan apabila berdasarkan hukum dan sungguh-sungguh
diperlukan. Pasal 9 Deklarasi Universal HAM secara tegas menyatakan
bahwa tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan
secara sewenang-wenang. Penangkapan hanya dapat dilakukan
sesuai dengan prosedur hukum (Pasal 9 Ayat (1) Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Poalitik). Meskipun di dalam UUD
1945 hingga amandemennya yang keempat tidak ada pasal yang
secara tegas menyatakan tentang hal ini, di dalam UU No. 39/1999
tentang HAM (Pasal 34) terlihat jelas bahwa dalam hal penangkapan
dan penahanan, Indonesia menganut prinsip yang selaras dengan
perangkat-perangkat internasional.

Dalam KUHAF yang juga mengedepankan perlindungan
terhadap HAM, disebutkan bahwa penangkapan adalah suatu
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan
(Pasal 1 butir 20). Ketentuan tentang penangkapan dan prosedur
penangkapan terdapat dalam Pasal 16 hingga 19 KUHAP Dari
ketentuan-ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan/atau peradilan;

2.  Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang
diduga keras melakukan tindak pidana (kejahatan) berdasarkan
bukti permulaan yang cukup. Menurut Rakergab Mahkejapol |
Tahun 1982, dapat dikatakan telah ada bukti permulaan yang
cukup apabila ada laporan/pengaduan ditambah dengan satu
dari tiga hal, yaitu (i) BAP saksi/tersangka/terdakwa, (i) BAP di
tempat kejadian perkara (TKP), dan (iii) Barang bukti. Tersangka
pelaku pelanggaran tidak dapat dikenai tindakan penangkapan,
kecuali ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan
tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.

3. Pelaksana penangkapan adalah petugas dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

4. Petugas yang akan menangkap harus memperlinatkan surat
tugas dan surat perintah penangkapan;



5. Pada saat ditangkap, tersangka harus diberitahu alasan
penangkapannya, kejahatan yang disangkakan kepadanya
dan tempat ia akan diperiksa;

6. Penangkapan tanpa surat perintah hanya dimungkinkan dalam
hal tertangkap tangan, dengan ketentuan segera menyerahkan
tersangka beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik
pembantu terdekat;

7. Keluarga orang yang ditangkap harus segera diberitahu
mengenai penangkapan itu, serta

8. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama
satu hari.

Apabila prinsip dan ketentuan UU tentang penangkapan ini
diterapkan pada situasi perselisihan hubungan industrial, maka:

= Dalam tindak pidana di bidang ketenagakerjaan (berdasarkan
UU No. 1372003), pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada
tersangka pelanggar Pasal 143, karena tindak pidana ini
termasuk kejahatan. Sedangkan untuk tindak pidana lainnya
yang hanya merupakan pelanggaran, tersangka hanya bisa
ditangkap apabila tidak memenuhi panggilan dua kali berturut-
turut tanpa alasan yang sah.

= Para pekerja/buruh yang sedang melakukan penyampaian
pendapat di muka umum, misalnya unjuk rasa, tidak boleh
ditangkap meski mereka melakukan unjuk rasa yang tidak
sesuai dengan prosedur dan ketentuan UU, kecuali pada
pelaksanaan penyampaian pendapat tersebut mereka
melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan
merupakan kejahatan.

= Para pelaku yang tertangkap tangan dapat ditangkap tanpa
memerlukan surat perintah penangkapan.

Penahanan

Sebagai tindak lanjut dari tindakan penangkapan yang
waktunya relatif singkat, demi kepentingan pemeriksaan perkara
dapat dilakukan tindakan penahanan. Seperti halnya penangkapan,
penahanan pun merupakan tindakan pencabutan kemerdekaan
individu yang bertentangan dengan HAM, bahkan waktunya lebih
lama dibandingkan penangkapan. Karenanya, pelaksanaannya
pun harus berdasarkan hukum. Di samping itu, mereka yang
dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi
dengan tetap menghormati hak asasi mereka (Pasal 10 Ayat (1)
ICCPR).

Berbeda dengan tindakan penangkapan yang hanya menjadi
kewenangan polisi, penahanan dapat juga dilakukan jaksa dan
hakim sesuai kewenangannya di masing-masing tingkat
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pemeriksaan perkara, dengan jangka waktu penahanan dan
penahanan lanjutan yang telah ditetapkan dalam KUHAR

Dalam melakukan penahanan, ada beberapa prinsip dasar
yang harus diperhatikan para penegak hukum yang berwenang,
yaitu:

1. Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau
terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup.

Oleh karena penahanan merupakan tindakan yang bersifat
pengecualian, yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian
dalam melakukannya. Apakah seorang tersangka telah masuk
kategori dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana
harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Dalam KUHAP
maupun peraturan pelaksanaannya, tidak ada penjelasan
mengenai hal ini. Mengingat banyaknya masalah yang muncul
dalam praktek di lapangan, Rakergab Mahkejapol | Tahun 1982
menegaskan bahwa yang dimaksud bukti yang cukup adalah
adanya laporan/pengaduan ditambah adanya dua dari tiga
hal yaitu: (i) BAP saksi/tersangka/terdakwa, (i) BAP di tempat
kejadian perkara (TKP), dan (iii) Barang bukti.

2. Penahanan hanya dilakukan apabila persyaratan yuridis dan
keperluan terpenunhi.

Persyaratan yuridis itu adalah tindak pidana yang dilakukan
dengan minimal ancaman pidana lima tahun penjara atau
tindak pidana tertentu seperti disebutkan dalam KUHAP misalnya
Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1).
Persyaratan keperluan adalah adanya kekhawatiran tersangka
atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti
atau mengulangi tindak pidana. Persyaratan ini bersifat
kumulatif. Artinya, penahanan baru dapat dilakukan bila kedua
persyaratan tersebbut terpenunhi.

3. Penahanan dilakukan dengan memberikan surat perintah
penahanan yang mencantumkan identitas tersangka atau
terdakwa.

4. Tersangka atau terdakwa yang ditahan harus diberitahu alasan
penahanannya serta dakwaan terhadapnya dan tempat ia
ditahan.

5. Keluarga dari tersangka atau terdakwa yang ditahan harus
diberitahu tentang penahanan yang dilakukan.

6. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak berhubungan
dengan penasihat hukum dan dokter pribadinya.



Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak untuk
mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dengan
atau tanpa jaminan uang atau orang, kepada penegak hukum
sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dalam tingkat penyidikan,
misalnya, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan
permohonan penangguhan penahanan kepada polisi selaku
penyidik.

Tersangka atau terdakwa hanya dapat ditahan selama jangka
waktu yang ditetapkan oleh UU. Untuk tingkat penyidikan, polisi
hanya berhak menahan paling lama 20 hari. Apabila masih
diperlukan guna kepentingan penyidikan, jangka waktu itu
dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang
selama paling lama 40 hari. Jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi, tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan
sebelum waktu penahanannya berakhir. Begitu pula halnya
jika waktu 60 hari penahanan berakhir, meski pemeriksaan
belum selesai, penyidik harus membebaskan tersangka dari
tahanan demi hukum.

Apabila kita terapkan prinsip dan ketentuan umum tentang

penahanan seperti tersebut di atas dalam tindak pidana yang
mungkin terjadi saat perselisinan perburuhan, akan terlinhat bahwa:

1.

Dalam tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi saat
perselisinan hubungan industrial terjadi (melanggar Pasal 137,
138 Ayat (1), 143, 144 dan 148 UU No. 13/2003) tidak mungkin
dilakukan penahanan. Ini dikarenakan, selain Pasal 143, pasal-
pasal selebihnya hanya merupakan pelanggaran. Tersangka
yang melanggar Pasal 143 pun tak dapat ditahan sebab
ancaman pidananya maksimal hanya empat tahun penjara.

Dapat dilakukan penahanan apabila dalam kegiatan mogok
atau penutupan perusahaan yang sah terjadi kegiatan
mengeluarkan pendapat di muka umum yang diikuti
pelanggaran hukum pidana berupa tindak pidana, di mana
pelakunya memenuhi persyaratan untuk ditahan. Jadi dasar
penahanan adalah tindak pidana yang terjadi sebagai dampak
dari kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, bukan
kegiatannya itu sendiri meskipun ada kemungkinan dilakukan
tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang ditentukan UU.
Hal ini perlu mendapat perhatian karena sanksi untuk kegiatan
seperti itu hanyalah berupa pembubaran kegiatan oleh aparat
yang berwenang, bukan sanksi pidana.

Penyitaan

Di samping pembatasan dan perampasan terhadap

kebebasan tersangka atau terdakwa, ada kalanya pemeriksaan
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perkara mengharuskan dilakukannya tindakan penyitaan. Penyitaan,
menurut Pasal 1 butir 16 KUHAF adalah serangkaian tindakan
penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,
penuntutan dan peradilan.

Perangkat HAM Internasional, misalnya Deklarasi Universal HAM
dalam Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak
seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-
wenang. Ketentuan senada juga dapat kita jumpai dalam
perundang-undangan Indonesia: UUD 1945 dalam Pasal 28 H ayat
(4) dan UU No. 39/1999, Pasal 36 Ayat (2). Oleh karena itu, penyitaan
hanya dapat dilakukan berdasarkan UU. Prinsip-prinsip dasar untuk
melakukan penyitaan menurut hukum acara yang berlaku, yaitu
KUHAR antara lain, adalah:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat
izin dari ketua pengadilan negeri setempat;

2. Dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat
melakukan penyitaan tanpa surat izin, hanya atas benda
pbergerak. Dalam hal seperti ini, penyidik mempunyai kewajiban
untuk segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri
setempat untuk memperoleh persetujuannya;

3. Benda-benda yang dapat disita hanyalah yang sudah
ditentukan berdasarkan undang-undang, yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau
sebagai hasil dari tindak pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

C. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi
penyidikan tindak pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan
tindak pidana, dan

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan
tindak pidana yang dilakukan.

4. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda
dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat
dipakai sebagai barang bukti. Selain itu, dalam hal tertangkap
tangan, penyidik pun berwenang menyita paket, surat atau
benda yang diperuntukkan bagi tersangka atau berasal darinya,
yang diangkut atau dikirim melalui kantor atau jasa
pengangkutan, dengan ketentuan harus diberikan surat tanda
terima kepada tersangka dan/atau pejabat kantor atau jasa
pengangkutan yang bersangkutan.



5. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan barang-barang
sitaan dengan sebaik-baiknya dan menjadi tanggung jawab
pejabat berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan
dilarang digunakan oleh siapapun juga; serta

6. Apabila perkara sudah diputus, benda sitaan dapat
dikembalikan kepada orang yang disebut di dalam putusan
atau dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau dirusak
atau dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

Dalam konflik antara pekerja/buruh dan pengusaha yang
berujung pada pemogokan atau unjuk rasa selalu ada potensi untuk
memicu tindakan kekerasan. Apabila terjadi suatu peristiwva yang
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai
dampak negatif dari perselisihan hubungan industrial, Polri
berwenang melakukan tindakan tertentu yang bertujuan mengatasi
masalah tersebut. Ini sesuai dengan tugas pokok Polri untuk
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat.

Tidak mudah bagi polisi untuk mengambil tindakan dalam
menangani kerusuhan massa. Karenanya, petugas di lapangan
terkadang harus bertindak tegas dan keras kepada massa dan
seringkali dianggap bertentangan dengan HAM.

Dalam melakukan berbagai tindakan penegakkan hukum dan
ketertiban, perangkat-perangkat internasional memberikan
sejumlah prinsip yang selayaknya dijadikan pedoman oleh aparat
penegak hukum untuk menjamin perlindungan terhadap HAM.
Code of Conduct for Law Enforcement Officials (UN, 1979), misalnya,
dalam Pasal 2 dan 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan
tugasnya, aparat penegak hukum harus menghargai dan mentaati
hukum, menghargai martabat manusia serta melindungi HAM.
Selanjutnya, pedoman ini juga mengharuskan aparat penegak
hukum menggunakan kekerasan hanya apabila sangat diperlukan
bagi pelaksanaan tugasnya (Pasal 3).

Untuk penggunaan kekerasan dan senjata api—dua upaya
yang dianggap sangat berbahaya bila sampai digunakan—dalam
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials diuraikan secara tegas dan rinci prinsip-prinsip
dasar penggunaan kekerasan dan senjata api ini. Menurut
perangkat internasional ini, prinsip-prinsip dasar penggunaan
kekerasan, antara lain, sebagai berikut:

= (Cara-cara non-kekerasan harus diupayakan terlebih dahulu;
= Kekerasan digunakan hanya apabila benar-benar diperlukan;

= Kekerasan hanya untuk tujuan penegakkan hukum;
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= Tidak ada pengecualian atau alasan yang dapat dibenarkan
bagi penggunaan kekerasan yang tidak sah;

= Penggunaan kekerasan harus selalu proporsional dengan
tujuan-tujuan yang sah; dan

= Kerusakan dan cedera harus diminimalkan.

Sedangkan prinsip-prinsip dasar penggunaan senjata api adalah:

= Senjata api harus digunakan hanya dalam situasi yang luar
biasa;

=  Senjata api harus digunakan hanya untuk membela diri atau
untuk melindungi orang lain dari ancaman kematian yang
nyata atau cedera serius,; atau untuk mencegah kejahatan yang
sangat serius yang mencakup ancaman terhadap jiwa manusia;
atau untuk menangkap atau mencegah pelarian diri orang yang
menyebabkan ancaman seperti itu dan yang menolak usaha-
usaha untuk menghentikan ancaman tersebut; yang dalam
setiap kasusnya hanya apabila upaya yang lebih ringan tidak
lagi memadai,; serta

=  Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya
diizinkan apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk
melindungi nyawa manusia.

Mengingat senjata api hanya boleh digunakan dalam situasi
tertentu, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials pun menentukan prosedur penggunaan
senjata api, yaitu:

= Petugas harus memperkenalkan dirinya sebagai petugas polisi;
= Petugas tersebut harus memberikan peringatan yang tegas, dan

= Petugas tersebut harus memberikan waktu yang memadai agar
peringatan itu dapat dipatuhi, kecuali penundaan akan
mengakibatkan kematian atau cedera serius bagi petugas
tersebut atau orang lain, atau apabila jelasjelas tidak berguna
atau tidak tepat untuk melakukan penundaan dalam situasi
semacam itu.

Sejalan dengan perangkat-perangkat internasional tersebut di
atas, Polri mengeluarkan beberapa pedoman untuk petugas-
petugas di lapangan yang menangani unjuk rasa dan kerusuhan
massa, yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti PROTAP
(Prosedur Tetap) dan telegram dari Kapolri. Polri terus memperbaiki
pedoman-pedoman tersebut seiring dengan perkembangan situasi
di lapangan.

Dilihat dari segi substansi, prinsip-prinsip dalam pedoman Polri
untuk penggunaan kekerasan dan senjata api telah sejalan dengan
berbagai perangkat internasional, seperti terlihat dalam Surat



Telegram Kapolri No. Pol: STR/859/XI11/2003 (tertanggal 12 Desember
2003) dan PROTAP/01/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api.

Surat Telegram Kapolri No. Pol: STR/859/X11/2003 merinci

langkah-langkah yang harus ditempuh oleh petugas yang
menghadapi unjuk rasa, sebagai berikut:

1.
2.

Unjuk rasa dihadapi oleh Tim Negosiator

Unjuk rasa dihadapi oleh Pasukan Samapta/Patroli yang
berpakaian PDH dan menggunakan pet/sabuk dan
berselempang tanpa menggunakan alat pengendali massa
(aldalmas) dan senjata api.

Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang
menghadapi adalah Pasukan Pengendali Massa (Dalmas) yang
dilengkapi dengan aldalmas berupa helm, tameng, tongkat
“T,” pelindung kaki dan pelindung tangan kanan.

Apabila massa berkembang menjadi agresif serta
menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk
menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai
terapi kejut (tembakan ke atas) untuk membubarkan massa.

Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan
pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor
pemerintah, kantor polisi, atau melakukan pencurian/
penjarahan benda secara massal, dapat digunakan senjata api
dengan peluru karet untuk melakukan tembakan-tembakan
peringatan untuk membubarkan massa.

Penembakan dengan peluru karet secara terarah pada bagian
di bawah pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang
diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan
maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota polisi/
petugas atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan
atau kebakaran, atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi
kerusuhan di wilayah tersebut.

Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan
untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru
tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi
kelompok tertentu yang diketahui atau diduga juga
menggunakan senjata api dengan peluru tajam.

Khusus mengenai penggunaan senjata api, dalam PROTAP/

01/v/72001 tentang Penggunaan Senjata Api secara tegas disebutkan
bahwa:

1.

Penggunaan senjata api oleh petugas hanya dibenarkan
dalam keadaan terpaksa untuk membela diri sendiri ataupun
melindungi/menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat)
dari ancaman/gangguan kejahatan.

Pada prinsipnya penggunaan senjata api bertujuan untuk
melumpuhkan pelaku kejahatan, bukan untuk mematikan,

POLICE

Trial iy Prigeat’

21



22

sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas
maupun jiwa seseorang dapat dicegah dan pelaku kejahatan
dapat ditangkap.

3. Sasaran tembakan ditujukan ke arah organ bagian tubuh yang
tidak vital.

4. Dalam keadaan rusuh massal, kerusuhan, pengerahan massal,
sasaran tembak diprioritaskan/ditujukan ke arah pemimpin dan
penggerak kerusuhan.

5. Penggunaan senjata api (peluru tajam) tidak langsung
diarahkan terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran hukum,
tetapi diawali dengan tembakan peringatan sebanyak tiga kali,
paik menggunakan peluru hampa, karet maupun peluru tajam
dengan penembakan salvo (ke atas).

Dari tahapan-tahapan dalam Telegram Kapolri maupun Protap
di atas terlihat bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api
merupakan upaya terakhir dan luar biasa dalam penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan massa, yang hanya dapat dilakukan dalam
kondisi-kondisi tertentu.
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PAPARAN 7:
PENANGANAN ASPEK
HUKUM DAN KETERTIBAN
DALAM PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL:
"PERAN POLISI

POLICE
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REFORMASI POLRI

Polri yang mandiri (terpisah dari TNI) tidak lagi bersikap
militeristik

Pelaksanaan tugas Polri yang lebih berorientasi pada
masyarakat yang dilayani

Perubahan sikap dalam menghadapi masyarakat yang
membutuhkan perlindungan dan pelayanan

REFORMASI PERBURUHAN

HAM, khususnya hak-hak mendasar pekerja/buruh
makin diperhatikan pemerintah

Meningkatnya kesadaran pekerja/buruh mengenai hak-
hak mereka

Meningkatnya gerakan civil society dalam hak-hak
pekerja/buruh

MASALAH

Pemahaman mengenai keseluruhan masalah
Perbedaan perspektif dalam melihat masalah

Keengganan untuk melihat masalah yang dihadapi
pihak lain

Political will  yang belum bulat

‘'mengail di air keruh” yang dilakukan kelompok-
kelompok tertentu




MOGOK & UNJUK RASA

MOGOK REFORMASI  PERBURUHAN

. Dilakukan oleh pekerja secara . Dilakukan oleh seorang/lebih
kolektif . Utk mengeluarkan pikiran dg

. Direncanakan lisan, tertulis dsb

. Menghentikan atau . Secara demonstratif di muka
memperlambat pekerjaan umum

. Memberitahu secara tertulis . Memberitahu secara tertulis kpd
(kepada pengusaha dan instansi polisi setempat, min. 3x24 jam
yg bertanggungjawab di sebelumnya yang memuat a.l.
bidang ketenagakerjaan maksud & tujuan, lokasi & rute,
setempat  Min 7  hari penanggung jawab, jmlh
sebelumnyakesadaran peserta
pekerja/buruh mengenai hak-
hak mereka

PERAN UTAMA POLISI DALAM PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

= Sebagai Penjaga keamanan dan ketertiban pada saat :

mogok atau lock out yang sah;
Unjuk rasa yang sah dan tidak sah

= Sebagai korwas PPNS dalam menindak pelaku tindak
pidana di bidang ketenagaKerjaan, termasuk mogok
dan lockout tidak sah;

= Sebagai penyidik pelaku tindak pidana lain yang terjadi
pada saat mogok atau lock out.

POLISI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PHI?2
TIDAK
UU No. 2 Tahun 2004 > Mediator :

Pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan Memenuhi syaratZ2 mediator >
ditetapkan Menteri

Bertugas melakukan mediasi
Waijib memberi anjuran tertulis > pihak yg berselisin

Untuk menyelesaikan > perselisinan hak, kepentingan, phk
& antar sp/sb dalam satu perusahaan
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PADA SAAT MOGOK DAN LOCK OUT (SAH
MAUPUN TDK SAH)

=  Ada kemungkinan terjadi:

- Unjuk Rasa, Pawai, Rapat Umum, Mimbar Bebas.
=  Menurut UU No. 9 tahun 1998:

- Harus memberitahukan secara tertulis ke Polri
setempat dalam waktu 3 X 24 jam sebelumnya

- Polri bertanggungjawab atas perlindungan
keamanan peserta unjuk rasa

- Apabila tidak memenuhi ketentuan dapat
dibubarkan

UU NO. 9 TAHUN 1998

= Dalam penyampaian pendapat di muka umum yang
sudah sesuai dengan UU

= Siapapun dilarang menghalang-halanginya dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan

=  Ancaman pidana satu tahun penjara

" TTINGAK FIDANA DI BDANG

KETENAGAKERJAAN:
Menghalang-halangi mogok yang sah

Menangkap dan/atau menahan buruh yang mogok secara sah
Mogok secara tidak sah

Secara melawan hk mengajak buruh lain untuk mogok

v~ W=

Mengganti buruh yang mogok kerja scr sah dengan buruh
dari luar perusahaan

6.  Memberikan sanksi atau tindakan balasan pada buruh dan
pengurus serikat buruh selama dan sesudah mogok sah

7. Tidak memberitahukan (secara tertulis) lock out kepada pihak
yang ditentukan dalam waktu tertentu




POLRI SELAKU PENEGAK
HUKUM BERWENANG:

Melakukan Upaya Paksa:
Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, dsb.

Upaya Paksa:

Tindakan melanggar HAM, bila dilakukan tanpa dilandasi
uu

PENANGKAPAN

Harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Petugas harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah
penangkapan, kecuali tertangkap tangan

Keluarga tersangka harus segera diberitahuPaling lama satu
hari

PENAHANAN

Harus ada bukti yang cukup

Memenuhi syarat yuridis dan syarat keperluan
Dengan surat perintah

Diberitahu alasan penahanan

Keluarga diberitahu ttg penahanan

Tersangka yang ditahan memiliki sejumlah hak

Dapat ditahan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 20 hari, yang
dapat diperpanjang (oleh PU) dengan 40 hari
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PENYITAAN

Harus dengan surat izin ketua PN setempat, kecuali dalam
keadaan mendesak

Benda yang dapat disita sudah tertentu (berdasarkan UU)

Dalam hal tertangkap tangan, dapat disita benda yang dipakai
atau diduga dipakai untuk melakukan TP

Benda sitaan disimpan di Rupbasan dan menjadi
tanggungjawab pejabat sesuai tingkat pemeriksaan dan
dilarang digunakan siapapun

POLICE
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PENGGUNAAN KEKERASAN DAN
SENJATA API

Code of Conduct for Law Enforcement Officials:

Kekerasan hanya digunakan apabila sangat diperlukan dan
hanya sampai tingkat yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

POLICE
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BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF FORCE AND
FIREARMS BY LAW ENFORCEMENT OFFICIALS

Kekerasan digunakan hanya apabila benar-benar diperlukan
Kekerasan hanya untuk tujuan penegakan hukum

Senjata api harus digunakan hanya dalam situasi yang luar
biasa

Senjata api hanya untuk membela diri atau melindungi orang
lain  dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius
Senjata api yang mematikan hanya boleh digunakan dengan
sengaja apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk
melindungi nyawa manusia




PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API

= Petugas harus memperkenalkan diri sebagai petugas polisi

= Petugas harus memberi peringatan yang tegas

= Petugas harus memberi waktu yang memadai agar peringatan
dipatuhi

SURAT TELEGRAM KAPOLRI NO. POL: STR/859/
XI/2003 TGL 12 DES 2003

= Unjuk Rasa dihadapi Tim Negosiator

- Unjuk Rasa dihadapi Pasukan Samapta

= Bila menjadi agresif dihadapi Pasukan Dalmas

= Bila agresif & bawa sajam, boleh gunakan senpi dengan peluru
hampa (tembakan ke atas) untuk bubarkan massa

= Bila agresif & merusak, boleh gunakan senpi dengan peluru
karet (tembakan peringatan) untuk bubarkan massa

= Senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk hadapi
massa unjuk rasa.

Unjuk Rasa (UR) Negosiator/SAMAPTA

UR Agresif DALMAS

Senpi Keatas,

UR Agresif + Sajam Bubarkan

UR Agresif + Merusak Senpi-Peluru Karet,
Bubarkan
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PROTAP/01/V/2001 TENTANG
PENGGUNAAN SENJATA API

Hanya dibenarkan untuk digunakan dalam keadaan terpaksa
Pada prinsipnya hanya untuk melumpuhkan, bukan mematikan
Sasaran pada organ bag tubuh yang tidak vital

Dalam rusuh, sasaran prioritas adl pemimpin, penggerak
kerusuhan

Penggunaan senpi(peluru tajam) tidak langsung thd pelaku
tp diawali dg tembakan peringatan, dg peluru hampa, karet
maupun tajam dg tembakan salvo




BAHAN STUDI KASUS

Contoh Pertanyaan dan Tugas:

Pertanyaan:

1. Dalam kasus ini, apakah ada pelanggaran ketentuan-ketentuan
Konvensi-konvensi internasional serta Undang-undang
Nasional?

a. Jika tidak ada, jelaskan argumen anda.
b. Jika ada, jelaskan argumen anda dan sebutkan ketentuan-
ketentuan yang dilanggar.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut:

a. Apa prosedur hukum atau administratif yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut?
b. Apa yang dapat Polri lakukan dalam hal ini?

Tugas:

1. Dari anggota kelompok anda, tentukan siapa yang akan
menjadi:
a. pemimpin diskusi;
b. pencatat hasil diskusi; dan
C. pemapar.
Buat ringkasan dari analisis kasus yang kelompok anda kerjakan.

Tuliskan jawaban dan argumen kelompok anda pada lembar
transparansi yang telah tersedia.

Contoh Kasus

Perselisihan Hubungan Industrial di PT. Barock

Tanggal 9 Agustus 2004, ratusan pekerja PT. Barock melakukan
unjuk rasa di depan pabrik sarung tangan medis tersebut. AKsi
mereka dikoordinasikan oleh 10 pekerja pimpinan SMJ, yang juga
menjabat Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja “Putin”
(SPP) di Perusahaan itu. Dalam aksinya, para buruh melakukan orasi
dan meneriakkan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada
pimpinan PT. Barock. Diantara sekitar 200 pekerja tersebut ikut juga
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beberapa orang bukan pekerja PT. Barock yang mengenakan atribut
SP “Merah” (SPM) dan berteriak-teriak mengajak para pekerja untuk
bersatu melawan pengusaha dengan menggunakan kata-kata yang
tidak sopan.

Aksi tersebut dilakukan para pekerja untuk menentang
keputusan perusahaan melakukan PHK terhadap para koordinator
unjuk rasa. Keputusan tersebut diambil perusahaan tanggal 9 Juli
2004 karena ke-10 orang tersebut tidak mau mematuhi himbauan
perusahaan untuk menghentikan aksi provokasi dan intimidasi, yang
termasuk kesalahan berat menurut ketentuan Peraturan Perusahaan
(PP) Pasal 26 Ayat (10) huruf O. Para pekerja juga tidak mengindahkan
surat pemanggilan untuk kembali bekerja yang dikeluarkan
perusahaan pada tanggal yang sama. Perusahaan telah mengajukan
permohonan pelaksanaan PHK tersebut kepada Disnaker setempat
tanggal 16 Juli 2004.

Menurut perusahaan, MJ dan anggotanya telah melakukan
mogok kerja dan menyebarluaskan isu-isu menyesatkan, seperti:

1. Perusahaan akan mengganti status seluruh karyawan tetap
menjadi karyawan kontrak, agar mereka tidak lagi berhak atas
uang THR, pesangon dan lain-lain apabila perusahaan
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Dalam waktu dekat perusahaan akan melakukan PHK massal.

SPP sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk membela
kepentingan pekerja. Karena itu, para pekerja harus bergabung
melawan pengusaha.

Isu-isu tersebut mereka sampaikan dengan mendatangi para
pekerja di perusahaan dan tempat tinggal mereka. Hal ini
menyebabkan para pekerja PT Barock yang seluruhnya berjumlah
sekitar 1500 orang merasa terintimidasi dan panik, kemudian
menanyakan perusahaan mengenai kebenaran isu tersebut.

Keesokan harinya, tanggal 10 Agustus 2004, para pekerja
kembali berunjuk rasa di depan pabrik. Para pengunjuk rasa juga
memasang tenda-tenda dan menutup jalan keluar-masuk pabrik
sehingga menghalangi pekerja lain yang ingin masuk atau pulang
kerja, serta memaksa mereka untuk ikut berunjuk rasa. Karena aksi
mereka mulai menimbulkan keributan, malam harinya para
pengunjuk rasa diusir oleh masyarakat sekitar pabrik. Pada tangal
yang sama perusahaan mengeluarkan kembali surat pemanggilan
untuk kembali bekerja.

Tanggal 11 Agustus, para pekerja kembali berunjuk rasa. Setelah
berorasi didepan pabrik, mereka melanjutkan aksinya di Kantor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat | dan bertahan
disana selama tiga hari. Pada hari kedua aksi mereka, pihak
perusahaan diundang oleh Komisi V DPRD untuk menyelesaikan
perselisinan yang terjadi. Namun demikian, pertemuan yang juga



dihadiri pejabat Disnaker Tingkat Il dan wakil para pekerja tersebut
tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang berselisih.

Karena DPRD dianggap tidak mampu membantu
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, pada tanggal 14
Augustus para pekerja kembali melakukan unjuk rasa di depan
pabrik PT. Barock. Kali ini, mereka mendirikan tenda-tenda dan
menginap disana. Para pengunjuk rasa kembali dibantu oleh orang-
orang yang mengenakan atribut SPM. Selain menutup pintu masuk
di depan pabrik, mereka juga menutup pintu belakang pabrik
hingga para pekerja dan staf yang ingin bekerja atau pulang kerja
harus menaiki pagar samping pabrik setinggi 3 meter.

Selanjutnya, para pengunjuk rasa melempar-lempar batu ke
dalam pabrik, melakukan penyisiran di sekeliling pabrik sambil terus
menghalangi dan memaksa pekerja lain yang ingin bekerja untuk
mengikuti aksi mereka. Akibat kejadian ini, perusahaan terpaksa
menutup dan menghentikan operasi pabrik tanggal 16 Agustus.
Setelah masyarakat setempat mengusir para pengunjuk rasa dan
atas permintaan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPE pabrik dapat
beroperasi kembali tanggal 18 Agustus 2004. Setelah diusir dari
pabrik, pada tanggal yang sama para pengunjuk rasa kembali
melakukan aksinya di depan gedung DPRD TK | dan menginap
disana.

Di lain pihak, pada tanggal yang sama, perusahaan
mengajukan permohonan izin kepada Disnaker Tingkat Il untuk
melakukan PHK terhadap 830 pekerja yang berunjuk rasa karena
mereka tidak mengindahkan surat pemanggilan untuk kembali
bekerja yang telah dikirimkan berulangkali pada tanggal 11, 13 dan
14 Agustus 2004.

Untuk membantu menyelesaikan perselisinan tersebut DPRD
membentuk tim gabungan tiga Komisi dan memprakarsai tiga
pertemuan. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 23 Agustus
di Kantor DPRD dan dihadiri olen Disnaker Tingkat | dan Tingkat I,
wakil Asosiasi Pengusaha, dan para pihak yang berselisih.
Pertemuan ini gagal karena para pengunjuk rasa menyandera para
wakil perusahaan selama beberapa jam.

Dua hari kemudian, DPRD kembali mengundang para pihak
untuk berunding, tetapi pihak perusahaan menolak karena khawatir
akan keamanan dan keselamatan mereka. Keesokan harinya,
kembali diadakan pertemuan. Kali ini dilaksanakan di pabrik dan
dihadiri Disnaker Tingkat | dan Il, perwakilan Asosiasi Pengusaha,
DPC SPE Kepolisian, dan kuasa hukum pengunjuk rasa. Akan tetapi,
pertemuan ini pun gagal menyelesaikan perselisinan pekerja dan
pengusaha PT Barock tersebut.

Tanggal 1 September 2004, atas prakarsa Disnaker Tingkat |
dan Il dilaksanakan pertemuan tripartit di Kantor Gubernur yang
menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
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1. Para pekerja dihimbau untuk segera menghentikan unjuk rasa
dan kembali kerumah untuk menunggu penyelesaian akhir dari
Depnakertrans, yang sekarang tengah menangani kasus ini.

2. Apabila tetap ingin berunjuk rasa, agar dilakukan dengan tertib
dan damai.

3. Penyelesaian kasus ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Meskipun demikian, keesokan harinya para buruh kembali
melakukan unjuk rasa di depan pabrik hingga pada tanggal 4
September perusahaan sekali lagi harus menutup pabrik karena
akses keluar masuk pabrik kembali ditutup oleh pengunjuk rasa.
Kali ini, para pengunjuk rasa mengajak untuk “berjuang sampai tetes
darah penghabisan” dan menyatakan bahwa SPM pasti membela
mereka.

Melihat hal ini, sekitar 500 pekerja pabrik yang menentang aksi
unjuk rasa tersebut akhirnya melakukan aksi tandingan dengan
mendatangi kantor Kepolisian Resor (Polres) untuk meminta
perlindungan hukum agar mereka dapat kembali bekerja. Hal yang
sama mereka lakukan kembali dua hari kemudian di Kantor
Kepolisian Propinsi (Polda).

Tanggal 7 September 2004, Wakil Kepala Kepolisian Propinsi
(Wakapolda) memprakarsai pertemuan antara para pengunjuk rasa,
yang diwakili kuasa hukumnya, para pekerja yang masih ingin tetap
bekerja, dan pihak perusahaan. Pejabat Disnaker Tingkat I, Polres,
dan Direktur Intel Polda juga hadir di Kantor Wakapolda. Dalam
pertemuan itu, Wakapolda memberikan arahan sebagai berikut:

1. Para pengunjuk rasa diminta menghentikan aksi mereka
sekarang juga, sesuai dengan anjuran Disnaker Tingkat Il.

2. Para pengunjuk rasa diminta tidak menghalang-halangi pekerja
lain yang ingin bekerja, dan jangan menutup akses ke pabrik
agar pabrik dapat beroperasi kembpali.

3. Perusahaan diminta untuk mendata ulang karyawan yang
perunjuk rasa dan yang masih ingin bekerja.

4. Perusahaan dan pengunjuk rasa diminta untuk tidak
menghalangi para pengunjuk rasa yang ingin kembali bekerja
atau mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Pertemuan di Kantor Wakapolda tersebut tetap tidak
menyelesaikan masalah karena keesokan harinya para pengunjuk
rasa kembali melakukan aksinya hingga harus dibubarkan oleh Polisi.
Beberapa orang dari pengunjuk rasa ditangkap dan dibawa ke
kantor polisi karena melakukan perlawanan. Pada saat pembubaran
tersebut, Polisi menemukan senjata tajam, bom Molotov dan air
cabai.



1.

Pertanyaan Khusus:

*

Berikan analisis kelompok anda tentang hal-hal dibawah ini:

Kelompok 1: Keterlibatan Polri dalam proses negosiasi
penyelesaian perselisinan

Kelompok 2: Penempatan kesatuan kepolisian menghadapi
mogok/ujuk rasa

Kelompok 3: Penangkapan pekerja yang mogok/unjuk rasa
Kelompok 4: Keterlibatan intel dan reserse dalam situasi
perselisinan industrial
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